MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 110 TAHUN 2023

TENTANG
INDIKATOR TINGKAT KINERJA DAERAH DAN PETUNJUK TEKNIS BAGIAN
DANA ALOKASI UMUM YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (7)
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Keuangan tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah
dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang
Ditentukan Penggunaannya;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);
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https://jdih.kemenkeu.go.id/api/AppMediaCatalogs/Download/9d9e91bd-e9f0-4e8c-86f1-c6841cf834f3
https://jdih.kemenkeu.go.id/download/ff63731a-9417-4f4f-adcf-127f3fa434ce/39TAHUN2008UU.pdf
https://jdih.kemenkeu.go.id/download/17a792ad-47e6-401c-b551-be4bd0ba7936/37TAHUN2023PP.pdf
https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/2020/57TAHUN2020PERPRES.pdf
https://jdih.kemenkeu.go.id/download/a659847a-95b2-40b0-9da4-6972f9a151b1/118~PMK.010~2021Per.pdf
https://jdih.kemenkeu.go.id/download/42b2deb0-b570-4a1b-a111-a0794105d752/141~PMK.01~2022.pdf

Menetapkan

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG INDIKATOR
TINGKAT KINERJA DAERAH DAN PETUNJUK TEKNIS
BAGIAN DANA ALOKASI UMUM YANG DITENTUKAN
PENGGUNAANNYA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya
disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan
Rakyat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang
dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan
perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas
wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai
perangkat kecamatan.

Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU
adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dialokasikan
dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan
keuangan dan layanan publik antar-Daerah.

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat
SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan
dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang
berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

0. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang
selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia
yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat
berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu
dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
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11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN
adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan PPPK yang
bekerja pada instansi pemerintah.

Pasal 2
Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya terdiri atas:
a. dukungan penggajian PPPK Daerah;
b. dukungan pembangunan sarana dan prasarana,
pemberdayaan masyarakat di Kelurahan;
c. dukungan bidang pendidikan,;
d. dukungan bidang kesehatan; dan
e. dukungan bidang pekerjaan umum.

Pasal 3

(1) Bagian DAU wvang ditentukan penggunaannyva untuk
dukungan penggajian PPPK Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf a ditentukan berdasarkan:

a. jumlah formasi PPPK yang diangkat pada tahun
berjalan;

b. gaji pokok dan tunjangan melekat; dan

¢. Jumlah bulan pembayaran gaji PPPK.

(2) Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya untuk
dukungan pembangunan sarana dan prasarana,
pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf b ditentukan berdasarkan
jumlah Kelurahan setiap Pemerintah Daerah.

(3) Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya untuk
dukungan bidang pendidikan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf ¢, dukungan bidang kesehatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dan
dukungan bidang pekerjaan umum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf e pada Daerah provinsi dan
kabupaten/kota, dihitung berdasarkan capaian kinerja
Daerah dalam memenuhi target SPM pada tiap urusan tiap
pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(4) Capaian kinerja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) berdasarkan data indeks capaian SPM masing-masing
bidang dari kementerian/lembaga terkait.

(5) Dalam hal data indeks capaian SPM masing-masing bidang;
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum lengkap,
bagian DAU yang ditentukan penggunaannya untuk
dukungan bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan
bidang pekerjaan umum pada Daerah provinsi dan
kabupaten/kota, dihitung berdasarkan indikator yang
mencerminkan tingkat kinerja Daerah pada setiap urusan
Pemerintahan Daerah.

(6) Indikator yang mencerminkan tingkat kinerja Daerah pada
setiap urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana
dimaksud pada avat (5) merupakan indeks komposit dari
beberapa indikator kinerja setiap bidang.

(7) Indeks komposit sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
dihitung berdasarkan indikator-indikator ~ bidang
pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang pekerjaan
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umum yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri
Keuangan.

Pasal 4

(1) Penggunaan bagian DAU dukungan penggajian PPPK
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai manajemen PPPK, gaji, dan tunjangan
PPPK.

(2) Penggunaan bagian DAU dukungan pembangunan sarana
dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di Kelurahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai kegiatan pembangunan sarana dan prasarana
Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

Pasal 5
Rincian pagu bagian DAU dukungan pengajian PPPK Daerah
per Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Pasal 6

(1) Bagian DAU dukungan pembangunan sarana dan
prasarana, pemberdayaan masyarakat di Kelurahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b
dialokasikan wuntuk memberi dukungan pendanaan
kepada Daerah kabupaten/kota dalam memenuhi
kewajiban pendanaan bagi Kelurahan.

(2) Bagian DAU dukungan pembangunan sarana dan
prasarana, pemberdayaan masyarakat di Kelurahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b digunakan
untuk kegiatan fisik dan/atau nonfisik.

(3) Bagian DAU dukungan pembangunan sarana dan
prasarana, pemberdayaan masyarakat di  Kelurahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi
komitmen pendanaan Pemerintah Daerah kepada
Kelurahan melalui APBD sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(4) Pemerintah mengalokasikan bagian DAU pembangunan
sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di
Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar
alokasi yang ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai
APBN, dengan memperhatikan jumlah Kelurahan pada
setiap Pemerintah Daerah.

(3) Jumlah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
berdasarkan data jumlah Kelurahan yang ditetapkan oleh
kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dalam negeri yang digunakan dalam
perhitungan alokasi DAU.

(6) Rincian pagu bagian DAU dukungan pembangunan sarana
dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di Kelurahan
per Daerah ditetapkan dengan Keputusan Menteri

Keuangan.
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Pasal 7
Bagian DAU dukungan pembangunan sarana dan
prasarana, pemberdayaan masyarakat di Kelurahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b untuk
setiap Kelurahan dialokasikan dengan ketentuan sebagai
berikut:
a. dibagikan kepada seluruh Kelurahan secara merata;
atau
b. dibagikan kepada seluruh Kelurahan berdasarkan
alokasi dasar dan alokasi berdasarkan kebutuhan
dan/atau kinerja Kelurahan.
Pagu alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dihitung paling sedikit 50% (lima puluh persen)
dari pagu bagian DAU dukungan pendanaan Kelurahan.
Pagu alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dibagikan kepada seluruh Kelurahan secara merata.
Pagu alokasi berdasarkan kebutuhan dan/atau kinerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung
paling banyak 50% (lima puluh persen) dari pagu DAU
dukungan pendanaan Kelurahan dengan memperhatikan:
a. jumlah penduduk;
b. angka kemiskinan;
c. luas wilayah;
d. ketersediaan pelayanan dasar;
e. kondisi infrastruktur;
f. transportasi/aksesibilitas setiap Kelurahan; dan/atau
g. indikator lain sesuai kebijakan dan prioritas Daerah.
Data untuk menghitung alokasi berdasarkan kebutuhan
dan/atau kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4}
bersumber dari lembaga pemerintah yang berwenang.

Pasal 8
Penggunaan bagian DAU dukungan bidang pendidikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf ¢ dilakukan
untuk mendanai kegiatan fisik dan/atau nonfisik dalam
rangka peningkatan kualitas layanan dasar bidang
pendidikan sesuai dengan kegiatan dan subkegiatan
prioritas serta kegiatan dan subkegiatan pendukung
sebagaimana tercantum dalam huruf A Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
Penentuan besaran pendanaan kegiatan fisik dan/atau
nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan
sesuai dengan kebutuhan Daerah dengan memperhatikan
prioritas nasional.
Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk
belanja yang terkait dengan:
a. kegiatan yang mendukung capaian kinerja Daerah
dalam memenuhi target SPM bidang pendidikan; dan
b. belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan melekat
yang dibayarkan kepada ASN guru dan tenaga
kependidikan Daerah.
Belanja pegawai yang dibayarkan kepada ASN guru dan
tenaga kependidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf b paling banyak 25% (dua puluh lima
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persen) dari jumlah alokasi bagian DAU dukungan bidang

pendidikan.

(5) Bagian DAU dukungan bidang pendidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan untuk:

a. belanja pegawai selain gaji dan tunjangan melekat
yang dibayarkan kepada ASN guru dan tenaga
kependidikan Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

b. belanja honorarium yang tidak mendukung
peningkatan kualitas pelayanan dasar; dan

c. belanja perjalanan dinas yang tidak mendukung
peningkatan kualitas pelayanan dasar.

Pasal 9

(1) Penggunaan bagian DAU dukungan bidang kesehatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dilakukan
untuk mendanai kegiatan fisik dan/atau nonfisik dalam
rangka peningkatan kualitas layanan dasar bidang
kesehatan sesuai dengan kegiatan dan subkegiatan
prioritas serta kegiatan dan subkegiatan pendukung
sebagaimana tercantum dalam huruf B Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

(2) Bagian DAU dukungan bidang kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja yang terkait
dengan:

a. kegiatan yang mendukung capaian kinerja Daerah
dalam memenuhi target SPM bidang kesehatan;

b. belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan melekat
vang dibayarkan kepada ASN di bidang kesehatan; dan

c. belanja pemenuhan jaminan kesehatan nasional, yang
terdiri atas:

1) pengelolaan jaminan kesehatan nasional
masyarakat beserta dengan tunggakannya; dan

2) pengelolaan jaminan kesehatan nasional ASN
Daerah, yaitu pembayaran iuran wajib peserta
pekerja penerima upah ASN Daerah bagian
Pemerintah Daerah beserta dengan tunggakannya.

(3) Belanja pegawai yang dibayarkan kepada ASN di bidang
kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah
alokasi bagian DAU dukungan bidang kesehatan.

(4) Belanja pemenuhan jaminan kesechatan nasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling
banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah alokasi
bagian DAU dukungan bidang kesehatan.

(5) Bagian DAU dukungan bidang kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan untuk:

a. belanja pegawai selain gaji dan tunjangan melekat yang
dibayarkan kepada ASN bidang kesehatan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. belanja  honorarium yang tidak mendukung
peningkatan kualitas pelayanan dasar; dan

c. belanja perjalanan dinas yang tidak mendukung
peningkatan kualitas pelayanan dasar.
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Pasal 10

(1) Penggunaan bagian DAU dukungan bidang pekerjaan
umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e
dilakukan untuk mendanai kegiatan fisik dan/atau
nonfisik dalam rangka peningkatan kualitas layanan
dasar bidang pekerjaan umum sesuai dengan kegiatan
dan subkegiatan prioritas serta kegiatan dan subkegiatan
pendukung sebagaimana tercantum dalam huruf C
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menter1 ini.

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk
untuk belanja yang terkait dengan peningkatan capaian
kinerja Daerah dalam memenuhi target SPM bidang
pekerjaan umum.

(3) Bagian DAU dukungan bidang pekerjaan umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat
digunakan untuk:

a. belanja pegawai yang dibayarkan kepada ASN sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. belanja honorarium yang tidak mendukung
peningkatan kualitas pelayanan dasar; dan

c. belanja perjalanan dinas yang tidak mendukung
peningkatan kualitas pelayanan dasar.

Pasal 11

(1) Selain digunakan untuk mendanai kegiatan fisik
dan/atau nonfisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal
8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 10 ayat (1), bagian
DAU dukungan bidang pendidikan, bidang kesehatan,
dan bidang pekerjaan umum dapat digunakan untuk
pembayaran cicilan pokok dan bunga atas pinjaman
Daerah.

(2) Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan  pinjaman yang  digunakan  untuk
pembangunan infrastruktur yang bersifat strategis
sesuai prioritas Daerah di bidang pendidikan, bidang
kesehatan dan bidang pekerjaan umum, dan jenis
kegiatannya sesual dengan rincian dalam huruf A,
huruf B, dan huruf C Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(3) Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan pinjaman Daerah vang dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai pinjaman Daerah.

Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah menganggarkan belanja untuk
bagian DAU yang ditentukan penggunaannya untuk
dukungan penggajian PPPK, dukungan pembangunan
sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di
Kelurahan, dukungan bidang pendidikan, dukungan
bidang kesehatan, dan dukungan bidang pekerjaan
umum dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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(2} Dalam hal jumlah Kelurahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (5):

a. lebih besar dari jumlah Kelurahan yang dimiliki
Pemerintah Daerah, besaran penganggaran bagian
DAU dukungan pembangunan sarana dan
prasarana, pemberdayaan masyarakat di Kelurahan
dalam APBD dilakukan sebesar rasio jumlah
Kelurahan yang dimiliki oleh pemerintah Daerah
dibagi dengan jumlah Kelurahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dikali dengan
alokasi yvang ditetapkan dalam APBN sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4); atau

b. lebih kecil dari jumlah Kelurahan yang dimiliki
Pemerintah Daerah, besaran penganggaran DAU
dukungan pembangunan sarana dan prasarana,
pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dalam
APBD dilakukan paling banyak sebesar alokasi DAU
dukungan pendanaan Kelurahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4).

(3) Dalam hal Daerah belum menganggarkan belanja untuk
bagian DAU yang ditentukan penggunaannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam APBD,
kepala Daerah dapat melakukan perubahan peraturan
kepala Daerah tentang penjabaran APBD mendahului
perubahan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang undangan.

Pasal 13
Belanja yang didanai dari bagian DAU yang ditentukan
penggunaannya, dilaksanakan dengan prinsip tidak
tumpang tindih dengan pendanaan dari sumber pendanaan
lainnya.

Pasal 14

(1) Penganggaran dan pelaksanaan kegiatan yang didanai
dari bagian DAU yang ditentukan penggunaannya
diawasi oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah
Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Kepala Daerah bertanggung jawab secara formal dan
material atas penganggaran dan pelaksanaan kegiatan
yvang didanai dari bagian DAU yang ditentukan
penggunaannya.

Pasal 15

(1) Daerah dengan pencapaian SPM atau indikator kinerja
Daerah bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan
bidang pekerjaan umum yang belum optimal dapat
menyampaikan usulan rencana perbaikan kinerja
kepada Kementerian Keuangan untuk dikoordinasikan
dengan kementerian teknis terkait.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana perbaikan
kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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Pasal 16
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 2023

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 807

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

DEWI SURIANI HASLAM
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI
NOMOR 110 TAHUN 2023

TENTANG

KEUANGAN REPUBLIK

INDONESIA

INDIKATOR TINGKAT KINERJA DAERAH DAN PETUNJUK TEKNIS

BAGIAN  DANA
PENGGUNAANNYA

ALOKASI

UMUM  YANG DITENTUKAN

A. KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN PRIORITAS SERTA KEGIATAN DAN

SUBKEGIATAN PENDUKUNG YANG DIDANAI
PENDIDIKAN

Pendidikan untuk Provinsi

DARI DAU BIDANG

. Rincian Kegiatan dan Subkegiatan Prioritas yang Didanai dari DAU Bidang

No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan
1 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
2 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Pembangunan Ruang Kelas Baru
- Pembangunan Ruang Guru/Kepala
3 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Sekolah /TU
4 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas g?;T;);ngllnan Ruang Laboratorium
5 | Pengelolaan Pendidikan Sekclah Menengah Atas l;"f;lkbaangu nan Ruang Laboratorium
6 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas E?Eil;angu nan Ruang Laboratorium
7 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pembangunan Ruang Laboratorium
Komputer
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas ]geax}?::::gunan Ruang Laboratorium
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Pembangunan Ruang Laboratorium IPA
10 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas ggﬂﬁ:ggu nan Ruang Unit Kesehatan
11 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Pembangunan Perpustakaan Sekolah
12 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
13 | Pengelolaan Pendidikan Sekclah Menengah Atas | Pembangunan Asrama Sekolah
‘1 Pembangunan Sarana, Prasarana dan
14 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Utilitas Sekolah
15 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Pembangunan Fasilitas Parkir
o Pembangunan Rumah Dinas Kepala
16 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
17 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Penataan Ruang/Sudut Baca
18 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas g:ﬁsg 12111 tasi Sedang/Berat Ruang Kelas
. 1. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang
19 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Guru/Kepala Sekolah /TU
. 1. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang
20 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Laboratorium Biologi
- Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang
21 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Laboratorium Fisika
. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang
22 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Laboratorium Kimia
23 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Ropabilitasi Sedang/Berat Ruang
Laboratorium Komputer
= Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang
24 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Laboratorium Bahasa
25 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Rehabllltg31 Sedang/Berat Ruang
Laboratorium IPA
26 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit
Kesehatan Sekolah
27 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan

Sekolah
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No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan
28 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba
Guna/Aula
29 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Rehabilitasi Asrama Sekolah
A Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan
30 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Utilitas Sekolah
31 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca
32 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Pengadaan Mebel Sekolah
33 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah
34 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Pengadaan Perlengkapan Sekolah
35 | Pengelolaan Pendidikan Sekeolah Menengah Atas | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
36 | Pengelolaan Pendidikan Sekclah Menengah Atas | Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah
37 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pengadaap f\lat Praktik dan Peraga
Peserta Didik
38 | Pengelolaan Pendidikan Sekclah Menengah Atas Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung
dan Ruang Sekolah
.. Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana
39 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Utilitas Sekolah
C 1 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik
40 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Sekolah Menengah Atas
41 | Pengelolaan Pendidikan Sekelah Menengah Atas g?;l“g;:daan Alat Praktik dan Peraga
1 Penyelenggaraan Proses Belajar dan
42 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Ujian bagi Peserta Didik
‘g Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi
43 | Pengelolaan Pendidikan Sekeolah Menengah Atas Satuan Pendidikan Menengah Atas
44 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas g?;lvglnaan Minat, Bakat dan Kreativitas
Penyediaan Pendidik dan Tenaga
45 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Kependidikan bagi Satuan Pendidikan
Sekolah Menengah Atas
Pengembangan Karir Pendidik dan
46 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Tenaga Kependidikan Pada Satuan
Pendidikan Sekolah Menengah Atas
.. Pembinaan Kelembagaan dan
47 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Manajemen Sekolah Menengah Atas
. o Pengelolaan Dana BOS Sekolah
48 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Menengah Atas
Pembinaan Penggunaan Teknologi,
49 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk
Pendidikan
50 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Penge_:mbangan konten digital untuk
pendidikan
51 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pelat%h.an Penggunaan Aplikasi Bidang
Pendidikan
. . Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan
52 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
.. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan
53 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Bidang Pendidikan
. . Bimbingan Teknis Peningkatan
54 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Kapasitas Bidang Pendidikan
55 iijlffﬁga“ Pendidikan Sekolah Menengah Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)
56 Pepgelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Penambahan Ruang Kelas Sekolah
Kejuruan
57 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pembangunan Ruang Guru/Kepala
Kejuruan Sekolah /TU
53 Pepge]olaan Pendidikan Sekolah Menengah Pembangunan Ruang Praktik Siswa
Kejuruan
59 Pet_‘lgelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pembangunan Ruang Laboratorium
Kejuruan
60 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan
Kejuruan Sekolah
61 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pembangunan Perpustakaan Sekolah

Kejuruan
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No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan
62 Ei;lg:lllﬁan Pendidikan Sekolah Menengah Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah
63 Kejuruan Pembangunan Asrama Sekolah
64 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pembangunan Sarana, Prasarana dan
Kejuruan Utilitas Sekolah
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah . .
65 Kejuruan Pembangunan Fasilitas Parkir
66 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pembangunan Rumah Dinas Kepala
Kejuruan Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
67 Eepgelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Penataan Ruang/Sudut Baca
ejuruan
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah e,
68 Kejaruan Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala
69 N
Kejuruan Sekoelah /TU
20 Pel_lgelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa
Kejuruan
71 Pe{lgelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Rehabilitasi Ruang Laboratorium
Kejuruan
72 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan
Kejuruan Sekolah
73 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah
Kejuruan
74 Eepgelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula
ejuruan
75 Pel_'igelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Rehabilitasi Asrama Sekolah
Kejuruan
76 Pengelelaan Pendidikan Sekolah Menengah Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan
Kejuruan Utilitas Sekolah
7 Pel'lgelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca
Kejuruan
78 Pepgelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pengadaan Mebel Sekolah
Kejuruan
79 Ei?f:&ﬁan Pendidikan Sekolah Menengah Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah
80 Eepgelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pengadaan Perlengkapan Sekolah
ejuruan
81 Pepgelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
Kejuruan
82 Eex_lgelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah
ejuruan
83 Pengelclaan Pendidikan Sekolah Menengah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga
Kejuruan Peserta Didik
84 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung
Kejuruan dan Ruang Sekolah
85 Pengelolaan Pendidikan Sekelah Menengah Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana
Kejuruan dan Utilitas Sekolah
36 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik
Keiuruan Sekolah Menengah Kejuruan
87 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga
Kejuruan Siswa
88 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Penyelenggaraan Proses Belajar dan
Kejuruan Ujian bagi Peserta Didik
gg | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi
Kejuruan Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan
90 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas
Kejuruan Siswa
. Penyediaan Pendidik dan Tenaga
91 Z‘Z’.‘f}‘?&‘:ﬁaﬂ Pendidikan Sekolah Menengah Kependidikan bagi Satuan Pendidikan
] Sekolah Menengah Kejuruan
.y Pengembangan Karir Pendidik dan
92 E‘?f:&‘:ﬁan Pendidikan Sekolah Menengah Tenaga Kependidikan pada Satuan
) Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
93 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pembangunan Bengkel/Unit Produksi

Kejuruan

jdih.kemenkeu.g;y.id




- 14 -

No. Uraian Kegilatan Uraian Subkegiatan
94 Pengelclaan Pendidikan Sekolah Menengah Pembinaan Kelembagaan dan
Kejuruan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan
95 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pengelolaan Dana BOS Sekolah
Kejuruan Menengah Kejuruan
. Pembinaan Penggunaan Teknologi,
06 | oneelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Informasi dan Komunikasi (TTK) untuk
juruan -
Pendidikan
97 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pengembangan konten digital untuk
Kejuruan pendidikan
98 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang
Kejuruan Pendidikan
99 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan
Kejuruan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan
100 . X N
Kejuruan Bidang Pendidikan
101 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Bimbingan Teknis Peningkatan
Kejuruan Kapasitas Bidang Pendidikan
102 | Pengelolaan Pendidikan Khusus Pembangunan Unit Sekclah Baru (USB)
103 | Pengelolaan Pendidikan Khusus Pembangunan Ruang Kelas Sekolah
' g Pembangunan Ruang Guru/Kepala
104 | Pengelolaan Pendidikan Khusus Sekolah/ TU
105 | Pengelolaan Pendidikan Khusus Pembangunan Ruang Unit Kesehatan
Sekolah
106 | Pengelolaan Pendidikan Khusus Pembangunan Perpustakaan Sekolah
107 | Pengelolaan Pendidikan Khusus Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
108 | Pengelolaan Pendidikan Khusus Pembangunan Asrama Sekolah
‘s Pembangunan Sarana, Prasarana dan
109 | Pengelolaan Pendidikan Khusus Utilitas Sekolah
110 | Pengelolaan Pendidikan Khusus Pembangunan Fasilitas Parkir
. Pembangunan Rumah Dinas Kepala
111 | Pengelolaan Pendidikan Khusus Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
112 | Pengelolaan Pendidikan Khusus Pembangunan Ruang Laboraterium
113 | Pengelolaan Pendidikan Khusus Pembangunan Ruang Orientasi dan
Mobilitas
114 | Pengelolaan Pendidikan Khusus Pembangunan Ruang Bina Persepsi
Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)
115 | Pengelolaan Pendidikan Khusus Pembangunan Ruang Bina Diri untuk
Tunagrahita (C)
- Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina
116 | Pengelolaan Pendidikan Khusus Gerak untuk Tunadaksa (D)
- Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan
117 | Pengelolaan Pendidikan Khusus Sosial untuk Tunalaras (E)
118 | Pengelolaan Pendidikan Khusus Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah
119 | Pengelolaan Pendidikan Khusus Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala
Sekolah /TU
.o Rehahilitasi Ruang Unit Kesehatan
120 | Pengelolaan Pendidikan Khusus Sekolah
121 | Pengelolaan Pendidikan Khusus Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah
122 | Pengelolaan Pendidikan Khusus Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula
123 | Pengelolaan Pendidikan Khusus Rehabilitasi Asrama Sekolah
.1 : Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan
124 | Pengelolaan Pendidikan Khusus Utititas Sekolah
125 | Pengelolaan Pendidikan Khusus Rehahilitasi Ruang Laboratorium
L 4 Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak
126 | Pengelolaan Pendidikan Khusus Berkebutuhan Khusus
127 | Pengelolaan Pendidikan Khusus Reha_l?zhtam Ruang Orientasi dan
Mobilitas
. Rehabilitasi Ruang Bina Persepsi Bunyi
128 | Pengelolaan Pendidikan Khusus dan Irama untuk Tunarungu (B)
129 | Pengelolaan Pendidikan Khusus Rehabilitasi Ruang Bina Diri untuk

Tunagrahita (C)
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No. Uraian Kegiatan Uratan Subkegiatan
. Rehabilitasi Ruang Bina Diri dan Bina
130 | Pengelolaan Pendidikan Khusus Gerak untuk Tunadaksa (D)
o Rehabilitasi Ruang Bina Pribadi dan
131 | Pengelolaan Pendidikan Khusus Sosial untuk Tunalaras (E)
132 ;| Pengelolaan Pendidikan Khusus Pengadaan Mebel Sekolah
133 | Pengelolaan Pendidikan Khusus Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah
134 | Pengelolaan Pendidikan Khusus Pengadaan Perlengkapan Sekolah
135 | Pengelolaan Pendidikan Khusus Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
136 | Pengelolaan Pendidikan Khusus Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah
137 | Pengelolaan Pendidikan Khusus Pengadaan Alat Praktik dan Peraga
Peserta Didik
138 | Pengelolaan Pendidikan Khusus Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung
dan Ruang Sekolah
- Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana
139 | Pengelolaan Pendidikan Khusus dan Utilitas Sekolah
140 | Pengelolaan Pendidikan Khusus Penyt::d‘laan Biaya Personil Peserta Didik
Pendidikan Khusus
141 | Pengelolaan Pendidikan Khusus g?;g:daan Alat Praktik dan Peraga
.4 Penyelenggaraan Proses Belajar dan
142 | Pengelolaan Pendidikan Khusus Ujian bagi Peserta Didik
- Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi
143 | Pengelolaan Pendidikan Khusus Satuan Pendidikan Khusus
144 | Pengelolaan Pendidikan Khusus g:iasr?vt;maan Minat, Bakat dan Kreativitas
Penyediaan Pendidik dan Tenaga
145 | Pengelolaan Pendidikan Khusus Kependidikan bagi Satuan Pendidikan
Khusus
Pengembangan Karir Pendidik dan
146 | Pengelolaan Pendidikan Khusus Tenaga Kependidikan pada Satuan
Pendidikan Khusus
Lo Pembinaan Kelembagaan dan
147 | Pengelolaan Pendidikan Khusus Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus
- Pengelolaan Dana BCS Sekolah
148 | Pengelolaan Pendidikan Khusus Pendidikan Khusus
Pembinaan Penggunaan Teknologi,
149 { Pengelolaan Pendidikan Khusus Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk
Pendidikan
-1 Pengembangan kenten digital untuk
150 | Pengelolaan Pendidikan Khusus pendidikan
151 | Pengelolaan Pendidikan Khusus Pelat;hgn Penggunaan Aplikasi Bidang
Pendidikan
.- Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan
152 | Pengelolaan Pendidikan Khusus Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
Ly Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan
153 | Pengelolaan Pendidikan Khusus Bidang Pendidikan
. . Bimbingan Teknis Peningkatan
154 | Pengelolaan Pendidikan Khusus Kapasitas Bidang Pendidikan
155 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan | Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan
Menengah Lokal Pendidikan Menengah
156 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan | Penyusunan Silabus Muatan Lokal
Menengah Pendidikan Menengah
157 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan | Penyediaan Buku Teks Pelajaran
Menengah Muatan Lokal Pendidikan Menengah
158 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan | Pelatihan Penyusunan Kurikulum
Menengah Muatan Lokal Pendidikan Menengah
. . 1 Pelaksanaan penilaian/penelaahan
159 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan buku teks muatan lokal Pendidikan
Menengah M
enengah
160 | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan | Penyusunan model-model pembelajaran
Menengah inovatif Pendidikan Menengah
161 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan | Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan
Khusus Lokal Pendidikan Khusus
162 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan | Penyusunan Silabus Muatan Lokal

Khusus

Pendidikan Khusus
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No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan
163 | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan | Penyediaan Buku Teks Pelajaran
Khusus Muatan Lokal Pendidikan Khusus
164 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan | Pelatihan Penyusunan Kurikulum
Khusus Muatan Lokal Pendidikan Khusus
. . Pelaksanaan penilaian/penelaahan
165 E(;lnetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan buku teks mnfatan Jok &{ lpPen didikan
usus
Khusus
166 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan | Penyusunan model-model pembelajaran
Khusus ingvatif Pendidikan Khusus
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan
167 P§mindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Tenaga Kependidikan Satuan
Lintas Kabupaten /Kota dalam 1 {S8atu) Provinsi Pendidikan Menengah dan Pendidikan
Khusus
Penataan Pendistribusian Pendidik dan
168 Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Tenaga Kependidikan Satuan
Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi Pendidikan Menengah dan Pendidikan
Khusus
Penyediaan Pendidik dan Tenaga
160 Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Kependidikan dari Orang Asli Papua
Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi bagi Satuan Pendidikan untuk Sekolah
Dasar di Papua
Penyediaan Pendidik dan Tenaga
170 Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Kependidikan dari Orang Asli Papua
Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 [Satu) Provinsi bagi Satuan Pendidikan Sekolah
Menengah di Papua
. . . Penilaian Kelayakan Usul Perizinan
(71| Eenerbitan i Pendidian Metengah ok | pendidikan Menengah yang
g8 ¥ Diselenggarakan oleh Masyarakat
: . = Pengendalian dan Pengawasan Perizinan
Penerbitan Izin Pendidikan Menengah vang .
172 ; Pendidikan Menengah vang
Diselenggarakan oleh Masyarakat Diselenggarakan oleh Masyarakat
. . .o Penilaian Kelayakan Usul Perizinan
173 gt;;l;z‘tl);tag Izlin PZ?d}idﬁ{an Khﬁs?s yang Pendidikan Khusus yang
! ggaraxail oc asyaraxa Diselenggarakan oleh Masyarakat
. . . a- Pengendalian dan Pengawasan Perizinan
174 | Fenerbitan o Pendidtlan Kitwus o8| Pendidikan Kusus vang
£8 Y Diselenggarakan oleh Masyarakat
175 Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Pembinaan Pendidikan Khusus yang
Diselenggarakan oleh Masyarakat Diselenggarakan oleh Masyarakat
Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan
176 Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Koordinasi Penyusunan Kamus Bahasa
Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 {Satu) Daerah ! Daerah Provinsi
Provinsi
Pembinaan, Pengembangan dan Perhndu_ngan Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi
177 Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provins; g
S rovinsi
Provinsi
Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan
178 Bahasa dan Sastra yvang Penuturannya Lintas Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah
Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kewenangan Provinsi
Provinsi
Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan . e
179 Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Ei?ﬁgdéia; ;jtagai?gﬂmpté;%u;if ]?_}113:: ?as'
Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah K 5y o jang !
Provinsi ewenangan Provinsi
Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan . © s
180 Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas ggf;fﬁ;afé %i‘:_:&g;esli:}‘f igg;ﬁgﬁaggn
Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
A rovinsi
Provinsi
Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan
181 Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Penyusunan Mocdul dan Bahan Ajar
Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah | Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi
Provinsi
182 | p . Pembangunan Sarana dan Prasarana
engelolaan Pendidikan Dayah Dayah
183 | Pengelolaan Pendidikan Dayah g;l';ggﬂltam Sarana dan Prasarana

jdih.kemenkeu.gq.id
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Uraian Kegiatan

Uraian Subkegiatan

184

Pengelolaan Pendidikan Dayah

Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Dayah

185

Pengelolaan Pendidikan Dayah

Pemberdayaan dan Pendidikan Santri

186

Pengelolaan Pendidikan Dayah

Pemnbinaan Manajemen Dayah

187

Pengelolaan Pendidikan Dayah

Penelitian dan Pengembangan Dayah

188

Pengelolaan Pendidikan Dayah

Peningkatan Kualitas dan
Pengembangan Kelembagaan Dayah

189

Pengelolaan Pendidikan Dayah

Pengadaan Kitah/Buku Pendidikan
Dayah

190

Pengelolaan Pendidikan Dayah

Pembangunan dan Rehabilitasi Tempat
Ibadah Dayah

191

Pengelolaan Pendidikan Dayah

Koordinasi dan Sinkronisasi
Pelaksanaan Kependidikan Dayah

192

Pengelolaan Pendidikan Dayah

Pelaksanaan Akreditasi Pendidikan
Davah/Pesantren

193

Pengelolaan Pendidikan Dayah

Fasilitasi Pendirian Sekolah
Tinggi/Ma’had ‘Aly

194

Pengelolaan Pendidikan Dayah

Fasilitasi Akreditasi Sekelah
Tinggi/Ma’had ‘Aly

195

Pengelolaan Pendidikan Dayah

Fasilitasi dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pendidikar:
Dayah /Pesantren dan Balai Pengajian

196

Pengelolaan Pendidikan Dayah

Pemberian Bantuan Pembiayaan untuk
Dayah Sesual dengan Ketentuan
Peraturan Perundang- Undangan

197

Pengelolaan Pendidikan Dayah

Fasilitasi Penyusunan Kurikulum Dayah
Salafiah

198

Pengelolaan Pendidikan Dayah

Penyediaan Biaya Penyelenggaraan
Proses Evaluasi Hasil Belajar Peserta
Didik pada Dayah yang Berskala
Provinsi

199

Pengelolaan Pendidikan Dayah

Supervisi dan Fasilitasi Satuan
Pendidikan Dayah/Pesantren untuk
Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh

200

Penyelenggaraan Kebijakan Pendidikan Aceh

Penetapan Standar Pendidikan Aceh

201

Penyelenggaraan Kebijakan Pendidikan Aceh

Penyelenggaraan Sistem Informasi
Manajemen Pendidikan Aceh

202

Penyelenggaraan Kebijakan Pendidikan Aceh

Fasilitasi Pendirian Universitas, Institut,
Politeknik, Akademi, Fakultas, Jurusan
dan/atau Program Studi yang
Dibutuhkan Aceh

203

Penyelenggaraan Kebijakan Pendidikan Aceh

Pengawasan, Pengendalian, dan
Pembinaan Terhadap Perguruan Tinggi
Swasta dan Asing yang Beroperasi di
Aceh Bersama dengan Majelis
Pendidikan Daerah Sesuai dengan
Peraturan Perundang-Undangan

204

Penyelenggaraan Pembiayaan Pendidikan Aceh

Pengelolaan TDBH Migas untuk
Membiayai Program dan Kegiatan
Pembangunan Pendidikan Aceh

205

Penyelenggaraan Pembiayaan Pendidikan Aceh

Pengelolaan Dana Otsus untuk
Membiayai Program dan Kegiatan
Pembangunan Pendidikan Alokasi
Pemerintah Aceh

206

Penyelenggaraan Pembiayaan Pendidikan Aceh

Pembiayaan Pendidikan Formal, dan
Pendidikan Nonformal bagi Satuan
Pendidikan vang Diselenggarakan oleh
Pemerintah Aceh

207

Penyelenggaraan Pembiayaan Pendidikan Aceh

Pemberian Bantuan Pembiayaan untuk
Madrasah dan Satuan Pendidikan yang
Diselenggarakan oleh Masyarakat dan
Satuan Pendidikan Tinggi Sesuai dengan
Ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan
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No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan
. . Penyusunan Kurikulum Aceh yang
208 | Penyelenggaraan Kurikulum dan Pengajaran Islami untuk Jenjang Pendidikan Dasar
Pendidikan Aceh o
dan Pendidikan Menengah
Penyelenggaraan Kurikulum dan Pengajaran Pengawasan Kurikulum Pendidikan
209 g Agama pada Sekolah Umum dan
Pendidikan Aceh
Madrasah
Penyelenggaraan Kurikulum dan Pengajaran Implementasi Kurikulum Aceh yang
210 i !
Pendidikan Aceh Islami
o Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
Penyelenggaraan Pendidik dan Tenaga ey &
2111 Kependidikan Pendidikan Acch Kependidikan pada Dayah Salafiah dan
Diniyah
Peningkatan Kesejahteraan, Memberikan
912 Penyelenggaraan Pendidik dan Tenaga Penghargaan dan Perlindungan kepada
Kependidikan Pendidikan Aceh Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada
Setiap Satuan Pendidikan
Penyediaan Biaya Penyelenggaraan
213 Penyelenggaraan Penjaminan dan Pengendalian Proses Evaluasi Hasil Belajar Peserta
Mutu Pendidikan Aceh Didik pada Sekolah/Madrasah yang
Berskala Provinsi
Supervisi dan Fasilitasi Satuan
214 Penyelenggaraan Penjaminan dan Pengendalian Pendidikan Dasar dan Pendidikan
Mutu Pendidikan Aceh Menengah untuk Pengendalian Mutu
Pendidikan Aceh
o . Evaluasi Pencapaian Standar
215 Penyelengg.:ar_aan Penjaminan dan Pengendalian Pendidikan Aceh pada Setiap Satuan
Mutu Pendidikan Aceh L )
Pendidikan di Aceh
Penilaian Pencapaian Standar
216 Penyelenggaraan Penjaminan dan Pengendalian Pendidikan Aceh dan Standar Pelayanan
Mutu Pendidikan Aceh Minimal pada Pendidikan Menengah dan
Pendidikan Khusus
2. Rincian Kegiatan dan Subkegiatan Pendukung yang Didanai dari DAU
Bidang Pendidikan untuk Provinsi
No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP .
1 | Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan
.. Olahraga
Daerah Provinsi
Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan
, .| Bangunan Gedung Cagar Budaya yang
2 | Gedung untuk Kepentingan Strategis | . - . A
. Dilestarikan untuk kepentingan strategis
Daerah Provinsi ..
Daerah Provinsi
Koordinasi dengan Organisasi Masyarakat,
3 Pengelolaan Satuan Polisi Pamong Praja dan | Organisasi Kepemudaan dan Lembaga Swadaya
Wilayatul Hisbah Aceh Masyarakat di Bidang Pembinaan dan
Pengawasan (Qanun Syariat Islam
4 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
Terhadap Bencana
5 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual
Disabilitas TerlAntar di dalam Panti dan Sosial
6 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-
Disabilitas TerlAntar di dalam Panti Hari
= Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual
dalam Panti dan Sosial
8 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-
dalam Panti Hari
9 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-
Terlantar di dalam Panti Hari
10 Rehabilitasi Sesial Dasar Gelandangan dan | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-

Pengemis di dalam Panti

Hari
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No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan
Rehabilitasi Sosial D Gel . —

11 Pengemis dli dzlsaljln P:;zr elandangan dan Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar
Rehabilitasi  Sosial bagi Penyandang

12 Masalah Kesejahteraan Sosial {PMKS) | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-
Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di | Hari
dalam Panti
Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) . L .

13 Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar
dalam Panti

14 Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan irises Pe‘llaksagaa?inendl_dllléar{ daBn cl:i’elatihan
Klaster Kompetensi eterampilan bagi Pencari Kerja Ben asarkan

Klaster Kompetensi
Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan . .

15 Klaster Kompetensi Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber

16 dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk | Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk
Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah | Lembaga pendidikan formal/lembaga
Provinsi masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan,

17 dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk | Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye
Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah | Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi
Provinsi
Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan | . . . . .

18 Pencatatan Sipil Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil
Pemberdayaan Lgmbgga keMasyarakatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan
yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan

, Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga
Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah
.. KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW,
19 | Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat
PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna),
Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya
g Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat
Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Hukum Adat
Daerah Kabupaten/Kota
Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan
yvang Bergerak di Bidang Pemberdayaan | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga
Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah | KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW,

20 | Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat | PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Tarunal,
Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya | Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat
Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas { Hukum Adat
Daerah Kabupaten /Kota

21 Eenmgkatan Keberdayaan  Masyarakat Pembangunan Sanggar PKK di Kampung

ampung

29 Peningkatan  Keberdayaan  Masyarakat | Pelatihan dan bantuan Mesin Jahit bagi
Kampung Masyarakat dan Ibu PKK di kampung

93 Peningkatan  Keberdayaan  Masyarakat | Pelatihan Manajemen Pemasaran bagi Kelompok
Lokal Kampung Usaha (Mama-Mama dan Pemuda)

04 Peningkatan  Keberdayaan  Masyarakat | Pemmberian Bantuan Stimulasi Usaha Kuliner
Lokal Kampung bagi Orang Asli Papua (CAP)

95 Peningkatan  Keberdayaan  Masyarakat | Penyedia Bantuan Seni Budaya Orang Asli
Lokal Kampung Papua

26 Peningkatan  Keberdayaan  Masyarakat | Pembangunan dan Bantuan Perlengkapan
Lokal Kampung Sanggar TTG bagi Masyarakat di Kampung

27 | Pengembangan Ekonomi Kampung Pelatihan gian Pendampingan Pengelolaan

Kampung Wisata
Pelatihan dan Pemberian Simulasi bagi
28 | Pengembangan Ekonomi Kampung Kelompok Masyarakat Pesisir Papua di
kampung
Pemad_uan dan  Sinkronisas: Keblj.a kan Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan
Pemerintah Pusat dengan Pemerintah
29 L : Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan
Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian
. Informal
Kuantitas Penduduk
bemerincah Pusat  dengan . Pemeritah | PYediaan  dan  Pengombangan  Mater
30 8 Pendidikan Kependudukan Untuk SLTA-MA

Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian

Kuantitas Penduduk

sesuai Kearifan Lokal
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No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan
. C s Penyediaan dan Pengembangan Materi
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan iy
31 Pemerintah Pusat dengan Pemerintah ;egdlld.lk?{n dKli{Jetndud;kan Uni{uk Jaglr F?er?al
Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian atn Redikatan, tepramukaan dan Jalur
Kuantitas Penduduk Nonformal  Melalui Kelompok  Kegiatan
Masyarakat/Umum Sesuai Kearifan Lokal
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan | rPiementasi Pendicikan Kependudukan Jalur
39 Pemerintah Pusat dengan Pemerintah | (oo Soniormas dan niorm ada Jenjang
Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian SLTA-MA Melalui Sekolah Siaga
Kuantitas Penduduk Kependudukan/SSK dan Pojok
Kependudukan/PJK
Penyadaran, Pemberdayaan, dan | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan
33 | Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan { Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda
Kewenangan Provinsi Pelopor Provinsi
Penyadaran, Pemberdayaan, dan | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan
34 | Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan | Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi
Kewenangan Provinsi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi
Penyadaran, Pemberdayaan, dan | Koordinasi, Sinkrenisasi dan Penyelenggaraan
35 | Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan | Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda
Kewenangan Provinsi Kader Provinsi
36 Penyelenggaraan seleksi dan pelatihan | Penyeienggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan
pasukan pengibar hendera Pengibar Bendera
Penyadaran, Pemberdayaan, dan | Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan,
37 | Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan | Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan
Kewenangan Provinsi Sarana Kepemudaan Provinsi
Penyadaran, Pemberdayaan, dan | Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang
38 | Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan | berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan
Kewenangan Provinsi potensi pemuda
Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor
Penyelenggaraan Pelayanan
Penyadaran, Pemberdayaan, dan | Kepemudaan melalui pembentukan  tim
39 | Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan | koordinasi provinsi Penyelenggaraan
Kewenangan Provinsi Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan
implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD
Tingkat Provinsi
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan
40 | Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan K
N esukarelawanan Pemuda
Kewenangan Provinsi
Pemberdayaan dan Pengembangan goordinasi, Sinkronis:,asi,‘ dan penyelenggaraaq
.. . emberdayaan organisasi kepemudaan melalui
41 | Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kemit berbasi h K diri
Provinsi emitraan berbasis peneguhan kemandirian
ekonomi pemuda
Pemhberdayaan dan Pengembangan Peninekatan K itas Organisasi Kepemudaan
42 | Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Penlr_lg atan hapasita & ast 2ep a
. rovinsi
Provinsi
Koordinasi, Sinkrenisasi dan Pelaksanaan
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga | Pembentukan dan Pengembangan  Pusat
43 | Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang | Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta
Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh
Masyarakat dan Dunia Usaha
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan
g < . Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan
44 | Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang . .
Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Penyelenggaraan Kompetisi oleh  Satuan
Pendidikan Menengah dan Khusus
Koordinasi dan  sinkronisasi penyediaan
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga | prasarana olahraga melalui perencanaan,
45 | Pendidikan pada Jenjang Pendidikan vang { pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan
Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat
provinsi
. Penyelenggaraan Pekan dan  Kejuaraan
46 | Penyclenggaraan Kejuaraan Olahraga Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi
47 | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik

Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi
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No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan
48 | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Keikutsertaan anggota kontmgffn provinsi dalam
Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga .
49 Prestasi Tingkat Nasional Seleksi Atlet Daerah
. Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi
50 gﬁgfgﬁi ?(Zrtl szgifaﬁlbangan Olahraga dngan pengembangan ilmu Pengetahuan dan
g Teknologi Keolahragaan (Sport Science }
51 Pembinaan dan Pengembangan 0QOlahraga | Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan
Prestasi Tingkat Nasional Berprestasi Provinsi
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pembenan. Penghargaan. olahraga bagi  Yang
52 . . berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan
Prestasi Tingkat Nasional
Olahraga
53 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga | Penyediaan data Keolahragaan terpadu di
Prestasi Tingkat Nasional provinsi
54 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi | Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan
Olahraga Organisasi Keolahragaan di provinsi
35 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Pengembangan Organisasi Keolahragaan
Olahraga
56 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi | Peningkatan Kerja Sama Organisasi
Olahraga Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait
. . . | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi ] : )
57 dan Informasi Kepramukaan Berbasis
Kepramukaan .
Elektronik
58 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi | Peningkatan Kapasitas Organisasi
Kepramukaan Kepramukaan Provinsi
59 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi | Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan
Kepramukaan Provinsi
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi | Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan
60 . S
Kepramukaan Kepramukaan di Daerah Provinsi
61 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi | Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan
Kepramukaan Provinsi
60 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi | Penyediaan Prasarana dan Sarana
Kepramukaan Kepramukaan Provinsi
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan,
63 © aa g B g Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan
Kepramukaan .
Sarana Kepramukaan Provinsi
64 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi | Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan
Kepramukaan Kepramukaan
Pengelolaan 'Kebudayaan yang Masyarakat Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan
65 | Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Obiek Pemaijuan Kebudavaan
dalam 1 (satu) Daerah Provinsi J J Y
Pengelolaan .Kebudayaan yang Masyarakat Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga,
66 | Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
. dan Pranata Kebudayaan
dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat . ,
67 | Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan
L Prasarana Taman Budaya
dalam ] (satu) Daerah Provinsi
Pelestarian Kesenian Tradisional yang | pojin dungan, Pengembangan, Pemanfaatan
68 | Masyarakat Pelakunya Lintas Obiek Pemaiuan Tradisi Budava
Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi ] J Y
Pelestarian  Kesenian Tradisional Yang | pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga,
69 | Masyarakat Pelakunya Lintas dan Pranata Tradisional
Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi
Pelestarian Kesenian Tradisional yang gembenan. Penghargaan Kffpad?l Pihak yang
; erprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa
70 | Masyarakat Pelakunya Lintas . : . :
o Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya
Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi )
dalam Pemajuan Kebudayaan
Pembinaan Lembaga Adat yang
71 Penganutnya Lintas Daerah | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu} Daerah | Objek Pemajuan Lembaga Adat
Provinsi
79 Pembinaan Lembaga Adat yang | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga,
Penganutnya Lintas Daerah | dan Pranata Adat
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No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah
Provinsi
73 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat | Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber
Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Daya Manusia Kesenian Tradisional
74 | Pembinaan Kesenian yang Masyarakat | 1 ondardions’ can Sertinkast ooz dengon
. ga
Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Kebutuhan dan Tuntutan
75 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat | Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga
Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Kesenian Tradisional
. . e Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan
76 | Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi Lembaga Sejarah Lokal Provinsi
77 | Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi Peningkatan _Aks_es Masyarakat terhadap Data
dan Informasi Sejarah
78 | Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi | Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya
79 | Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi | Penetapan Cagar Budaya
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat .
80 Provinsi Pelindungan Cagar Budaya
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat
81 Provinsi Pengembangan Cagar Budaya
82 gsng.e]o‘laan Cagar DBudayva Peringkat Pemanfaatan Cagar Budaya
ovinsi
83 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga
Provinsi Pelestari Cagar Budaya
84 | Pengelolaan Museum Provinsi Pelmdl.‘mgan, Pengembangan, dan Pemanfaatan
Koleksi Secara Terpadu
L Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan
85 | Pengelolaan Museum Provinsi . )
Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman
86 | Pengelolaan Museum Provinsi Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat
terhadap Museum
87 | Pengelolaan Museum Provinsi Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Muscum
88 | Pengelolaan Museum Provinsi Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum
89 | Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat Pembme?.an Ada.t Seu_rr_lapa/ Narit Maja,
Meunasib dan Tarian Tradisional
90 | Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat Pemasyarakatan Adat Do Da Idi
91 | Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat Sosialisasi Adat [stiadat
92 | Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat Pembm_a an  Keluarga Meuadab dan Adat
Perkawinan
93 | Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat Pengadaan Buku-Buku Tentang Adat Aceh
04 | Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat Publikasi Adat dan Adat Istiadat Melalui Media
Luar Ruang
95 Iligréltbmaan dan Pengembangan Hukum Pelatihan Peradilan Adat
. Rapat Koordinasi/Evaluasi Pelaksanaan
96 | bembinaan dan  Pengembangan HUKUM | peragilan Adat dan Perpolisian Masyarakat
at
{(Polmas)
97 igl:tbmaan dan Pengembangan Hukum Pembinaan Mediasi Adat
98 igr;ltbmaan dan  Pengembangan Hukum Sosialisasi Hukum Adat dan Lembaga Adat
99 | Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat Pernbmg an Kapasitas MAA Kabupaten/Kota dan
Perwakilan
100 | Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat | Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan Adat
101 | Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat Rapat Kerja MAA
102 | Pembinaan Lembaga Adat dan Tokch Adat Penerblt_an Majalah dan Buku tentang Adat dan
Adat Istiadat
103 | Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat | Pembinaan Pemuda Pelopor Adat
104 | Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat Pendataan dan Deokumentasi Sengketa Adat
105 | Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat | Pengadaan Pakaian dan Perlengkapan Adat
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No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan
106 | Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman | Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan
107 | Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman | Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra
108 | Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman | Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman
109 Perlindungan dan Konservasi Arsip Kraton | Pengelolaan Koleksi Perpustakaan dan Arsip
dan Kadipaten Bernilai Sejarah Kasultanan dan Kadipaten
Perlindungan dan Konservasi Arsip Kraton | Pengelolaan Arsip Bernilai Sejarah Kasultanan
110 . -
dan Kadipaten dan Kadipaten
111 Perlindungan dan Konservasi Arsip Kraton | Pengelolaan Koleksi dan Pengembangan Literasi
dan Kadipaten Budaya
112 | Penguatan Museum Sonobudoyo Pengelolaan Museum Sonobudoyo
113 | Penguatan Museum Soncbudoyo Pengembangan Museumn Sonobudoyo
114 gﬂgz;a;an Cagar Budaya dan Warisan Tata Keleola Cagar Budaya dan Warisan Budaya
115 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan | Pengembangan Cagar Budayva dan Warisan
Budaya Budaya
116 gﬂgzga;an Cagar Budaya dan Warisan Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia
117 | Pengelolaan Taman Budaya Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya
Yogyakarta
118 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya
Kebudayaan
119 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan | Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis
Kebudayaan Digital
190 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan | Pengadaan Sarana Publikasi dan Penanda
Kebudayaan Keistimewaan
121 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan | Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga
Kebudayaan Budayva
Perencanaan dan Pengendalian Urusan | Perencanaan Program dan Kegiatan Urusan
122
Kebudayaan Kebudayaan
Perencanaan dan Pengendalian Urusan | Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan
123
Kebudayaan Urusan Kebudayaan
Perencanaan dan Pengendalian Urusan | Membangun Kemitraan dengan Lembaga
124 .
Kebudayaan Pelestari Budaya
125 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Pengembangan Lumbung Mataraman
Budaya
126 gi%gae yn;bangan Kearifan Lokal dan Potensi Pengembangan Atraksi Wisata Budaya
127 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Pengembangan Industri Kreatif
Budaya
128 girz]gaeyrgbangan Kearifan Lokal dan Potensi Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional
129 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Pengembangan Budaya Bahari
Budaya
130 g::llgi-:;t;bangan Kearifan Lokal dan Potensi Pengembangan Wana Wisata Budaya Mataram
131 girégaeyrzbangan Kearifan Lokal dan Potensi Pengembangan Sistermn Pertanian Tradisionat
132 | Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya
133 | Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Pembinaan Lembaga Penggiat Seni
134 | Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya | “usl Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri
dalam rangka Diplomasi Budaya
135 | Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Penghargaan Seniman dan Budayawan
136 | Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Festival Kebudayaan Yogyakarta
137 | Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Gelar Budaya Yogyakarta
138 | Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Publikasi Seni dan Budaya Daerah
139 | Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya ?ﬁ;:i?;?aan Penghayat Kepercayaan, Adat dan
140 | Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai
Luhur dalam Masvarakat
141 | Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Selendang Sutera
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142 | Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Penyelenggaraan Event Penggiat Seni

143 | Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Gelar Seni Budaya Daerah

Pembinaan dan Pelatihan Seni dan Budaya

144 | Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Tradisional Yogyakarta

145 | Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Penguatan Lembaga Pelestari Budaya

146 | Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi

147 | Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Pembinaan Jagawarga

148 | Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Pengembangan Kewirausahaan Desa
149 | Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Peningkatan Lembaga Wisata Budaya
150 | Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Pengembangan Ekonomi Perempuan

151 | Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan

Desa
152 | Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya
153 | Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya | Lovitalisasi Budaya Gotong Royong Untuk
Pemberdayaan Ekonomi Desa
. L Penumbuhan Nilai-Nilai Kepahlawanan,
154 | Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial
155 | Pendidikan Berbasis Budaya Pembinaan Muatan Lokal

Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan

156 | Pendidikan Berbasis Budaya .
Keistimewaan

157 | Pendidikan Berbasis Budaya Kependidikan Kepramukaan

158 | Pendidikan Berbasis Budaya Penyelenggaraan Akademi Komunitas Seni dan

Budaya Yogyakarta
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan
159 . .
Provinsi Perpustakaan Elektronik
160 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah
Provinsi Provinsi
161 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah | Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan
Provinsi Daerah Tingkat Provinsi
Pembinaan Perpustakaan pada Satuan
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah | Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
162 2 . . L X
Provinsi di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan
Standar Nasional Pérpustakaan
163 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah | Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat
Provinsi Provinsi
164 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan
Provinsi dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah | Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan
165 o . ..
Provinsi Tingkat Daerah Provinsi
166 gigfiggilaan Perpustakaan Tingkat Daerah Pengembangan Perpustakaan Deposit
167 g:;lﬁil:ilaan Perpustakaan Tingkat Dacrah Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
. Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan,
168 Peng.elo.laan Perpustakaan Tingkat Daerah Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat
Provinsi .
Daerah Provinsi
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Sosialisas Bl:ld‘aya BE}C& dan Literasi pada
169 Daerah Provinsi Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan
acr rovinsi Pendidikan Khusus serta Masyarakat
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Pembangunan ‘dan Pemeliharaan  Sarana
170 o Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum vang
Daerah Provinsi o .
Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat | Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya
171 S
Daerah Provinst Gemar Membaca
179 | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat | po oo vanoan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
Daerah Provinsi
173 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat | Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda
Daerah Provinsi Literasi Tingkat Daerah Provinsi
174 Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam | Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan
Koleksi Daerah di Daerah Provinsi Karya Cetak dan Karya Rekam
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175 g?gg;;;at?mﬁﬁog Induk  Daerah dan | po o pitan Katalog Induk Daerah
176 g?ggg;ﬁlaa}i?:ﬂog Induk  Daerah  dan Penerbitan Bibliografi Daerah
|7 | Pelestarian  Naskah Kuno Milik Daerah | pcoiogkatan Peran serta Masyarakat dalam
Provinsi Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan
Pendaftaran Naskah Kuno
Pengembangan, Pengolahan dan
178 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah | Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki
Provinsi oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan
Didayagunakan
Pengembangan Koleksi Budaya Etnis . .
179 | Nusantara yang ditemulan oleh Pemerintah, | Fengolahan dan  Penyiangan Koleksi Budaya
Daerah Provinsi Etnis Nusantara
180 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan | Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir
Pulau-Pulau Kecil dan Pulau-Pulau Kecil
181 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan | Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan
Pulau-Pulau Kecil Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
189 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan
Pulau-Pulau Kecil Perencanaan, Ife%aksanaan, dan Penggwasan
Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses
183 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan | llmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi,
Pulau-Pulau Kecil Serta  Penyelenggaraan  Pendidikan dan
Pelatihan
184 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan
Provinsi Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
185 | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi Peml_aerdgyaap lMasyarak‘at _dalam Pengelolaan
Destinasi Pariwisata Provinsi
186 | Pengembangan Ekosistemn Ekonomi Kreatif | Pengembangan Pendidikan
Pelaksanaan Pemngkatan . _Kapasnas Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan
187 { Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
Pelaksanaan Pemng%catan . ‘Kapamtas Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam
188 | Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Pengembangan Kemitraan Pariwisata
Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas | Pelatihan  Berbasis  Kompetensi  Bidang
189 | SBumber Daya Manusia Pariwisata dan | Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide)
Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan Tingkat Lanjutan
Pelaksanaan Penmg}(atan . ‘Kapamtas Fasgilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga
190 | Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Keria Bidane Pariwisata
Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan J g
Pelaksanaan Pemngkatan . ‘Kapamtas Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber
191 | Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Daya Manusia Ekonomi Kreatif
Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
192 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi | Pelatihan, Bimhingan Teknis, dan
Kreatif Pendampingan Ekonemi Kreatif
Peningkatan  Ketersediaan dan Mutu Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas
193 Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik
Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan v . ’ ga - ’
.. eteriner, dan Medik Veteriner
Kewenangan Provinsi
194 Pengembangan Penerapan Penyuluhan | Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan
Pertanian Petani
195 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan | Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah
Ekonomi Petani Berbasis Kawasan Lapang Kelompok Tani
196 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) | Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan
Provinsi Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi
Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem | Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan
197 | Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka | Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem
Alam dan Kawasan Pelestarian Alam Penting Kewenangan Daerah Provinsi
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan | Peningkatan  Kapasitas dan  Kompetensi
198 | Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di | Penyuluh  Kehutanan dan SDM Bidang
Bidang Kehutanan Kehutanan
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Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Penguatan d Pend . Kelemmb.
199 | Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di | o/ 1gua an dan rendampingan Kelembagaan
Bidang Kehutanan elompok Tani Hutan
Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas
500 Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah | Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan
Kabupaten/Kota dalam 1 ({satu) Daerah | Pengelolaan DAS
Provinsi
Penataan Persebaran Penduduk vyang
201 | Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Penyuluhan Transmigrasi
dalam 1 {Satu) Daerah Provinsi
Penataan Persebaran Penduduk yang
202 | Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Pelatihan Transmigrasi
dalam 1 (Satu} Daerah Provinsi
203 Pengembangan Satuan Permukiman pada | Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan
Tahap Pemantapan Satuan Pemukiman
. Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan
204 ggi;%iﬁfipsaiman Permukiman pada Kelembagaan _ dalam rangka Pemantapan
Satuan Pemukiman
205 | Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual
206 | Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual
T . Koordinasi dan Sinkronisasi  Kebijakan
207 gﬁlgiionii?gegziﬂ%&;ar Kesejahteraan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan,
¥ Y Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata
208 | Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi Pt?nygdiaan Beasiswa Status Mahasiswa Jenjang
Diploma dan Strata
. Lo . . Penyediaan Beasiswa Status Dosen Jenjang
209 | Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi Strata Dua dan Tiga
210 | Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi Penyediaan Bantuan Akhir Studi
211 | Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi Penyediaan Beasiswa Prestasi Jenjang Diploma
dan Strata
, .. . . Penyediaan Beasiswa Studi Khusus dan Sesuai
212 | Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi Kebutuhan Daerah
213 | Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi 5:8%’}2? iaan Biaya Afirmasi Pendidikan Tinggi
214 | Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi EZ?gggéaan Biaya Afirmasi Pendidikan Sebutan
Penelitian dan Pengembangan Bidang | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian
215 | Penyelenggaraan Pemerintahan dan | dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan
Pengkajian Peraturan Otonomi Daerah
Penelitian dan Pengembangan Bidang | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian
216 | Penyelenggaraan Pemerintahan dan | dan Pengembangan Bidang Pemerintahan
Pengkajian Peraturan Umum
Penelitian dan Pengembangan Bidang | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian
217 | Penyelenggaraan Pemerintahan dan | dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan
Pengkaiian Peraturan Ketatalaksanaan
Penelitian dan Pengembangan Bidang | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian
218 | Penyelenggaraan Pemerintahan dan | dan Pengembangan Bidang Aparatur dan
Pengkajian Peraturan Reformasi Birokrasi
Penelitian dan Pengembangan Bidang | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian
219 | Penyelenggaraan Pemerintahan dan [ dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset
Pengkajian Peraturan Daerah, Reformasi Birokrasi
Penelitian dan Pengembangan Bidang
220 | Penyelenggaraan Pemerintahan dan | Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
Pengkaiian Peraturan
Penelitian dan Pengembangan Bidang | Perumusan  Rekomendasi atas Rencana
221 | Penyelenggaraan Pemerintahan dan | Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi
Pengkajian Peraturan Terhadap Pelaksanaan Peraturan
299 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial | Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-
dan Kependudukan Aspek Sosial
29 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial | Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan
3
dan Kependudukan Kebudayaan
224 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Penelitian dan Pengembangan Pariwisata

dan Kependudukan
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Penelitian dan Pengembangan Bid Sosial .\
225 dan Kependu dukaﬁ 8 10ANE D088 | penelitian dan Pengembangan Kesehatan
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial e
226 dan Kependu dukalg'i & ng 08t Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial | Penelitian dan Pengembangan Partisipasi
227
dan Kependudukan Masyarakat
208 Penelitian dan Pengembangan Bidang i Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha
Ekonomi dan Pembangunan Kecil dan Menengah
Penelitian dan Pengembangan Bidang | Penelitian dan Pengembangan Perindustrian
229 .
Ekonomi dan Pembangunan dan Perdagangan
230 Penelitian dan Pengembangan Bidang | Penelitian dan Pengembangan Pertanian,
Ekonomi dan Pembangunan Perkebunan dan Pangan
Penelitian dan Pengembangan Bidang | Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan
231 X .
Ekonomi dan Pembangunan Perikanan
Penelitian dan Pengembangan Bidang | Penelitian dan Pengembangan Lingkungan
232 . ;
Ekonomi dan Pembangunan Hidup
233 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penelitian dan P b Pekeri U
Ekonomi dan Pembangunan cnelitian dan cngembpangan rekerjaan Limum
Penelitian dan Pengembangan Bidang s
234 Ekonomi dan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
Penelitian dan Pengembangan Bidang | Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan
235 ; .
Ekonomi dan Pembangunarn Kawasan Permukiman
Penelitian dan Pengembangan Bidang | Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan
236 . :
Ekonomi dan Pembangunan Informatika
237 | Pengembangan Incovasi dan Teknologi P(?nelltlan, Penge_mbangan, d_an Perekayasaan di
Bidang Teknologi dan Inovasi
238 | Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam Pelatihan Mawaris
TOT Modul Wawasan Keislaman bagi Guru
239 | Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam Sekolah Menengah Pertama/ Sekolah Menengah
Atas
. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tokoch
240 | Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam Masyarakat dalam Pelaksanaan Syariat Islam
241 1 Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam Peningkatan Kapasitas Tenaga Hisab dan Ru'yat
242 | Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam Seminar Problematika Syariat Islam
. Pembinaan Mental Spritual Siswa/Siswi
243 | Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam Sekolah Menengah Atas Sederajat
244 Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pembinaan Kelembagaan Tilawatil Quran
Pengamalan Al-quran
245 Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan | Bimbingan Teknis Tenaga Pelatihan/Juri
Pengamalan Al-quran Tilawatil Quran
246 Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pembinaan Imam Hafid pada Masjid
Pengamalan Al-quran
047 Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pelaksanaan MTQ
Pengamalan Al-quran
048 Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan | Pelatihan/Training Center Peserta MTQ/STQ
Pengamalan Al-guran Tingkat Nasional
249 Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan | Pemberangkatan Kafilah Aceh  Mengikuti
Pengamalan Al-quran MTQ/STQ Tingkat Nasional dan Internasional
Peningkatan Kehidupan Beragama dan | Working Group Penyelesaian Permasalahan
250 . :
Toleransi Umat Beragama Syariat Islam
251 | Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam Peningkatan Ku.ahtas Dalcwah dan
Penvemarakan Svariat [slam
252 | Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam gembmgan Dai  Perbatasan dan  Daerah
erpencil
253 | Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam Pembl_naan dan Peningkatan Kualitas Dai dan
Koordinator Lapangan
254 | Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam Pembinaan =~ Warga  Binaan  Lembaga
Pemasyarakatan
255 | Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam Pelatihan Takmir Mesjid Se Aceh
256 | Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam Pelaksanaan Cerdas Cermat Syariat Islam
257 | Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam Pembinaan Gampong Percontchan Syariat
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258 | Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam Penyelenggaraan Pengajian di Gampong

959 Pengkajian, Pengembangan dan Pembinaan | Pemasyarakatan dan Penyebaran Informasi
Syariat Islam Keislaman

260 Pengkajian, Pengembangan dan Pembinaan | Pelatihan  Peningkatan Kapasitas [meum
Syariat Islam Meunasah dalam Pelaksanaan Syariat Islam
P = P :

261 S?rgfil; ?Jizlna’m engembangan dan Pembinaan Pembinaan Keluarga Islami
Pengkajian, Pengembangan dan Pembinaan | Pembinaan Pelaku Ekonomi  Mikro/Kecil

262 . . .

Svariat Islam Berbasis Syariah
Penguatan, Pengembangan, Pemberdayaan,

263 | dan Peningkatan Kerjasama Peradilan | Penyuluhan Regulasi Syariat Islam
Syariat Islam
Penyelenggaraan Peribadatan dan . -

264 | Pengembangan Kelembagaan Masjid Raya gﬁgan q Ilf;]el‘r‘ltli)%gaanB _l:endlﬁman dan
Baiturahman Aceh pada Masjid Raya Baiturrahman
Penyelenggaraan Peribadatan dan . , .

265 | Pengembangan Kelembagaan Masjid Raya Bn_nbmgan Teknis Petugasan IT Masjid Raya

. Baiturahman
Baiturahman Aceh
Penyelenggaraan Peribadatan dan . .. . .
266 | Pengembangan Kelembagaan Masjid Raya Pelatlhal_*l Tutor Pendidikan Al-quran di Masjid
. Raya Baiturrahman
Baiturahman Aceh
Penyelenggaraan Peribadatan dan qe s
267 | Pengembangan Kelembagaan Masjid Raya Rehabilitasi S edang/ Bet_‘at Gedung  dan
) Bangunan Masjid Raya Baiturahman Aceh
Baiturahman Aceh
268 | Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama Pembinaan Badan Otonom Majelis
Permusyawaratan Ulama
269 | Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama | Pendidikan Kader Ulama
270 | Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama Penterjemahan  Kitab Berbahasa Arab dan
Pengadaannva

271 | Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama | Nadwah/Mubahasah Ilmiah

272 | Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama | Sosialisasi Fatwa dan Hukum Islam

273 | Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama | Kajian Pedoman Keagamaan

274 | Silaturahmi Ulama-Ulama Lokakarya Ulama Umara Bidang Muamallah

275 | Peningkatan Kualitas dan Akses Informast | g, 11061 dan Edukasi Kesadaran ZISWAF
Baitul Mal

276 Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi | Pembinaan dan Koordinasi Baitul Mal
Baitul Mal Kabupaten/Kota
Pemberdayaan Perangkat Lembaga Wali | Pembinaan Kelembagaan Adat dan Imeum

277 .

Nanggroe Aceh Mukim
Pemberdayaan Perangkat Lembaga Wali . . .
278 Nanggroe Aceh Peningkatan Kapasitas Perangkat Wali Nanggroe
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
279 | Peradaban dan Tamadhun Aceh Kehidupan Lembaga-Lembaga Adat
280 | Peradaban dan Tamadhun Aceh Pembmaan. Khazanah Aceh Dalam Negeri dan
Luar Negeri
281 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Keterangan:

Khusus untuk Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan
Provinsi Papua Pegunungan, jenis kegiatan/subkegiatan prioritas dan pendukung di bidang

pendidikan yang didanai

dari

DAU Bidang Pendidikan untuk Provinsi/Kabupaten/Kota

disesuaikan dengan kewenangan Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-perundangan.

3. Rincian Kegiatan dan Subkegiatan Prioritas yang Didanai dari DAU Bidang

Pendidikan untuk Kabupaten/Kota

No Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan
1 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB})
2 | Pengelolaan Pendidikan Sekclah Dasar Pembangunan Ruang Kelas Baru
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No Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan
3 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
4 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
5 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pembangunan Perpustakaan Sekolah
6 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar coangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas
o Pembangunan Rumah Dinas Kepala
7 P
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Sekolah/Guru /Penjaga Sekolah
8 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
. 1 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala
9 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Sekolah/TU
10 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Rehabilitast Sedang/Berat Ruang  Unit
Kesehatan Sekolah
11 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar g:]t{lg‘;; 1}111ta31 Sedang/Berat Perpustakaan
o Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana
12 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dan Utilitas Sekolah
. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala
13 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Sekolah/Guru /Perjaga Sekolah
14 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pengadaan Mebel Sekolah
15 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah
16 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pengadaan Perlengkapan Sekolah
17 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pengadaan Perlengkapan Siswa
18 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan
Ruangan
19 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pep}ehharaan Rutin Sarana, Prasarana dan
Utilitas Sekolah
20 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Penyediaan Blaya  Personil Peserta  Didik
Sekolah Dasar
21 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
22 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Penye]engga}raan Proses Belajar dan Ujian bagi
Peserta Didik
23 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Penylapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan
Pendidikan Dasar
24 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
L g Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
25 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga
26 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah
Dasar
97 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar combinaan  Kelembagaan  dan - Manajemen
28 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
29 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS
Sekolah Dasar
30 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar
31 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium
Sekolah Dasar
. Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi
32 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dan Komunikasi {TIK) untuk Pendidikan
33 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pengembangan konten digital untuk pendidikan
.1 Pelatihan  Penggunaan  Aplikasi  Bidang
34 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar -
Pendidikan
.. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan
35 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
36 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar SOSla.h?aSl dan  Advokasi Kebijakan Bidang
Pendidikan
Bimbingan  Teknis, Pelatihan, dan/atan
37 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Magang/PKL wuntuk Peningkatan Kapasitas
Bidang Pendidikan
38 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)

Pertama
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No Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan
P lol idi
39 Pz?tgaixfaaan Pendidikan Sekolah Menengah Penambahan Ruang Kelas Baru
40 izgﬂﬁaan Pendidikan Sekolah Menengah Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah /TU
41 gz?tgaioiaan Pendidikan Sekolah Menengah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
42 lF)’enge]olaan Pendidikan Sekolah Menengah Pembangunan Perpustakaan Sekolah
ertama
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah .
43 Pertama Pembangunan Laboratorium
44 g:?tgaiﬁ);aan Pendidikan Sekolah Menengah Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
45 gengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pembangunan Asrama Sekolah
ertama
46 Pengelelaan Pendidikan Sekolah Menengah | Pembangunan Rumah Dinas Kepala
Pertama Sekolah /Guru /Penjaga Sekolah
47 ﬁengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pembangunan Fasilitas Parkir
ertama
48 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pembangunan Kantin Sekolah
Pertama
49 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas
Pertama Sekolah
50 | pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengall | genabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah
31 g:?tgafﬂf;aan Pendidikan Sekolah Menengah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
52 | pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah | pehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah | Rehabilitasi  Sedang/Berat Ruang  Unit
53
Pertama Kesehatan Sekolah
54 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan
Pertama Sekolah
55 gz;itga;b ;aan Pendidikan Sekolah Menengah Rehahilitasi Sedang/Berat Laboratorium
56 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba
Pertama Guna/Aula
57 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama
Pertama
58 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala
Pertama Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
59 gzggaif:aan Pendidikan Sekolah Menengah Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir
60 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah | Rehahilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana
Pertama dan Utilitas Sekolah
61 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pengadaan Mebel Sekolah
Pertama
60 Pengelclaan Pendidikan Sekolah Menengah Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah
Pertama
63 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pengadaan Perlengkapan Sekolah
Pertama
64 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pengadaan Perlengkapan Siswa
Pertama
65 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah | Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan
Pertama Ruangan
66 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan
Pertama Utilitas Sekolah
67 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah | Penyediaan Biaya Personii Peserta Didik
Pertama Sekolah Menengah Pertama
68 gziltgafi?;aan Pendidikan Sekolah Menengah Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik
69 gz?tgaif;aan Pendidikan Sekolah Menengah Perlengkapan Belajar Peserta Didik
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No Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan
70 | pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah | pepgadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
71 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi
Pertama Peserta Didik
79 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan
Pertama Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
73 gg;'ltgatinloéaan Pendidikan Sekolah Menengah Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
o Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
74 ?e“gel"laan Pendidikan Sckolah Menengah | o "o 1 an Pendidikan Sekolah Menengah
ertama
Pertama
. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga
75 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah | (oo 0 vignean Pada Satuan Pendidikan Sekolah
Pertama
Menengah Pertama
76 Pengelolaan Pendidikan Sekclah Menengah | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen
Pertarma Sekclah
o Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah | Pengelolaan Dana BOS Sekelah Menengah
Pertama Pertama
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS
78
Pertama Sekolah Menengah Pertama
79 Ez?tiink);aan Pendidikan Sekolah Menengah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU
80 Pengelolaan Pendidikan 3Sekolah Menengah | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala
Pertama Sekolah
81 Pengelolaan Pendidikan 3Sekolah Menengah | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi
Pertama dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
82 Ezlr-ltgailk);aan Pendidikan Sekolah Menengah Pengembangan konten digital untuk pendidikan
83 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah | Pelatthan  Penggunaan  Aplikasi  Bidang
Pertama Pendidikan
84 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan
Pertama Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
85 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang
Pertama Pendidikan
a6 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah ﬁlmbmgaﬂ Teknis, Pelatihan, — dan/atau
agang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas
Pertama . L .-
Bidang Pendidikan
87 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini | Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang
{(PAUD) Guru PAUD
38 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Ultilitas
(PAUD) PAUD
89 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang
(PAUD) Kelas/Ruang Guru PAUD
20 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini | Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan
{PAUD) Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
91 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini | Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang
{PAUD) Kelas/Ruang Guru PAUD
92 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan
(PAUD) Utilitas PAUD
93 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Pengadaan Mebel PAUD
{PAUD]
94 ﬁﬁgg?laan Pendidikan Anak Usia Dini Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD
95 [I;?;lgg]olaan Pendidikan Anak Usia Dini Pengadaan Perlengkapan PAUD
96 Ei;lgg)olaan Pendidikan Anak Usia Dini Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD
97 };f;ggflaan Pendidikan Anak Usia Dii | po\vediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD
08 ?ggg?laa“ Pendidikan Anak Usia Dini | poponaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD
99 ?ggﬂ?laan Pendidikan Anak Usia Dini Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
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No Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan
100 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan
{(PAUD) PAUD
101 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
(PAUD) bagi Satuan PAUD
102 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga
(PAUD)]) Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
P 1ol — ; — _
103 (Pe EI%%_)O_ aan Pendidikan Anak Usia Dini Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
104 ?ESeDI;)laan Pendidikan Anak Usia Dini Pengelolaan Dana BOP PAUD
105 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP
(PAUD] PAUD
106 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi
(PAUD) dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
107 f;f;‘[gjg)‘“aan Pendidikan  Anak Usia Dini | po0m1an0an konten digital untuk pendidikan
108 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini | Pelatthan  Penggunaan  Aplikasi Bidang
(PAUD) Pendidikan
109 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan
(PAUD) Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
110 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang
(PAUD) Pendidikan
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini | Dimbingan — Teknis, Pelatihan, — dan/atau
111 (PAUD) Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas
Bidang Pendidikan
112 Pengelolaan Pendidikan | Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang
Nonformali/Kesetaraan Guru Nonformal /Kesetaraan
113 Pengelolaan Pendidikan | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas
Nonformal/Kesetaraan Sekolah Nonformal /Kesetaraan
Pengelolaan Pendidikan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/ Rl?ang
114 Kelas/Ruang Guru Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
Nonformal/Kesetaraan
Pengelolaan Pendidikan Rehabilitasi Sedang/Berat . Pembangunan
115 Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
Nonformal /Kesetaraan
Nonformal/Kesetaraan
- Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang
116 | Pengelolaan Pendidikan | oo ¢ /Ruang Guru Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
Nonformal/Kesetaraan
117 Pengelolaan Pendidikan | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan
Nonformal/Kesetaraan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan
118 Pengelolaan Pendidikan | Pengadaan Mebel Pendidikan
Nonformal /Kesetaraan Nonformal/Kesetaraan
119 Pengelolaan Pendidikan | Pengadaan Alat Rumah Tangga Pendidikan
Nonformal /Kesetaraan Nonformal/ Kesetaraan
120 Pengelolaan Pendidikan | Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal
Nonformal/ Kesetaraan / Kesetaraan
121 Pengelolaan Pendidikan [ Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik
Nonformal/Kesetaraan Nonformal/Kesetaraan
199 Pengelolaan Pendidikan | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
Nonformal/Kesetaraan Nonformal / Kesetaraan
123 Pengelolaan Pendidikan | Penyelenggaraan Proses Belajar
Nonformal /Kesetaraan Nonformal/Kesetaraan
Pengelolaan Pendidikan Penyl_apan dan Tindak l_.anJut Evaluasi S_a‘Euan
124 Pendidikan di Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
Nonformal /Kesetaraan
125 Pengelolaan Pendidikan | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Nonformal/Kesetaraan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
- Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga
126 | Pengelolaan Pendidikan | o didikan Pada Satuan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
Nonformal/Kesetaraan
197 Pengelolaan Pendidikan | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen

Nonformal/Kesetaraan

Sekolah Nonformal /Kesetaraan
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No Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan

198 Pengelolaan Pendidikan | Pengelolaan Dana BOP Sekolah
Nonformal /Kesetaraan Nonformal /Kesetaraan

120 Pengelolaan Pendidikan | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP
Nonformal/Kesetaraan Sekolah Nonformal/Kesetaraan

130 Ef)r;l%:iﬂlﬁ?l{esetaraan Pendidikan Pembangunan Laboratorium

131 ;f)i%Si'?;ﬁ?Kese taraan Pendidikan Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium

132 Pengelolaan Pendidikan | Pemeliharaan Mebel Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan Nonformal /Kesetaraan

133 Pengelolaan Pendidikan | Penyelenggaraan Ujian bagi Peserta Didik
Nonformal/Kesetaraan Nonformal/Kesetaraan

134 Pengelolaan Pendidikan | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi
Nonformal/Kesetaraan dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan

135 g?}rrll%sl‘?;aaall;l}{ese taraan Pendidikan Pengembangan konten digital untuk pendidikan

136 Pengelolaan Pendidikan | Pelatihan  Penggunaan  Aplikasi Bidang
Nonformal / Kesetaraan Pendidikan

137 Pengelolaan Pendidikan | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan
Nonformal/Kesetaraan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan

138 Pengelolaan Pendidikan | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang
Nonformal/Kesetaraan Pendidikan

.- Bimbingan  Teknis, Pelatihan, dan/atau

Pengelolaan Pendidikan . :

139 N Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas

onformal /Kesetaraan . ..
Bidang Pendidikan

140 Penetapan  Kurikulum Muatan Lokal | Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal
Pendidikan Dasar Pendidikan Dasar

141 Penetapan  Kurikuium  Muatan  Lokal | Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan
Pendidikan Dasar Dasar

142 Penetapan  Kurikulum  Muatan  Lokal | Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal
Pendidikan Dasar Pendidikan Dasar

143 Penetapan  Kurikulum  Muatan  Lokal | Pelatthan Penyusunan Kurikulum Muatan
Pendidikan Dasar Lokal Pendidikan Dasar

144 Penetapan  Kurikulum Muatan Lokal | Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks
Pendidikan Dasar muatan lokal Pendidikan Dasar

145 Penetapan  Kurikulum  Muatan  Lokal | Penyusunan model-model pembelajaran inovatif
Pendidikan Dasar Pendidikan Dasar
Penetapan  Kurikulurn  Muatan  Lokal | Penyusunan Kempetensi Dasar Muatan Lokal

146 | Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan | Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Nonformal Nonformal

147 llzzgfitizlij]gln Arlfa?lzﬂfjﬁz%ini hﬁﬁﬁ?‘éﬂdﬁ;ﬂ Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan

Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

Nonformal
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal | Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal

148 | Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan | Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Nonformal Nonformal
Penetapan  Kurikulumn Muatan  Lokal | Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks

149 | Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan | muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan
Nonformal Pendidikan Nenformal
Penetapan  Kurikulum  Muatan  Lokal | Penyusunan model-model pembelajaran inovatif

150 | Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan | Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Nonformal Nonformal
Pemerataan  Kuantitas dan  Kualitas | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan

151 Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi | Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan
Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan | Dasar, PAUD, dan Pendidikan
Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Nonformal/Kesetaraan
Pemerataan  Kuantitas = dan Kualitas ) p, 0000 pengistribusian Pendidik dan Tenaga

152 | Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagl| . o iidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar,
Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Lo

A PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

153 Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang | Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan

Diselenggarakan oleh Masyarakat

Dasar vang Diselenggarakan oleh Masyarakat
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No Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan
154 | Penerbitan lsin Pendidikan Dasar yang | pongendatian  dan Pengawasan Perizinan
Diselenggarakan oleh Masyarakat endidizan Lasar yang Diselenggarakan ole
Masyarakat
Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan | Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan
155 | Nonformal yang Diselenggarakan oleh | Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan
Masyarakat oleh Masyarakat
Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD
156 | Nonformal yang Diselenggarakan oleh | dan Pendidikan Nonformal yang
Masyarakat Diselenggarakan oleh Masyarakat
(57 | ponerbitan ;f;ﬁg P‘%gfeleggé‘araizdldg‘lgﬁ Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal
Masyarakat yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
Pembinaan, Pengembangan dan
158 Perlindungan Bahasa dan Sastra yang | Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Kabupaten
Penuturannya dalam Daerah | / Kota
Kabupaten/Kota
Pembinaan, Pengembangan dan
159 Perlindungan Bahasa dan Sastra yang | Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa
Penuturannya dalam Daerah | dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Pembinaan, Pengembangan dan
160 Perlindungan Bahasa dan Sastra yang | Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten
Penuturannya dalam Daerah | / Kota
Kabupaten/Kota
Pembinaan, Pengembangan dan
161 Perlindungan Bahasa dan Sastra yang | Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan
Penuturannya dalam Daerah | Kesastraan Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten /Kota
Pemlbmaan, Pengembangan dan Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita
162 Perlindungan - Bahasa dan Sastra yang Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten /
Penuturannya dalam Daerah K
ota
Kabupaten/Kota
Perrll‘blélaan, 1'113 engen&banggn dan Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa
163 ger indungan  Bahasa dan  Sastra yang dan Sastra Daerah Kewenangan
enuturannya dalam Daerah Kabupaten / Kota
Kabupaten/Kota
Pembinaan, Pengembangan dan
164 Perlindungan Bahasa dan Sastra yang | Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa
Penuturannya dalam Daerah | Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota
Kabupaten /Kota
165 | Pengelolaan Pendidikan Dayah Pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah
166 | Pengelolaan Pendidikan Dayah Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dayah
167 | Pengelolaan Pendidikan Dayah Ezgggcﬁzgizn 32;; Pendidik dan  Tenaga
168 | Pengelolaan Pendidikan Dayah Pemberdayaan dan Pendidikan Santri
169 | Pengelolaan Pendidikan Dayah Pembinaan Manajemen Dayah
170 | Pengelolaan Pendidikan Dayah Penelitian dan Pengembangan Dayah
171 | Pengelolaan Pendidikan Dayah Eeningkatan Kualitas dan Pengembangan
elembagaan Dayah
172 | Pengelolaan Pendidikan Dayah Pengadaan Kitab/Buku Pendidikan Dayah
173 | Pengelolaan Pendidikan Dayah Ezglfl?ngunan dan Rehabilitasi Tempat Ibadah
174 | Pengelolaan Pendidikan Dayah Egg;fﬁzsﬂl{andggyafmkroms"“m Pelaksanaan
175 | Pengelolaan Pendidikan Dayah gelaksanaan Akreditasi Pendidikan
ayah/Pesantren
Fasilitasi dan Pengawasan Penyelenggaraan
176 | Pengelolaan Pendidikan Dayah Pendidikan  Dayah/Pesantren dan  Balai
Pengajian
Pemberian Bantuan Pembiayaan untuk Dayah
177 | Pengelolaan Pendidikan Dayah Sesuai dengan Ketentuan Peraturan

Perundang-Undangan
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No Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan
178 | Pengelolaan Pendidikan Dayah Fasilitasi Penyusunan Kurikulum Dayah
Salafiah
Penyediaan Biaya Penyelenggaraan Proses
179 | Pengelolaan Pendidikan Dayah Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik pada Dayah
yang Berskala Provinsi
Supervisi dan Fasilitasi Satuan Pendidikan
180 | Pengelolaan Pendidikan Dayah Dayah/Pesantren untuk Pengendalian Mutu
Pendidikan Aceh
181 izl;});elenggaraan Kebjakan  Pendidikan Penetapan Standar Pendidikan Aceh
182 Penyelenggaraan Kebijakan Pendidikan | Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen
Aceh Pendidikan Aceh
. .o Pengelolaan TDBH Migas untuk Membiayai
183 izg}zelenggaraan Pembiayaan Pendidikan Program dan Kegiatan Pembangunan
Pendidikan Aceh
184 Penyelenggaraan Pembiayaan Pendidikan gengelolaan Dana Ots‘us untuk Membiayai
Aceh rogram dan ‘ KeglaFan Pembangunan
Pendidikan Alokasi Pererintah Aceh
Penyelenggaraan Pembiayaan Pendidikan Pembiayaan Pendidikan Formal, dan
185 Aceh Pendidikan Nenformal bagi Satuan Pendidikan
yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Aceh
Pemberian Bantuan Pembiayaan untuk
. - Madrasah, dan Satuan Pendidikan yan
186 ienyelenggaraan Pembiayaan Pendidikan Diselenggarakan oleh Masyarakat Se}:suagi
ceh
dengan Ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan
P 1 Kurikul dan P . Penyusunan Kurikulum Aceh yang Islami untuk
1g7 | cenyeenggaraan BUNKUWIM dan tengajaran | joione Pendidikan Dasar dan Pendidikan
Pendidikan Aceh
Menengah
188 Penyelenggaraan Kurikulum dan Pengajaran | Pengawasan Kurikulum Pendidikan Agama
Pendidikan Aceh pada Sekolah Umum dan Madrasah
19 | Penyelenggaraan Kurikulum dan Pengajaran | 1 oiermentasi Kurikulum Aceh yang Islami
190 Penyelenggaraan Pendidik dan Tenaga | Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Pendidikan Aceh Kependidikan pada Dayah Salafiah dan Diniyah
Peningkatan Kesejahteraan, Memberikan
191 Penyelenggaraan Pendidik dan Tenaga | Penghargaan dan  Perlindungan  kepada
Kependidikan Pendidikan Aceh Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Setiap
Satuan Pendidikan
Penyediaan Biaya Penyelenggaraan Proses
192 Penyelenggaraan Penjaminan dan | Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik pada
Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh Sekolah/Madrasah dan Dayah yang Berskala
Provinsi
Penyelenggaraan Penjaminan dan Supervisi dan Fastili_tasi Satuan Pendidikan
193 Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh Dasar dan Pendidikan Menengah untuk
Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh
194 Penyelenggaraan Penjaminan dan | Evaluasi Pencapaian Standar Pendidikan Aceh
Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh pada Setiap Satuan Pendidikan di Aceh
o Penilaian Pencapaian Standar Pendidikan Aceh
Penyelenggaraan Penjaminan dan o
195 Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh dan Standar Pelayanan Mn_'umal pada
Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
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4. Rincian Kegiatan dan Subkegiatan Pendukung yang Didanai dari DAU
Bidang Pendidikan untuk Kabupaten/Kota

No Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan
Penyediaan Lavanan Kesehatan untuk .
I | UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah | (cogflo@an Pelayanan Hesehatan  Kerja - dan
Kabupaten/Kota aga
. Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam
2 Pengembangan .Slstem dan Pengelolaan rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/TPS-
Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota 3R/TPS
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem
3 |Air Limbah Domestik dalam Daerah | Lcngembangan — SDM ~ dan  Kelembagaan
Pengelolaan Air Limbah Domestik
Kabupaten/Kota
Pe‘ny clenggaraan Bangunan Gedung di Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan
Wilayah Daerah Kabupaten/Kota,
. ) - Bangunan Gedung Cagar Budaya yang
4 | Pemberian Izin Mendirikan Bangunan . . . .
X . . | Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah
(IMB] dan  Sertifikat Laik Fungsi
Kabupaten/Kota
Bangunan Gedung
Pe.ny clenggaraan Bangunan Gedung di Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif
Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, iae
. . L kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola
5 | Pemberian Izin Mendirikan Bangunan
e . . | Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk
(IMB) dan  Sertifikat Laik Fungsi . :
Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
Bangunan Gedung
Koordinasi dengan  Organisasi Masyarakat,
6 Pengelolaan Satuan Polisi Pamong Praja | Organisasi Kepemudaan dan Lembaga Swadaya
dan Wilayatul Hisbah Aceh Masyarakat di Bidang Pembinaan dan Pengawasan
Qanun Syariat Islam
7 Pelayanan Pencegahan dan | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemberdayaan Masyarakat dalam Pen_c egahfm‘ dan.
8 Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi
Pencegahan Kebakaran ,
dan Edukasi Masyarakat
Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat . . .
9 Terpencil (KAT) Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang
10 Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan
Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan | Scosial
Pengemis di Luar Panti Sosial
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga
11 Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, | Penvandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,
Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan | Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan
Pengemis di Luar Panti Sosial Pengemis dan Masyarakat
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang
12 Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, ] Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan
Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan | Kesehatan Dasar
Pengemis di Luar Panti Sosial
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah
13 Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan
Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di | Sosial
Luar Panti Sosial
Reha'bxhtam Sosial _Penyandang Ma§ alah Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga
1 Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya : .
4 Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
. . Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAFPZA
Luar Panti Sosial
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah
15 Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan
Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di | Kesehatan Dasar
Luar Panti Sosial
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Proses Pt_aiaksanagn Pendu‘:hkan‘ dan Pelatihan
16 . Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan
Kompetensi :
Klaster Kompetensi
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit | Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja
17 .
Kompetensi Kabupaten/Kota
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No Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan
5 - - -
18 S;rz::;laan Lembaga  Pelatihan  Kerja Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, . s .
|o | Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada ‘;gl‘l’flfa]f‘ ran };ebli‘?l.{a“. Pdan Per;dmg”i‘.g?;
Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Huk 5 aSa . l?ir ISIEESI crempuan dan ro 1K,
Kabupaten/Kota ukum, Sosial dan Ekonomi
Penguajc an dan Pengembangan Lembaga Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada
Penyedia Layanan Pemberdayaan .
20 P Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan
crerapyan Kewenangan Perempuan Kewenan Kab ten /Kot
Kabupaten /Kota P gan Kabupaten/Kota
Penguatan dan Pengembangan Lembaga . .
Penyedia Layanan Pemberdayaan Penlngll{atan Kapasitas Sumber Daya Lembaga
21 P Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan
erempuar Kewenangan Kewenanean Kab ten /Kot
Kabupaten/Kota & upateny/rota
Penguatan dan Pengembangan Lembaga S .
P . Pengembangan  Komunikasi, Informasi dan
enyedia Layanan Pemberdayaan .
22 P Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan
erempuan Kewenangan Kewenangan Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota £ p
Pencegahan Kekerasan Terhadap | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan
23 | Perempuan Lingkup Daerah | Perlindungan Perempuan Kewenangan
Kabupaten/Kota Kabupaten /Kota
i’;nlngkatan Kualitas Keluarga dalam Advckasi Kebijakan dan Pendampingan untuk
ewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan X .
24 . Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak
Hak Anak Tingkat Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota g p
i’;mngkatan Kualitas Keluarga dalam Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk
ewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan ; ;
25 . Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan
Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten /Kota
Kabupaten/Kota p
Penguatan dan Pengembangan Lembaga | 1 0i  Kebjjakan dan  Pendampingan
Penvedia Layanan Peningkatan Kualitas P X
. engembangan Lembaga Penyedia Layanan
26 | Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak - . .
. . Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah
Anak yang Wilavah Kerjanya dalam Kabupaten/Kota
Daerah Kabupaten/Kota p
Pentguatan dan Pengembangan Lembaga
Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga
27 | Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak | Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga
Anak vyang Wilayah Kerjanya dalam | Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Daerah Kabupaten/Kota
Pelembagaan PHA pada Lembaga Advokasi Kebijakan dan Pendamp_mgan
: . > | Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah,
28 | Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia N P intah.  Medi d Duni Usah
Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota on emerintah, cdia an uma saha
Kewenangan Kabupaten /Kota
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak | Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah
29 | yang Melibatkan para Pihak Lingkup | dalam pelaksanaan kebijakan/program/ kegiatan
Daerah Kabupaten/Kota pencegahan KTA
30 Pembinaan dan Kerja Sama Kelembagaan Pembinaan Kerja Sama Pendidikan Pertanahan
Pertanahan Kabupaten
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Peningkatan ‘Kaprflmtas dgn Kompeter{m Sumber
. . Daya Manusia Bidang Lingkungan hidup untul
dan Penyuluhan Lingkungan Hidup o
31 . Lembaga pendidikan
untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat formal/lembagamasyarakat/komunitas/kelompok
Daerah Kabupaten/Kota g Y p
masyarakat
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan,
dan Penyuluhan Lingkungan Hidup . o .
32 untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
Daerah Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan,
33 dan Penyuluhan Lingkungan Hidup | Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye
untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat | Lingkungan Hidup
Daerah Kabupaten /Kota
34 Pembinaan dan Pengawasan Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil

Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
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No Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
yvang Bergerak di Bidang Pemberdayaan | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga
Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah | Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK,
35 | Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan | Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga
Masyarakat Hukum Adat yang | Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum
Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang | Adat
Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan
Pemerintah Daerah Provinsi dengan . -1
36 | Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Penguatan Kerja Sama Pt‘ala.lksanaan Pendidikan
\ . Kependudukan Jalur Pendidikan Formal
dalam rangka Pengendalian Kuantitas
Penduduk
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan
Pemer}ntah Daerah  Provinsi dengan Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan
37 | Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota K s
: . ependudukan Jalur Pendidikan Nonformal
dalam rangka Pengendalian Kuantitas
Penduduk
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan
Pemerintah Daerah Provinsi dengan | Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan
38 | Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai
dalam rangka Pengendalian Kuantitas | Isu Lokal Kabupaten/Kota
Penduduk
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan
Pemerintah Daerah Provinsi dengan | Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan
39 | Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal
dalam rangka Pengendalian Kuantitas | Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota
Penduduk
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan | , 4,106 Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan
Pemerintah Daerah Provinsi dengan iy .
. Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan
40 | Pemerintah Daerah  Kabupaten/Kota .. X
) . Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur
dalam rangka Pengendalian Kuantitas
Nonformal dan Informal
Penduduk
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan
Pemer%ntah Daerah = Provinsi ~dengan Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur
41 | Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota oy
) . Pendidikan Formal dan Nonformal
dalam rangka Pengendalian Kuantitas
Penduduk
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan
Pemer{ntah Daerah  Provinsi ~dengan Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur
42 | Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota . . .
, . Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan
dalam rangka Pengendalian Kuantitas
Penduduk
Penyadaran, Pemberdayaan, dan
Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Keordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan
43 | Lerhadap Pemuda Pelopor | o ingkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda
Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pelo gr P 4 g
Pemula, dan Pemuda Kader p
Kabupaten/Kota
Penyadaran, Pemberdayaan, dan
Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan
44 Terhadap Pemuda Pelopor Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha
Kabupaten/Kota, @ Wirausaha Muda P
emula
Pemula, dan Pemuda Kader
Kabupaten/Kota
Penyadaran, Pemberdayaan, dan
?en}%eglbangan Pegl udaddan Keperx;uld aan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan
45 erhadap emuca cropor Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader
Kabupaten/Kota,  Wirausaha  Muda Kabupaten, Kota
Pemula, dan Pemuda Kader p
Kabupaten/Kota
Penyadaran, Pemberdayaan, dan | Pemenuhan Hak  Setiap Pemuda  Melalui
46 Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan | Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses
Terhadap Pemuda Pelopor | Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan
Kabupaten/Kota, Wirausaha  Muda | Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda
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No Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan
Pemula, dan Pemuda Kader | dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi
Kabupaten/Kota dan Pengambilan Keputusan Program Strategis
Kepemudaan
Penyadaran, Pemberdayaan, dan
Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan | Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor
47 Terhadap Pemuda Pelopor | Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui
Kabupaten/Kota, Wirausaha  Muda | Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat
Pemula, dan Pemuda Kader | Kabupaten/Kota
Kabupaten /Kota
Penyadaran, Pemberdayaan, dan
Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan P P d P §
a8 Terhadap Pemuda Pelopor Peren](_:ﬁnaan, 4 e}?ga aan, o emaniaatan,
Kabupaten/Kota, ~ Wirausaha ~ Muda | (7007 EI aan, da“ If“bgawisanK asarana dan
Pemula, dan Pemuda Kader | S2rana Kepemudaan Kabupaten /Kota
Kabupaten/Kota
Penyadaran, Pemberdayaan, dan
Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan
49 Terhadap Pemuda Pelopor | Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi
Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda | Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi
Pemula, dan Permnuda Kader
Kabupaten /Kota
Penyadaran, Pemberdayaan, dan
Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan
50 Terhadap Pemuda Pelopor | Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan
Kabupaten/Kota, Wirausaha  Muda | Kesukarelawanan Pemuda
Pemula, dan Pemuda Kader
Kabupaten/Kota
Penyadaran, Pemberdayaan, dan
Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan
51 Terhadap Pemuda Pelopor | Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan
Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda | Pengibar Bendera
Pemula, dan Permnuda Kader
Kabupaten/Kota
Pemberdayaan dan Pengembangan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksar.laar}
L . Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi
52 | Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah . . ,
Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia
Kabupaten /Kota
Usaha
Pembe_rda)_z aan dan P?engembangan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi
53 | Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah
Kepemudaan Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
) Koordinasi, Sinkronisasi dan  Pelaksanaan
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga b e
Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Pem entukan dan‘ Pengembangan Pusat
54 L Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah
vang Menjadi Kewenangan Daerah .
Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
Kabupaten/Kota .
dan Dunia Usaha
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga | Koordinasi, Sinkronisasi dan  Pelaksanaan
55 Pendidikan pada Jenjang Pendidikan | Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan
vang Menjadi Kewenangan Daerah | Penyelenggaraan Koempetisi oleh Satuan
Kabupaten/Kota Pendidikan Dasar
Pem‘t:rlr}aan dan Pengem.b angan Ola.h%'aga Koordinasi, Sinkronisasi dan  Pelaksanaan
Pendidikan pada Jenjang Pendidikan .
56 L Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga
yvang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota p
57 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
58 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga | Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tingkat Kabupaten /Kota
59 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga | Partisipasi dan Keikutsertaan dalam
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Kejuaraan
60 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Seleksi Atlet Daerah

Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
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No Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan
61 Pembinaan dan Pengembangan Qlahraga | Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan
Prestasi Tingkat Daerah. Provinsi dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)
62 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga | Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi
Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Kabupaten/Kota
63 Pembinaan dan Pengembangan (Olahraga | Pemberian Penghargaan Olahraga
Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Kabupaten/Kota
64 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan
Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Informasi Sektoral Olahraga
Pembinaan dan Pengembangan . L
65 Organisasi Olahraga & 8 Standardisasi Organisasi Keolahragaan
Pembinaan dan Pengembangan A
66 Organisasi Olahraga g & Pengembangan Organisasi Keolahragaan
67 Pembinaan dan Pengembangan | Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan
Organisasi Olahraga Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait
Pembhinaan dan Pengembangan | Pemberian Penghargaan bagi Organisasi
68 S ;
Organisasi Olahraga Keolahragaan Berprestasi
69 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga | Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan
Rekreasi Festival dan Olahraga Rekreasi
70 gembme}an dan Pengembangan Olahraga Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi
ekreasi
71 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga | Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan
Rekreasi Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi
79 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga | Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan
Rekreasi Petualangan
73 Pembinaan dan Pengemhangan Olahraga | Pemanfaatan  Olahraga  Tradisional dalam
Rekreasi Masyarakat
74 Pembinaan dan Pengembangan | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan
Organisasi Kepramukaan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik
Pembinaan dan Pengembangan | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan
75 Lo )
Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah
76 Pembinaan dan Pengembangan | Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan
Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah
77 Pembinaan dan Pengembangan | Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Organisasi Kepramukaan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota
78 Pembinaan dan Pengembangan | Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat
Organisasi Kepramukaan Daerah
29 Pembinaan dan Pengembangan | Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan
Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah
. Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan,
Pembinaan dan Pengembangan ,
80 Orsanisasi Kepramukaan Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan
8 p Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah
81 Pembinaan dan Pengembangan | Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan
Organisasi Kepramukaan Kepramukaan
Pengelolaan Kebudayaan yang . .
82 | Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Pehn@ungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek
Pemajuan Kebudayaan
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Kebudayaan yang Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan
83 | Masyarakat Pelakunya dalam Daerah
Pranata Kebudayaan
Kabupaten/Kota
Pelestarian Kesenian Tradisional yang . .
84 | Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Pehndungan, Pfer}gembangan, Pemanfaatan Objek
Pemajuan Tradisi Budaya
Kahupaten/Kota
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Permbinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan
85 | Masyarakat Pelakunya dalam Daerah y
Pranata Tradisional
Kabupaten/Kota
Pelestarian Kesenian Tradisional yang | pot 200, (U8 SRR B " e Seoua
86 | Masyarakat Pelakunya dalam Daerah P

Kabupaten/Kota

dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam

Pemajuan Kebudayaan
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Pembinaan Lembaga Adat yang . .
87 | Penganutnya dalam Daerah gethungaﬁl, Psngelx;ti)angan, Pemanfaatan Objek
Kabupaten /Kota emajuan Lembaga Adat
Pembinaan Lembaga Adat an . .
88 | Penganuinya dalam Da)éralg gembmaig Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan
Kabupaten/Kota ranata Adat
Pembinaan Lembaga Adat yang . ]
89 | Penganutnya dalam Daerah E:n){)edlaagld S‘Earana dan Prasarana Pembinaan
Kabupaten/Kota mbaga Ada
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Peninekat Pendidik d Pelatih 3
90 | Pelakunya dalam Daerah Demn%la an. }'in el anT E:;.l. ea; an Sumber
Kabupaten/Kota aya Manusia Kesenian Tradisiona
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat | Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya
91 | Pelakunya dalam Daerah | Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan
Kabupaten/Kota Kebutuhan dan Tuntutan
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat . ;
92 | Pelakunya dalam Daerah Eenn:lg'kat?f d'K:apaslﬂas Tata Kelola Lembaga
Kabupaten/Kota esenian Tradisiona
93 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (S8atu) | Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan
Daerah Kabupaten /Kota Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota
94 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan
Daerah Kabupaten/Kota Sejarah
95 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) | Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan
Daerah Kabupaten/Kota Informasi Sejarah
Penetapan Cagar Budaya Peringkat . .
96 Kabupaten /Kota Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya
Penetapan Cagar Budaya Peringkat
97 Kabupaten /Kota Penetapan Cagar Budaya
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat .
98 Kabupaten/Kota Pelindungan Cagar Budaya
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat
99 Kabupaten/Kota Pengembangan Cagar Budaya
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat
100 Kabupaten/Kota Pemanfaatan Cagar Budaya
Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya | Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar
101 | ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 | Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah
(Satu) Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten /Kota
Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya | Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar
102 | ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 | Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah
(Satu) Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
103 | Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota Pelmdgngan, Pengembangan, dan Pemanfaatan
Koleksi Secara Terpadu
104 | Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota Pembinaan dan Penu.jgkatan Mutu dan Kapasitas
Sumber Daya Manusia Permuseuman
105 | Pengelolaan Museum Kabupaten /Kota Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat
Terhadap Museum
106 | Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota ienyedIaan dan  Pemeliharaan Sarana —dan
rasarana Museum
107 | Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum
108 | Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat Pembma.lan Adatf Seumapa/ Narit Maja, Meunasib
dan Tarian Tradisional
109 | Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat | Pemasyarakatan Adat Do Da Idi
110 | Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat | Sosialisasi Adat Istiadat
111 | Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat Pembmg an  Keluarga Meuadab dan  Adat
Perkawinan
112 | Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat | Pengadaan Buku-Buku tentang Adat Aceh
113 | Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat Publikasi Adat dan Adat Istiadat Melalui Media
Luar Ruang
114 Pembinaan dan Pengembangan Hukum Penguatan Peradilan Adat

Adat
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115 Pembinaan dan Pengembangan Hukum | Rapat Koordinasi/Evaluasi Pelaksanaan Peradilan
Adat Adat dan Perpolisian Masyarakat (Polmas)

116 | pompmaan dan Pengembangan HUkU | peypingan Mediasi Adat

117 | pombmann dan Pengembangan Hukumm | qoalisasi Hukum Adat dan Lembaga Adat

118 igr;ltbmaan Lembaga Adat dan Tokoh Pembinaan Kapasitas MAA

119 igl:tblnaan Lembaga Adat dan Tokoh Pelatihanr Pemberdayaan Kelembagaan Adat

120 it;?tbmaan Lembaga Adat dan Tokoh Rapat Kerja MAA
Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh | Penerbitan Majalah dan Buku tentang Adat dan

121 .
Adat Adat Istiadat

122 iﬁ‘;tbmaa“ lembaga Adat dan Tokoh | o4 aan Pemuda Pelopor Adat

123 igzltbmaa“ lembaga Adat dan Tokoh | . 41240 dan Dokumentasi Sengketa Adat

124 igl:tbmaan Lembaga Adat dan Tokoh Pengadaan Pakaian dan Perlengkapan Adat

125 gejarah, Bahasa, Sastra dan Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan

ermuseuman

126 Sejarah, Bahasa, Sastra dan Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra
Permuseuman

127 Sejarah, Bahasa, Sastra dan Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman
Permuseuman

128 gﬂzsa;a;lan Cagar Budaya dan Warisan Tata Kelola Cagar Budayva dan Warisan Budaya

1929 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan | Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan
Budavya Budaya

130 g?llgs;;a;lan Cagar Budaya dan Warisan Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia

131 | Pengelolaan Taman Budaya Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budava

Kabupaten /Kota

132 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya
Kebudayaan

133 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan | Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis
Kebudayaan Digital

134 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan | Pengadaan Sarana Publikasi dan Penanda
Kebudayaan Keistimewaan

135 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan | Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga
Kebudayaan Budaya
Perencanaan dan Pengendalian Urusan | Perencanaan Program dan Kegiatan Urusan

136
Kebudayaan Kebudayaan
Perencanaan dan Pengendalian Urusan | Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan

137
Kebudayaan Urusan Kebudayaan

138 Perencanaan dan Pengendalian Urusan | Membangun Kemitraan dengan Lembaga Pelestari
Kebudayaan Budava

139 Pengergbangan Kearifan ~ Lokal ~dan Pengembangan Lumbung Mataraman
Potensi Budava

140 Pengen;bangan Kearifan = Lokal =~ dan Pengembangan Atraksi Wisata Budaya
Potensi Budaya

141 Pengergbangan Kearifan  Lokal =~ dan Pengembangan Industri Kreatif
Potensi Budaya

142 Pengengbangan Kearifan  Lokal ~ dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional
Potensi Budava

143 Pengen_lbangan Kearifan  Lokal ~dan Pengembangan Budaya Bahari
Potensi Budava

144 Pengerpbangan Kearifan ~ Lokal = dan Pengembangan Wana Wisata Budaya Mataram
Potensi Budaya

145 Pengembangan  Kearifan  Lokal dan Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional

Potensi Budava
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146 | Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan
Kantong Budaya
147 | Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya | Pembinaan Lembaga Penggiat Seni
148 | Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Misi Keb\%dayaan'ke Dalam dan Luar Negeri dalam
rangka Diplomasi Budaya
149 | Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya | Penghargaan Seniman dan Budayawan
150 | Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya | Festival Kebudayaan Yogyakarta
151 | Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya | Gelar Budaya Jogja
152 | Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya | Publikasi Seni dan Budaya Daerah
153 | Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya | oo o oo Penghayat Kepercayaan, Adat dan
154 | Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai
Luhur dalam Masvarakat
155 | Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya | Penyelenggaraan Event Penggiat Seni
156 | Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya | Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi
157 | Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya | Pembinaan Jagawarga
158 | Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya | Pengembangan Kewirausahaan Desa
159 | Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya | Peningkatan Lembaga Wisata Budaya
160 | Adat, Seni, Tradisi dan Lembhaga Budaya | Pengembangan Ekonomi Perempuan
161 | Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Per.1gelolaa‘n dan Pengembangan Museum Gunung
Api Merapi
162 | Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya gf:;glgkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan
163 | Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya | Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya
164 | Pendidikan Berbasis Budaya Pembinaan Muatan Lokal
165 | Pendidikan Berbasis Budaya Sa?-al}a dan Prasarana Pendidikan Urusan
Keistimewaan
166 | Pendidikan Berbasis Budaya Kependidikan Kepramukaan
167 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat | Pengembangan dan  Pemeliharaan Layanan
Daerah Kabupaten/Kota Perpustakaan Elektronik
168 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah
Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
169 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat | Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan
Daerah Kabupaten/Kota Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
. Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat . . .
170 Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten /Kota Sesuai
Daerah Kabupaten/Kota .
dengan Standar Nasional Perpustakaan
171 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat | Pembinaan  Perpustakaan  Khusus  Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
172 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan
Daerah Kabupaten/Kota Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
173 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat | Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan
Daerah Kabupaten/Kota Tingkat Kabupaten/Kota
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat
174 Daerah KabupatenKota Pengembangan Bahan Pustaka
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat
175 Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
. Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan,
176 gen%ei-?l}&{larbl tif_lr}) ;SOSE: kaan Tingkat Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat
acrall rabupa Daerah Kabupaten/Kota
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Sosua.hgam Budaya Baca dan .L.1.tera51 pada Satuan
177 Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta
Daerah Kabupaten/Kota M
asvarakat
. Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana
178 gemblﬁld;y %an (t}em?é} tI:Iembaca Tingkat Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang
aerah Kabupaten/ Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
179 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat | Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar
Daerah Kabupaten/Kota Membaca
180 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial

Daerah Kabupaten/Kota
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181 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat | Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah
Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Pelestarian Naskah Kune Milik Daerah Penlr}gkatan Peran Serta Masy aralsat dalam
182 Kabupaten/Kota Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan
Pendaftaran Naskah Kuno
Pelestarian Naskah Kumo Milik Daerah | Lengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan
183 Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk
Kabupaten/Kota ; . .
Dilestarikan dan Didavagunakan
Pengembangan Koleksi Budaya Etnis . , .
184 | Nusantara  yang  Ditemukan oleh i«eleksiE dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota usantara
Pengembangan Koleksi Budaya Etnis . . .
185 | Nusantara  yang Ditemukan oleh E{flr;gand?}ian dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ara
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam . ]
186 Daerah Kabupaten /Kota Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
187 | Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Ei‘;iglembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan
Pemberian Pendampingan, Kemudahaan Akses
188 | Pemberdayaan Pembudi Daya [kan Kecil | Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta
Penyelengparaan Pendidikan dan Pelatihan
189 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan
Kabupaten/Kota Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
190 Pengelolaan Destinasi Pariwisata | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan
Kabupaten/Kota Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
191 Penge_mbangan Ekosistem = Ekonomi Pengembangan Pendidikan
Kreatif
Pelaksanaan Penmgkatan . K apasitas Pengembangan  Kapasitas SDM  Pariwisata
192 | Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Berbasis SKKNI
Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
Pelaksanaan Penmg!{atan . K apasitas Pemberdayaan dan Pembinaan Masyvarakat untuk
193 | Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Peneembangan Pariwisata
Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar & g
Pelaksanaan  Peningkatan  Kapasitas | Pelatthan Dasar SDM Kepariwisataan bagi
194 | Sumber Daya Manusia Pariwisata dan | Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa
Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar dan/atau Siswa)
Pelaksanaan Penmgkatan . K apasitas Fasilitasi Pengembangan Xompetensi Sumber
195 | Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Dava Manusia Ekonomi Kreatif
Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Y
Pelaksanaan Penmgkatan . ‘Kapasﬂas Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber
196 | Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Dava Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar ¥
197 Pengembangan Kapasitas Pelaku | Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan
Ekonomi Kreatif Ekonomi Kreatif
) Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah
198 | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota
Penataan Persebaran Penduduk yang
199 | Berasal dari 1 (Satu) Daerah | Penyuluhan Transmigrasi
Kabupaten/Kota
Peniataan Persebaran Penduduk yang
200 | Berasal dari 1 (Satu) Daerah | Pelatihan Transmigrasi
Kabupaten/Kota
Penngembangan Satuan Permukiman pada | Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian
201 S ;
Tahap Kemandirian Satuan Pemukiman
Penelitian dan Pengembangan Bidang | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian
202 | Penyelenggaraan  Pemerintahan dan | dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan
Pengkajian Peraturan Otonomi Daerah
Penelitian ~ dan Pengembgngan Bidang Fasilitasi, Pelaksanaan dan Ewvaluasi Penelitian
203 | Penyelenggaraan  Pemerintahan  dan

Pengkajian Peraturan

dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum
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Penelitian dan Pengembangan Bidang | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian
204 | Penyelenggaraan  Pemerintahan dan | dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan
Pengkajian Peraturan Ketatalaksanaan
Penelitian dan Pengembangan Bidang | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Ewvaluasi Penelitian
205 | Penyelenggaraan  Pemerintahan dan | dan Pengembangan Bidang Aparatur dan
Pengkajian Peraturan Reformasi Birokrasi
Penelitian dan Pengembangan Bidang | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Ewvaluasi Penelitian
206 | Penyelenggaraan  Pemerintahan  dan | dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset
Pengkajian Peraturan Daerah, Reformasi Birokrasi
Penelitian dan Pengembangan Bidang Fasilitasi, Pelaksanaan c_lan Evaluasi ’Penelitian
. dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan
207 | Penyelenggaraan  Pemerintahan dan Ketent U q Perlind
Pengkajian Peraturan etentraman mum an erlindungan
Masyarakat
Penelitian dan Pengembangan Bidang | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian
208 | Penyelenggaraan  Pemerintahan  dan | dan Pengembangan Bidang Penataan
Pengkajian Peraturan Kelembagaan Desa
Penelitian dan Pengembangan Bidang | p. oo pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian
209 | Penyelenggaraan  Pemerintahan  dan dan Pengembangan Bidang Ketatalak D
Pengkajian Peraturan g & dang hetatalaksanaan Lesd
Penelitian dan Pengembangan Bidang | . oo pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian
210 | Penyelenggaraan  Pemerintahan  dan ;
Iy dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa
Pengkajian Peraturan
Penelitian dan Pengembangan Bidang | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian
211 | Penyelenggaraan  Pemerintahan  dan | dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset
Pengkajian Peraturan Desa
Penelitian dan Pengembangan Bidang | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian
212 | Penyelenggaraan  Pemerintahan  dan | dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik
Pengkajian Peraturan Desa
Penelitian dan Pengembangan Bidang
213 | Penyelenggaraan  Pemerintahan  dan | Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
Pengkajian Peraturan
Penelitian dan Pengembangan Bidang | Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan
214 | Penyelenggaraann  Pemerintahan  dan | Peraturan Baru danj/atau Evaluasi Terhadap
Pengkajian Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Penelitian dan Pengembgmgan Bidang Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data
215 | Penyelenggaraan  Pemerintahan  dan -
. dan Pengkajian Peraturan
Pengkajian Peraturan
216 Penelitian dan Pengembangan Bidang | Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-
Sosial dan Kependudukan Aspek Sosial
017 Penelitian dan Pengembangan Bidang | Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan
Sosial dan Kependudukan Perempuan dan Perlindungan Anak
218 Penelitian dan Pengembangan Bidang | Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan
Sosial dan Kependudukan Kebudayaan
219 Penelitian dan Pengembangan Bidang | Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan
Sosial dan Kependudukan Olahraga
Penelitian dan Pengembangan Bidang . .
220 Sosial dan Kependudukan Penelitian dan Pengembangan Pariwisata
Penelitian dan Pengembangan Bidang o
221 Sosial dan Kependudukan Penelitian dan Pengermbangan Kesehatan
299 Penelitian dan Pengembangan Bidang | Penelitian dan Pengembangan Pengendalian
Sosial dan Kependudukan Penduduk dan Keluarga Berencana
993 Penelitian dan Pengembangan Bidang | Penelitian dan Pengembangan  Administrasi
Sosial dan Kependudukan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Penelitian dan Pengembangan Bidang s .
224 Sosial dan Kependudukan Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja
295 Penelitian dan Pengembangan Bidang | Penelitian dan  Pengembangan Partisipasi
Sosial dan Kependudukan Masyarakat
226 Penelitian  dan Pengembangan Bidang Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi

Sosial dan Kependudukan
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007 Penelitian dan Pengembangan Bidang | Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha
Ekonomi dan Pembangunan Kecil dan Menengah
928 Penelitian dan Pengembangan Bidang | Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan
Ekonomi dan Pembangunan Perdagangan
Penelitian dan Pengembangan Bidang | Penelitian dan Pengermnbangan Badan Usaha Milik
229 .
Ekonomi dan Pembangunan Daerah
Penelitian dan Pengembangan Bidang | Penelitian dan  Pengembangan  Pertanian
230 . ’
Ekonomi dan Pembangunan Perkebunan dan Pangan
Penelitian dan Pengembangan Bidang | Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan
231 . )
Ekonomi dan Pembangunan Perikanan
239 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penclitian dan Pengemban Li Hid
Ekonomi dan Pembangunan gembangan Lingkungan Hidup
233 Pene11t1a_n dan Pengembangan Bidang Penelitian dan Pengembangan Kehutanan
Ekonomi dan Pembangunan
234 Penehhap dan Pengembangan Bidang Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum
Ekonomi dan Pembangunan
Penelitian dan Pengembangan Bidang "
235 Ekonomi dan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
Penelitian dan Pengembangan Bidang | Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan
236 ! .
Ekonomi dan Pembangunan Kawasan Permukiman
237 Penelitian dan Pengembangan Bidang | Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang
Ekonomi dan Pembangunan dan Pertanahan
Penelitian dan Pengembangan Bidang | Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan
238 - .
Ekonomi dan Pembangunan Informatika
239 | Pengembangan Inovasi dan Teknologi Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di
g s g Bidang Teknologi dan Inovasi
Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model
240 | Pengembangan Inovasi dan Teknologi Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan
Penerapan Teknologi
241 | Pengembangan Inovasi dan Teknologi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual
242 | Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam | Pelatihan Mawaris
TOT Modul Wawasan Keislaman bagi Guru
243 | Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam | Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah
Atas .
. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tokoh
244 | Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam Masyarakat dalam Pelaksanaan Syariat Islam
245 | Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam | Peningkatan Kapasitas Tenaga Hisab dan Ru'"yat
246 | Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam | Seminar Problematika Syariat Islam
247 | Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam Pembinaan Mental Spl_"ltual Siswa/Siswi Sckolah
Menengah Atas Sederajat
94g | Peningkatan Pemahaman, Penghayatan | po vino0n Kelembagaan Tilawatil Quran
dan Pengamalan Alquran
Peningkatan Pemahaman, Penghayatan | Peningkatan Kualitas Tenaga Pelatihan/Juri
249 . ;
dan Pengamalan Alguran Tilawatil Quran
o50 | Peningkatan Pemahaman, Penghayatan | o 10000 tmam Hafidz pada Masjid
dan Pengamalan Alquran
951 Peningkatan Pemahaman, Penghayatan Pelaksanaan MTQ
dan Pengamalan Alquran
Peningkatan Pemahaman, Penghayatan | Pelatihan/Training Center Peserta MTQ/STQ
252 . -
dan Pengamalan Alquran Tingkat Nasional
953 Peningkatan Pemahaman, Penghayatan | Pemberangkatan Kafilah Mengikuti MTQ/STQ
dan Pengamalan Alquran Tingkat Nasional dan Internasional
Peningkatan Kualitas Kehidupan | Working Group Penyelesaian Permasalahan
254 ; ,
Beragama dan Toeleransi Umat Beragama | Syariat Islam
255 | Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam Pemr_lgkatan Kualitas Dakwah dan Penyemarakan
Syariat Islam
256 | Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam Pembinaan Dai Perbatasan dan Daerah Terpencil
257 | Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Dai dan

Koordinator Lapangan
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No Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan
258 | Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam | Lompinaan  Warga  Binaan  Lembaga
Pemasyarakatan
259 | Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam Pelatihan Takmir Mesjid
260 | Pembinaan Dakwah dan Syariat [slam Pelaksanaan Cerdas Cermat Syariat Islam
261 | Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam Pembinaan Gampong Percontohan Syariat
262 | Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam Penyelenggaraan Pengajian di Gampong
Pengkajian, Pengembangan dan | Pemasyarakatan dan Penyebaran Informasi
263 . . X
Pembinaan Syariat Islam Keislaman
. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Imeum
Pengkajian, Pengembangan dan . .
264 Pemgbi ri]aan Syariat Isglam & ?:{aasrﬁd /Meunasah dalam Pelaksanaan Syariat
265 Pengk’ajlan, .Pengembangan dan Pembinaan Keluarga Islami
Pembinaan Syariat Islam
Pengkajian, Pengembangan dan | Pembinaan Pelaku Ekonomi Mikro/Kecil Berbasis
266 . . :
Pembinaan Syariat Islam Syariah
Pengkajian, Pengembangan dan | Pelatihan Penyelenggaraan Fardu Kifayah/Tajhiz
267 . .
Pembinaan Syariat Islam Mayat
268 Pengkajian, Pengembangan dan | Pembinaan Badan Kemakmuran
Pembinaan Syariat Islam Masjid/Meunasah/ Mushalla
Pengkajian, Pengembangan dan . . .
269 Pembinaan Syariat Islam Pembinaan Qari Qariah
270 Penglfa.]lan, lPengembangan dan Pembinaan Hafizh Hafizhah
Pembinaan Syariat Islam
p7) | Pengkajian, — Pengembangan — dan | po .0 000 Beasiswa bagi Qari/Hafidz
Pembinaan Syariat Islam
Penguatan, Pengembangarn,
272 | Pemberdayaan dan Peningkatan Kerja | Penyuluhan Regulasi Syariat Islam
Sama Peradilan Syariat Islam
Penyelenggaraan Peribadatan d‘_e}n Pembinaan Kelembagaan Pendidikan dan Dakwah
273 | Pengembangan  Kelembagaan  Masjid ..
pada Masijid Agung Daerah
Agung Daerah
Penyelenggaraan Peribadatan dan I . ..
274 | Pengembangan Kelembagaan Masjid Bimbingan Teknis Petugasan IT Masjid Agung
Daerah
Agung Daerah
Penyelenggaraan ~ Peribadatan dan | o upon Putor Pendidikan Al-quran di Masjid
275 | Pengembangan  Kelembagaan  Masjid
Agung Daerah
Agung Daerah
976 Peningkatan Sumber Daya dan Peran | Pembinaan Badan Otonom Majelis
Ulama Permusyawaratan Ulama
o77 | pemingkatan Sumber Daya dan Peran | pengidican Kader Ulama
078 Peningkatan Sumber Daya dan Peran | Penterjemahan Kitab Berbahasa Arab dan
Ulama Pengadaannva
279 | [hinglatan Sumber Daya dan Peran | . 4wah/Mubahasah llmiah
280 E‘i;rffkatan Sumber Daya dan Peran Socsialisasi Fatwa dan Hukum Islam
281 Peningkatan Sumber Daya dan Peran Kajian Pedoman Keagamaan
Ulama
282 E‘;’Eﬁgkatﬁn Sumber Daya dan Peran | p.ji4ikan Kader Ulama
283 | Silaturahmi Ulama-Ulama Lokakarya Ulama Umara Bidang Muamallah
084 | Peningkatan =~ Kualitas  dan  AKSES | gia)isagi dan Edukasi Kesadaran ZISWAF
Informasi Baitul Mal
285 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
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B. KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN PRIORITAS SERTA KEGIATAN DAN
SUBKEGIATAN PENDUKUNG YANG DIDANAI DARI DAU BIDANG KESEHATAN

Kesehatan untuk Provinsi

1. Rincian Kegiatan dan Subkegiatan Prioritas yang Didanai dari DAU Bidang

No.

Uraian Kegiatan

Uraian Subkegiatan

Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana,
Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP
Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat
Daerah Provinsi

Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan
Prasarana Pendukungnya )

Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana,
Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP
Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat
Daerah Provinsi

Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya

Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana,
Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP
Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat
Daerah Provinsi

Pengembangan Rumah Sakit

Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana,
Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP
Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat
Daerah Provinsi

Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya

Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana,
Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP
Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat
Daerah Provinsi

Pengembangan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan

Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana,
Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP
Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat
Daerah Provinsi

Pengembangan Pendekatan Pelayanan
Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan
Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan
Berbasis Telemedicine, dll}

Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana,
Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP
Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat
Daerah Provinsi

Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas
Kesehatan Regional/Regional Maintainance
Center

Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana,
Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP
Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat
Daerah Provinsi

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas

Kesehatan Lainnya

Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana,
Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP
Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat
Daerah Provinsi

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit

10

Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana,
Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP
Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat
Daerah Provinsi

Pengadaan Alat Kesehatan/Alat
Medik Fasilitas Layanan Kesehatan

Penunjang

11

Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana,
Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP
Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat
Daerah Provinsi

Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan

Kesehatan

12

Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana,
Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP
Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat
Daerah Provinsi

Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan

Kesehatan

13

Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana,
Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP
Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat
Daerah Provinsi

Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi

14

Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana,
Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP
Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat

Daerah Provinsi

Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya {Sprei,
Handuk dan Habis Pakai Lainnya)

jdih.kemenke:.Zo.id
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No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana,

15 Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP | Pengadaan dan  Pemeliharaan  Alat-Alat
Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat | Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan
Daerah Provinsi
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana,

16 Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP | Pengadaan Barang Penunjang Operasional
Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat | Rumah Sakit
Daerah Provinsi
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana,

17 Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP | Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang
Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat { Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
Daerah Provinsi
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana,

18 Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP | Pemeliharaan  Sarana  Fasilitas Layanan
Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat | Kesehatan
Daerah Provinsi
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana,

19 Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP | Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan
Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat | Kesehatan
Daerah Provinsi
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana,

20 Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP | Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan
Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat | Kesehatan
Daerah Provinsi
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, . . .
Pragarana dan Alat Kesehsi‘.an untuk UKP Distribusi  Alat quehatan, Obat, va%(?'m’

21 . . . Makanan dan Minuman serta Fasilitas
Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat K .

. esehatan Lainnya
Daerah Provinsi
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana,

29 Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP | Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan
Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat | Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
Daerah Provinsi
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana,

23 Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP | Distribusi Bahan Medis Habis Pakai {(BMHP) ke
Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat | Kabupaten/Kota
Daerah Provinsi
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis

g4 | Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP | b1 0" "Bapan  Medis Habis Pakai, Vaksin,
Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Mak dan Mi ke Fasili

. akanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan
Daerah Provinsi
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP | Pengelolaan  Pelayanan  Keschatan  bagi

25 | Ryjukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat | Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat
Daerah Provinsi Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP | Pengelolaan Pelayvanan Kesehatan bagi

26 | Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat [ Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa
Daerah Provinsi (KLB})

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP

27 | Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
Daerah Provinsi
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP .

28 Ruj‘ikan, UKN?( dan UKM Rujukan Tingkat ?engelolgan Pelayanan  Kesehatan  Usia

o rodulktif
Daerah Provinsi
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP

29 | Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut
Daerah Provinsi
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP .

30 Rujgkan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat ifngd"laa“ Pelayanan  Keschatan — Gizi

. asyarakat
Daerah Provinsi
31 Ef:jlg iif?%éﬁ %T;n gl{;i:hlga?gkgﬁt%lfngli F,: gf]:ngelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan
L ahraga
Daerah Provinsi
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP
32 | Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

Daerah Provinsi
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No. Urajan Kegiatan Uraian Subkegiatan
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP
33 | Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
Daerah Provinsi
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal,
34 { Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat | Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional
Daerah Provinsi Lainnya
Penyediaan Layanan Kesehatan un
35 Rujﬁ kan, UKMy dan UKM Rujukgnu’;‘li{nlgjlg 1: i’dengelolaan F_’elayanan Kesehatan Penyakit
Daerah Provinsi enular dan Tidak Menular
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP
36 | Ryjukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji
Daerah Provinsi
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP
37 | Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat l‘I:'de:r*lgf-ilolaan PeIayanal_l Kesehatan Orang dengan
Daerah Provinsi asalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP
38 | Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Ei‘;fiﬁ’i?;’f;‘gi“an Kesehatan Orang dengan
Daerah Provinsi
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP
39 | Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus
Daerah Provinsi
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP
40 | Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
Daerah Provinsi
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP
41 | Ruyjukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat | Pengelolaan Surveilans Kesehatan
Daerah Provinsi
as E‘iﬁi‘;ﬁ‘a’aﬁyﬁ? gﬁ;ﬁﬁ?ﬂ&g“}?ﬂgﬁ; Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM
Daerah Provinsi Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP .
43 | Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat | Lompinaan  Pelaksanaan Upaya Pelayanan
Daerah Provinsi Kesehatan
44 E?J?iiiia%é‘i{yzzin [Ifﬁifh;a?ﬂkZEt%?ngli Pt) Verifikasi (_:1an P_enilaian Kelayakan Puskesmas
Daerah Provinsi untuk Registrasi Puskesmas
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP | Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca
45 | Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat | Imunisasi dan Pemberian Obat Massal cleh
Daerah Provinsi Kabupaten /Kota
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP
46 | Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat | Operasional Pelayanan Rumah Sakit
Daerah Provinsi
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Penvediaan dan Pengelolaan Sistem
47 | Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat P Y &
Daerah Provinsi enanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP
48 | Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat | Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik
Daerah Provinsi
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP | Pengambilan dan  Pengiriman  Spesimen
49 | Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat | Penyakit Potensial KLB ke Lab
Daerah Provinsi Rujukan /Nasional
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP
50 | Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat | Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan
Daerah Provinsi
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP
51 | Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat | Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Daerah Provinsi
52 Penyelenggaraan .Slstem . Informasi Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Kesehatan Secara Terintegrasi
53 Eeny elenggaraan _S1stem . Informas Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
eschatan Secara Terintegrasi
54 Penyelenggaraan Sistem Informasi | Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi

Kesehatan Secara Terintegrasi

Kesehatan dan Jaringan Internet
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No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan { Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak
55 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat | Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan
Daerah Provinsi Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan
56 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat | Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit
Daerah Provinsi
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Peninekat Mut Pel Fasili
57 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat crungkatan utd clayanan asilitas
Daerah Provinsi Kesehatan
58 Ef;ﬁﬁz?;a;;ehi::stigﬁk ISJt;{ﬁb;;ﬂ [La}}{’g Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia
Provinsi Kesehatan
Perencanaan Kebutuhan Sumber Da L ;
59 | Manusia Kesehatan untuk UKM dan UI){rg DlStI‘lb?.lSl dan Pemerataan Sumber Daya
Provinsi Manusia Kesehatan
Pengembangan Mutu dan Peningkatan . . - .
60 | Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia genn]';gka];an MKomp_eth:élm h dan  Kualifikasi
Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi umber Daya Manusia Keschatan
Pengembangan = Mutu dan  Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya
61 | Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Manusia Kesehatart & ¥
Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak
62 | Farmasi {(PBF) Cabang dan Cabang Penyalur | Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan
Alat Kesehatan {PAK) Cabang PAK
Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar | Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan
63 | Farmasi (PBF} Cabang dan Cabang Penyalur | Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK
Alat Kesehatan (PAK) Berbasis Elektronik
64 Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional iﬁ?gﬁdi};ﬁrgﬁ;ﬂ P?zr}ﬁaws z:ga Se;;iﬂﬁ%iili
(UKOT) Tradisi
radisional
Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional | Lcnyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan
65 Tindak Lanjut Pengawasan lzin UKOT Berbasis
(UKOT) El .
ektronik
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Upaya Advokasi _ Kesehatan,
66 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, ‘Peran
. g . yarasa Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat
Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi serta yarak &
Daerah Provinsi
Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan
67 Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan
Sehat dalam rangka Promotif Preventif | Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
Tingkat Daerah Provinsi
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya
68 | Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat | Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM
(UKBM] Tingkat Daerah Provinsi
Pembinaan dan dukungan sumber dayva
yangdibutuhkan dalam pelaksanaan | Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui
69 : akreditasi seluruh puskesmas, dan rumah | Akreditasi
sakit milik Pemerintah Daerah | puskesmas dan rumah sakit di Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
70 Dukungan pelaksanaan akreditasi fasilitas | Peningkatan Mutu fasilitas pelayanan

pelayanan kesehatan lain kabupaten/ kota

kesehatan lain kabupaten/ kota

2. Rincian Kegiatan dan Subkegiatan
Bidang Kesehatan untuk Provinsi

Pendukung vang Didanai dari DAU

No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Pemicuan Perllakg Hidup Ber.SIh dan Sehat
1 . . : (PHBS) dan Pembinaan Penyediaan Prasarana
Limbah Domestik Regionat
Cubluk
9 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi | Respon Cepat Kejadian Luar Biasa

Korban Bencana

Penyakit/Wabah Zoonosis Pricritas
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No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan
3 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi | Respon Cepat Bencana Non ALam
Korban Bencana Epidemi/Wabah Penyakit
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang .
4 | Disabilitas Terlantar di dalam Panti Penyediaan Sandang
5 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam
Disabilitas Terlantar di dalam Panti Panti
6 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual
Disabilitas Terlantar di dalam Panti dan Sosial
7 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang | Pemberian Bimhingan Aktivitas Hidup Sehari-
Disabilitas Terlantar di dalam Panti Hari
3 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang g?(;);dma;h galn: ‘Slsnlcl"c);u%asx ?laksaléaan
Disabilitas Terlantar di dalam Panti cang ehabrilasl wosial Dasar Fenyandang
Disahilitas TerlAntar
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di .
9 - Penyediaan Makanan
dalam Panti
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di .
10 . Penyediaan Sandang
dalam Panti
11 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam
dalam Panti Panti
19 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual
dalam Panti dan Sosial
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Koordinasi, Smqumsa§1 d.":m Pembinaan
13 . Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak
dalam Panti . .
TerlAntar di dalam Panti
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia .
14 Terlantar di dalam Panti Penyediaan Permakanan
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia ,
15 Terlantar di dalam Panti Penyediaan Sandang
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia .
16 Terlantar di dalam Panti Penyediaan Alat Bantu
17 Rehabhilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam
Terlantar di dalam Panti Panti Sosial
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual
18 . A .
Terlantar di dalam Panti dan Sosial
19 Rehablh.taS{ Sosial Dasa}r Gelandangan dan Penyediaan Permakanan
Pengemis di dalam Panti
Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan .
20 Pengemis di dalam Panti Penyediaan Sandang
91 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam
Pengemis di dalam Panti Panti
oD Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual
Pengemis di dalam Panti dan Sosial
Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang
93 Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Penvediaan Permakanan
Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Y
dalam Panti
Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) .
24 Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Penyediaan Sandang
dalam Panti
Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang
925 Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam
Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di | Panti
dalam Panti
Rehabilitasi  Sosial bagi Penvandang
26 Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) : Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual

Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di

dalam Panti

dan Sosial
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Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam .
27 den SosialgProvinsi Penyediaan Permakanan
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam .
28 | Jan Sosial Provinsi Penyediaan Sandang
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan
29 Pencegahan Pencemaran dan/atau | Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup
Kerusakan Lingkugan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air,
Udara, dan Laut
Pencegahan Pencemaran dan/atau Koorcllna&n‘, Sml:;r_omsam dan Pelaksa_lr_laarf
30 Kerusakan Lingkugan Hidup Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi
dan Adaptasi Perubahan Iklim
31 Pencegahan Pencemaran dan/atau | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup
Kerusakan Lingkugan Hidup Provinsi
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran
32 P?nanggulanggn Pencemaran Kerusakan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada
Lingkungan Hidup
Masyarakat
Penanggulangan Pencemaran Kerusakan | Pengisclasian Pencemaran dan/atau Kerusakan
33 . i ) .
Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup
Penanggulangan Pencemaran Kerusakan | Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan
34 X . ) .
Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup
35 Pemulihan Pencemaran dan/atau | Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian
Kerusakan Lingkungan Hidup Sumber Pencemaran
36 Pemulihan Pencemaran dan/atau | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan
Kerusakan Lingkungan Hidup Unsur Pencemar
. . Fasititasi Pemenuhan Komitmen [zin
Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah . . .
37 | Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Pf:ngumpulan Limbah B3 Dl?a_ksanakan Melalui
Provinsi Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik
. . Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan
Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah | ;. .
Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam
38 | Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah
Provinsi rangka Pengangkutan, Pemanfaatan,
ovinsi .
Pengolahan, dan/atau Penimbunan
39 Pemetaan Perkiraan Pengendalian | Pemetaan Program Kependudukan, Keluarga
Penduduk Cakupan Daerah Provinsi Berencana dan Pembangunan Keluarga
40 Pemetaan Perkiraan Pengendalian | Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga
Penduduk Cakupan Daerah Provinsi Berencana dan Pembangunan Keluarga
Pengembangan Desain Program,
Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi,
41 Komunikasi, Informasi dan Edukasi [KIE} | Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan
Pengendalian Penduduk dan Keluarga | Reproduksi
Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya
Lokal
Pembe'rda_\;faan dan Penmgkata}n Peran serta Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama
Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah S
42 o Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan
Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan .
. dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
Pembinaan Kesertaan Ber-KB
Penataan Persebaran Penduduk yang
43 | Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Pelayanan Kesehatan Transtnigran
dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
44 | Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual
45 | Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual
Fasilitasi Pengembangan Keseiahteraan Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi
46 | pobt Pl mfn Dasaf J dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan
Y aya Rakyat Bidang Kesehatan
47 Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan | Penyediaan Dana General Check-up Pimpinan
Daerah dan Anggota DPR PB
48 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

dan Kependudukan
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49 Peningkatan Kesejahteraan Rakyat, | Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kota
Perekonomian dan Pembangunan Sehat di Kabupaten

50 | Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam Pembinaan Mental Spritual  Siswa/Siswi

Sekolah Menengah Atas Sederajat

Kesehatan untuk Kabupaten/Kota

3. Rincian Kegiatan dan Subkegiatan Prioritas yang Didanai dari DAU Bidang

No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan
1 Ei?ﬂ id;??;{ };ﬁhfjaﬁppﬁﬁjgzgggSSE?EE Eimbangunan Rumah 3Sakit beserta Sarana dan
Kabupaten /Kota asarana Pendukungnya
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
2 | untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah | Pembangunan Puskesmas
Kabupaten/Kota
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
3 | untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
Kabupaten/Kata
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
4 | untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah | Pembhangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
Kabupaten/Kota
Penyediaan Fasilitas Pelayvanan Kesehatan
S | untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah | Pengembangan Rumah Sakit
Kabupaten/Kota
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
¢ | untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah | Pengembangan Puskesmas
Kabupaten/Kota
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
7 | untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah | Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
Kabupaten/Kota
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
& [ untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
Kabupaten/Kota
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Keschatan
9 | untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
Kabupaten/Kota
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rehabilitasi  dan  Pemeliharaan  Fasilitas
10 | untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah )
Kesehatan Lainnya
Kabupaten /Kota
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan | p . yiieooi dan Pemeliharaan Rumah Dinas
11 | untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah
Tenaga Kesehatan
Kabupaten/Kota
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan
12 | untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah
Kesehatan
Kabupaten/Kota
13 Et::i idﬁgd Zﬁllba;PpﬁLagr'gS:Sg;(rfSBEZEZE Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas
Kabupaten/Kota Pelayanan Kesehatan
P
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang
14 | untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah ” i
Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Kabupaten/Kota
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
15 | untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah | Pengadaan dan Perneliharaan Alat Kalibrasi
Kabupaten/Kota
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
16 | untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah | Pengadaan Obat, Vaksin
Kabupaten/Kota
Penvediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
17 | untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah | Pengadaan Bahan Habis Pakai

Kabupaten/Kota
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Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan P lih S Fasili
18 | untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah | (o00 h8raan  Sarana  Fasilitas Pelayanan
Kabupaten/Kota esenatan
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan .
19 | untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah | [ omciharaan Trasarana  dan  Pendukung
Kabupaten/Kota asilitas Pelayanan kesehatan
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Pemeliharaan Rutin  dan  Berkala  Alat
20 { untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah | Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas
Kabupaten/Kota Pelayanan Kesehatan .
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan l]\)ﬂ1s§1bu§1 g'lat I;eiehat%nﬁgll;)at, I\\;Eadlzsm’ Balc-;an
21 | untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah cols  Habls  raxal ( )y anan  dan
Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas
Kabupaten/Kota .
Kesehatan Lainnva
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan
22 | untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah | Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan
Kabupaten/Kota Minuman di Fasilitas Kesehatan
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
23 {dan UKP Rujukan Tingkat Daerah | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
24 dan UKP Ruyjukan Tingkat Daerah | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM .
25 | dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru
Lahir
Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
26 |dan UKP Rujukan Tingkat Daerah | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
Kabupaten /Kota
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM .
27 |dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Pengf:lc?laan Pelayanan Kesehatan pada Usia
Pendidikan Dasar
Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM .
28 | dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Pengelo]gan Pelayanan Kesehatan pada Usia
Produktif
Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM .
29 |dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Een_ge]olaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
anjut
Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM .
30 |dan UKP Rujukan Tingkat Daerah IF;?neg::;);aS?n Pelayanan Kesehatan Penderita
Kabupaten/Kota P
Penyediaan Lay anan Kesehe'ttan untuk UKM Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita
31 (dan UKP Rujukan Tingkat Daerah ; .
Diabetes Melitus
Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
32 |dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Pengelolaan _Pelayanan Kesehatan Orang dengan
Gangguan Jiwa Berat
Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
33 |dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Pengelolaan Pelay‘anan Kesehatan Orang
Terduga Tuberkulosis
Kabupaten /Kota
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
34 |dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Pt?qge]olagn Pela‘yanan Kesehatan Orang dengan
Risiko Terinfeksi HIV
Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan  bhagi
35 [dan UKP Rujukan Tingkat Daerah | Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa
Kabupaten/Kota (KLB)
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi
36 [dan UKP Rujukan Tingkat Daerah | Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat
Kabupaten/Kota Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM .
37 |dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi
Masyarakat
Kabupaten/Kota
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Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM .
38 |dan UKP Rujukan Tingkat Daerah gfl:n}%elolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan
Kabupaten/Kota ahraga
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
39 |dan UKP Rujukan Tingkat Daerah | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
40 ldan UKP Rujukan Tingkat Daerah | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
Kabupaten /Kota
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM | Pengeloclaan Pelayanan Kesehatan Tradisional,
41 |dan UKP Rujukan Tingkat Daerah | Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional
Kabupaten/Kota Lainnya
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
42 | dan UKP Rujukan Tingkat Daerah | Pengelolaan Surveilans Kesehatan
Kabupaten/Kota
Penyediaan Lay anan Kesehgtan untuk UKM Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan
43 |dan UKP Rujukan Tingkat Daerah .
Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM .
44 |dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan
NAPZA
Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
45 | dan UKP Rujukan Tingkat Daerah | Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
Kabupaten /Kota
Penyediaan Layar_Lan Kesehgtan untuk UKM Pengelolaan Upaya Pengurangan Risike Krisis
46 {dan UKP Rujukan Tingkat Daerah o
Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan
Kabupaten /Kota
Penyediaan Layar.lan Keseh:.atan untuk UKM Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan
47 |dan UKP Rujukan Tingkat Daerah | ...
Tidak Menular
Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
48 | dan UKP Rujukan Tingkat Daerah | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
Kabupaten/Kota
Penyediaan Layar_lan Kesehgtan untuk UKM Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di
49 |dan UKP Rujukan Tingkat Daerah F
asyankes dan Sekolah
Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit
50 |dan UKP Rujukan Tingkat Daerah | Potensial KLB ke Laberatorium
Kabupaten/Kota Rujukan/Nasional
Penvediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
51 |dan UKP Rujukan Tingkat Daerah | Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM . . . . s
52 |dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan
Kesehatan
Kabupaten /Kota
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
53 [dan UKP Rujukan Tingkat Daerah | Pengelolaan Penelitian Kesehatan
Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
54 [ dan UKP Rujukan Tingkat Daerah | Operasional Pelayanan Rumah Sakit
Kabupaten /Kota
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
55 [dan UKP Rujukan Tingkat Daerah | Operasional Pelayanan Puskesmas
Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM - .
56 |dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Eap;irr?s;onal Pelayanan Fasilitas Kesehatan
Kabupaten/Kota Y
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM | | o001 Akreditasi Fasilitas Kesehatan di
57 |dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota
Kabupaten/Kota P
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan
58 |dan UKP Rujukan Tingkat Daerah | (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan
Kabupaten/Kota Pemberian Obat Massal)
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59 szlrllyed[l?;; La)l;?gﬁlzaieSe}’;‘?r‘izllia]intugagiﬂ ‘P;?likianaan Kewaspadaan Dini dan Respon
Kabupaten/Kota aba
60 g;r;yed;?;; Laﬁi?j;aie Se}%?;zﬁaintugagi% genyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan
Kabupaten /Kota awat Darurat Terpadu (SPGDT)
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM Pengelola ) kesehat d
61 | dan UKP Rujukan Tingkat Daerah g an peiayanail kesehatan orang dengan
Kabupaten /Kota Tuberkulosis
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM Pengelolaan vel Kkeseh d
62 | dan UKP Rujuken Tingkat Daerah g pelayanan kesehatan orang dengan
Kabupaten/Kota HIV (ODHIV)
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
63 |dan UKP Rujukan Tingkat Daerah | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria
Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
64 | dan UKP Rujukan Tingkat Daerah | Pengelolaan Kawasan tanpa rokok
Kabupaten/Kota
65 Eigg E{:tzigggiaaﬁa Teriiltifgiglsi Informas Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
66 Eiggﬁ:tZigEZiz?a Teri::itg?:si Informasi Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
67 Penyelenggaraan Sistem Informasi | Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi
Kesehatan Secara Terintegrasi Kesehatan dan Jaringan Internet
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Pen_gendahan dan Penga}\‘fasan serta dea_k
68 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut Pengawasan. .Perlzman Rumah Sakit
Daerah Kabupaten/Kota Ke}as C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Lainnya
Penerbitan [zin Rumah Sakit Kelas C, D dan | Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan
69 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah
Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten /Kota
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan . ..
70 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas
Y & Kesehatan
Daerah Kabupaten/Kota
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan .
71 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Penyiapan Perumusan_ dan  Pelaksanaan
Y g Pelayanan Kesehatan Rujukan
Daerah Kabupaten/Kota Y J
72 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di | Pengendalian  Perizinan  Praktik  Tenaga
Wilayah Kabupaten/Kota Kesehatan
Pemberian Izin Praktik T Kesehatan di Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan
73 ‘;’.m eriat zin Fraxtix fenaga fesehatan i serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga
ilayah Kabupaten/Kota Keseh
eschatan
Perencanaan Kebutuhan dan
74 Pendayagunaan Sumber Daya Manusia | Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan
Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayal | Sumber Daya Manusia Kesehatan
Kabupaten /Kota
Perencanaan Kebutuhan dan
75 Pendayagunaan Sumber Daya Manusia | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia
Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah | Kesehatan Sesuai Standar
Kabupaten/Kota
Perencanaan Kebutuhan dan
76 Pendayagunaan Sumber Daya Manusia | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya
Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah | Manusia Kesehatan
Kabupaten/Kota
Pengembangan Mutu dan Peningkatan | Pengembangan Mutu dan  Peningkatan
77 | Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia | Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia
Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Een.ge?d;ha“ dan Pegg"’?“.'as"’m Jerta T”,}dik
78 | Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat anju engawasan renzipan  apoiex, “oxo

Tradisional (UMOT])

Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha
Mikro Obat Tradisional (UMOT)
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Pemberian Izin Apotek, Toko Ohat, Toko Alat gf:n()i/e](jia;n .din F],D engelolaan [I)a_Lta Perizirliaanin
79 | Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat | -dak lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko
Tradisional (UMOT) Ol_jat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha
Mikro Obat Tradisional (UMOT)
Pemberian lIzin Apotek, Toko Obat, Toko Alat | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen lzin Apotek,
80 | Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat | Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal,
Tradisional (UMOQT} Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak
81 Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu | Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat
dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga | Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1
Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga | Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana { Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak
a2 Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu | Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan
dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga | Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan
Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga | Rumah Tangga
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Pengendahan dan Peng_awasan sertal Tindak
. Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan
Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT .
. . . Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT
83 | sebagai Izin Produksi, untuk Produk o .
. sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan
Makanan Minuman Tertentu yang Dapat . : .
) . . Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi cleh
Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga .
Industri Rumah Tangga
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi | L cngendalian dan Pengawasan serta Tindak
Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik
Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)] antara L A
84 : Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan
lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran .
dan Depot Air Minum (DAM] (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah
P Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
Penerbitan  Stiker Pembinaan  pada | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak
85 ! Makanan Jajanan dan Sentra Makanan | Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada
Jajanan Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil | Pemeriksaan Post Market pada Produk
86 Pemeriksaan Post Market pada Produksi ;| Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga
dan Produk Makanan Minuman Industri | yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak
Rumah Tangga Lanjut Pengawasan
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil
87 Pemeriksaan Post Market pada Produksi | Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut
dan Produk Makanan Minuman Industri | Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga
Rumah Tangga
Advpkam, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatarn Upaya  Promosi  Kesehatan,
Peningkatan Peran serta Masyarakat dan . ;
88 . . Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan
Lintas Sektor Tingkat Daerah Masvyarakat
Kabupaten/Kota Y
89 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif | Penyelenggaraan Promesi Kesehatan dan
Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam
90 Pelaksanaan Sechat dalam rangka Promotif | Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan
Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup
Bersih dan Sehat
91 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif, ECE;EII?gc;ae’:zﬁa;alg}rllnaen[?rgnasrf Sllllfeldit?;( ﬁ
Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | “F galam peng
minum dan sanitasi aman
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan
92 | Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat | dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber
(UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Daya Masyarakat (UKBM}
Pembinaan dan dukungan sumber daya
yang dibutuhkan dalam pelaksanaan | Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui
93 | akreditasi seluruh puskesmas, dan rumah | Akreditasi
sakit milik | puskesmas dan rumah sakit di Kabupaten/Kota
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
04 Dukungan pelaksanaan akreditasi fasilitas | Peningkatan Mutu fasilitas pelayanan kesehatan

pelayanan kesehatan lain kabupaten/ kota

lain kabupaten/ kota
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4. Rincian Kegiatan dan Subkegiatan Pendukung yang Didanat dari DAU

Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota

No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan
1 | Limbah Domestik dalam Daerah | Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air | Supervisi Pembangunan /Rehabilitasi/
2 | Limbah Domestik dalam Daerah | Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air
Kabupaten/Kota Limbah Domestik Terpusat Skala Kota
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air . .
3 |Limbah  Domestik  dalam  Daerah | poiioongunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan
Kabupaten/Kota ir Limbah Terpusat Skala Kota
Pengelelaan dan Pengembangan Sistem Air | Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem
4 | Limbah Domestik dalam Daerah | Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat
Kabupaten/Kota Skala Kota
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air | Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem
5 | Limbah Domestik dalam Daerah | Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat
Kabupaten/Kota Skala Permukiman
Pengelolaan dan Pengembangan Sistern Air . .
& | Limbah Domestik dalam Daerah Eeglbalmgu na‘lsn{Peny t-idlaan Sub Ststem
Kabupaten/Kota engotahan setempa
7 Efangelolaan dan Pe_ngembangan Sistem Air Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah
imbah Domestik dalam Daerah )
Domestik
Kabupaten /Kota
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air | Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat
8 | Limbah Domestik dalam Daerah | terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air
Kabupaten/Kota Limbah Domestik
Pgngelolaan dan Pe_ngembangan Sistem Air Pengembangan SDM  dan  Kelembagaan
9 | Limbah Domestik dalam Daerah o ,
Kabupaten /Kota Pengelolaan Air Limbah Domestik
p
Pfengelolaan dan Pe.ngembangan Sistem Air Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan
10 | Limbah Domestik dalam Daerah | .0, ;
Air Limbah Domestik
Kabupaten /Kota
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air | Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi
11 | Limbah Domestik dalam Daerah | /Peningkatan/Perluasan Sistemn Pengelolaan Air
Kabupaten/Kota Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman
Pfingelolaan dan Pepgembangan Sistem Air Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan
12 | Limbah Domestik dalam Daerah | .7, .
Air Limbah Terpusat Skala Permukiman
Kabupaten/Kota
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air
13 | Limbah Domestik dalam Daerah | Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja
Kabupaten/Kota
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air
14 | Limbah Domestik dalam Daerah | Penyvediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja
Kabupaten /Kota
15 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi | Respon Cepat Kejadian Luar Biasa
Korban Bencana Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas
16 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi| Respon Cepat Bencana Non Alam
Korban Bencana Epidemi/Wabah Penyakit
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang
17 Disahilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual,
Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis | dan Sosial
di Luar Panti Sosial
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga
18 Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut | Penyandang  Disabilitas  Terlantar, Anak
Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis | Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta
di Luar Panti Sosial Gelandangan Pengemis dan Masvarakat
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah
19 Ei:&gﬁlgﬁ}ﬁﬁfg lgéghg;{s%ka&?lﬁﬁ Z?;ﬁg Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti
Sosial
20 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual,
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan | dan Sosial
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No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan
Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti
Sosial
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga
21 Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti | (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan
Sosial NAPZA
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan . .
22 | Korton HIV/AIDS da£1 NAP]ZA di Luar Panti | Pemberian Layanan Rujukan
Sosial
Perlindungan Scsial Korban Bencana Alam .
23 dan SosiaIgKabupaten /Kota Penyediaan Makanan
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam .
24 dan Sosial Kabupaten/Kota Penyediaan Sandang
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan
25 Perempuan Korban  Kekerasan yang | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi
Memerlukan Koordinasi Kewenangan | Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
p Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan
encegahan Pencemaran dan/atau . .
26 | Kerusakan Lingkungan Hidup gf;ncegahan Pencemaran ngkungan Hldl_lp
Kabupaten/Kota ilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air,
Udara, dan Laut
Pencegahan Pencemaran dan/atau | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan
27 | Kerusakan Lingkungan Hidup | Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi
Kabupaten/Kota dan Adaptasi Perubahan Iklim
28 Eencegahan Per_memaran dan/ atau Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup
erusakan Lingkungan Hidup Kabupaten /Kota
Kabupaten/Kota
Penanggulangan Pencemaran dan/atau | Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran
29 | Kerusakan Lingkungan Hidup | dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada
Kabupaten/Kota Masvarakat
Penanggulangan Pencemaran dan/atau . .
30 | Kerusakan Lingkungan Hidup Efr?ggﬁiﬂa:f% il:iencemaran dan/atau Kerusakan
Kabupaten/Kota g up
31 Eenanggulangan l?encemaran dan/ atau Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan
erusakan Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup
Kabupaten/Kota
Pemulihan Pencemaran dan/atau Koordi i d Sinkronisasi Penghenti
39 | Kerusakan Lingkungan Hidup Soor 1nasi an inkronisasi enghentian
umber Pencemaran
Kabupaten/Kota
Pemulihan — Pencemaran — dan/atau | p 4.0 dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur
33 | Kerusakan Lingkungan Hidup P
encemar
Kabupaten/Kota
Fasilitas: Pemenuhan Komitmen Izin
Penyimpanan sementara Limbah B3
34 | Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan  Melalui Sistem  Pelayanan
Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  Secara
Elektronik
Verifikasi Lapangan untuk  Memastikan
35 | Penyimpanan sementara Limbah B3 Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan
Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin
36 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu} | Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui
Daerah Kabupaten/Kota Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik
Koordinasi dan  Sinkronisasi Pengelolaan
37 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu)} | Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam
Daerah Kabupaten/Kota rangka Pengangkutan, Pemanfaatan,
Pengolahan, dan/atau Penimbunan
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan
a8 Pemerintah  Daerah  Provinsi dengan | Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam
rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk

KKBPK

jdih.kemenkeu.gg.id




-61 -

No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan

39 ng;EZT; Perlg;?{alf;an Pengergia;l;:a Ezngolahan dan Pelaporan Data Pengendalian
Kabupaten/Kota pangan dan Pelayanan KB
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Pembinaan dan Pengawasan Pencatat d

40 | Penduduk Cakupan Daerah Pela p KI§ wasa catatan dan
Kabupaten/Kota poran rrogram BPK
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi,

41 Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian | Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders
Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya { dan Mitra Kerja
Lokal
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi,

4 Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian | Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)
Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya | Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal
Lokal
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi,

43 Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian | Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program
Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya | KKBPK
Lokal
pelaksanaan | Advokasi, - Komunikasl, | b0 dan KIE Program KKBPK Melalui Media

44 | ormas: dan Bukast (KIE) Pengendalian | \oon Getak dan Elektronik serta Media Luar

enduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya R
uang
Lokal
IPelaksangan Advokla SL, Komumkam’ Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan

45 | Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian |\ 1o") oin oo Sesuai Kearifan Budaya Lokal
Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budayva ny Y
Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, | Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program

46 Informast dan Edukasi (KIE) Pengendalian | KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan
Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya | (Rakorcam], Rapat Koordinasi Desa {Rakordes},
Lokal dan Mini Lokakarya (Minilok)

Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi,

47 Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai
Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya | Penyuluhan KKBPK
Lokal
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi,

Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian .

48 Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Pengendalian Program KKBPK
Lokal

49 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh | Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini
KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB]) Lapangan oleh PKB/PLKB

50 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh | Penyediaan Sarana Pendukung Operasional
KB/Petugas Lapangan KB (PKB/FPLKB) PKB/PLKB

Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan,

Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan

a1 E%ndpaﬁaguna;:n T?{ng ggKB Pllj’lggyuluh Programm KKBPK untuk Petugas Keluarga

/Petugas Lapangan ( / ) Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga
Berencana (PKB/PLKB)

50 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat
KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB} Pedesaan {IMP)

Pengendalian dan Pendistribusian | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat

53 Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta | Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan
Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah | KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan
Kabupaten/Kota dan Jejaringnya
Pengendalian dan Pendtstrll?usmn Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas
Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta o -

54 . Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana
Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Penunjang Pelayanan KB
Kabupaten/Kota
Pengendalian dan Pendistribusian

55 Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode
Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah | Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Kabupaten /Kota
56 Pengendalian dan Pendistribusian | Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi

Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta

Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP

jdih.kemenkeu.go./d
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No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan
Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah
Kabupaten/Kota
Pengendalian dan Pendistribusian
57 Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta izr:ﬁ_lasini? I{len (l:{ana K(;abutléhan Ala‘;dan (_Jbat
Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Sep okon) dan Sarana Penunjang
Pelayanan KB
Kabupaten /Kota
Pengendalian dan Pendistribusian
Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta . .
58 Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
Kabupaten/Kota
Pengendalian dan Pendistribusian
Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta . .
59 Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB
Kabupaten/Kota
Pengendalian dan Pendistribusian .
Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pembinaan Pelayanan .Kel.uarga. B erencana dan
60 . Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan
Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Termasuk Jarinean dan Jeiarin
Kabupaten/Kota rng an Jejanhgnya
Pengendalian dan Pendlstrll?uman Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi,
Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta . . s
61 . serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas
Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah .
Kesehatan dan Kelompok Kegiatan
Kabupaten /Kota
Pengendalian dan Pendistribusian
62 Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta | Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan
Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah | Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
Kabupaten /Kota
Pengendalian dan Pendistribusian
Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta .
63 Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak
Kabupaten/Kota
Pengendalian dan Pendistribusian
64 Kebutuzhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta | Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan
Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah | Pasca Keguguran
Kabupaten/Kota
Pengendalian dan Pendistribusian
Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta . .
65 Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Peningkatan Kesertaan KB Pria
Kabupaten/Kota
Pembe_rdayaan dan Pemngkata}n Peran Serta Penguatan Peran Serta Organisasi
Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah . ) .
Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam
66 | Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan .
: Pelaksanaan  Pelayanan dan  Pembinaan
Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-
KB Kesertaan Ber-KB
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta
Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di
67 | Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Kamoung KB
Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- pung
KB
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta
Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Pelaksanaan dan Pengelelaan Program KKBPK di
68 | Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Kampune KB
Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- pung
KB
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta
Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah
69 | Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan | Pembinaan Terpadu Kampung KB
Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-
KB
70 gﬁ}lf;fnaa“ Kebijakan  Kesejahteraan | p, oo Pengelolaan Bina Mental Spiritual
71 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan | Pencegahan COVID-19 di Tingkat Desa dan

Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

Kelurahan
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No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan
75 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan | Penanganan COVID-19 di Tingkat Desa dan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Kelurahan
79 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan | Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat
Pembatasan Kegiatan Masyarakat {PPKM) Desa dan Kelurahan
. . . . Pengadaan Pendukung Pelaksanaan
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan SO,
74 Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Penanganan COVID-19 di Tingkat Desa dan
Kelurahan
75 Administrasi Keuangan dan Operasional | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
76 I[‘)E’;;};;‘San Keuangan dan Kescjahteraan | po)o1 canaan Medical Check Up DPRD
77 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

C. KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN PRIORITAS SERTA KEGIATAN DAN
SUBKEGIATAN PENDUKUNG YANG DIDANAIJ DARI DAU BIDANG PEKERJAAN
UMUM

1. Rincian Kegiatan dan Subkegiatan Prioritas yang Didanai dari DAU Bidang

Pekerjaan Umum untuk Provinsi

No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegilatan
Pengelolaan SDA dan Bangunan | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen
1 | Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai | Lingkungan Hidup untuk Kenstruksi Bendungan,
Lintas Daerah Kabupaten/Kota Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
Pengelolaan SDA dan Bangunan | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen
2 | Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai | Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan
Lintas Daerah Kabupaten/Kota Air Baku
Pengelolaan SDA dan  Bangunan
3 | Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai { Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya
Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan SDA dan Bangunan
4 | Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai | Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku
Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan SDA dan Bangunan
5 | Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai | Pembangunan Unit Air Bakn
Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan SDA dan Bangunan
6 | Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai | Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya
Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan SDA dan  Bangunan .
7 | Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai | Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku
Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Pengeloclaan SDA dan Bangunan
8 | Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai | Rehabilitasi Unit Air Baku
Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan SDA dan_ Bangunar{ Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung
9 | Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Air Lainnva
Lintas Daerah Kabupaten/Kaota Y
Pengelolaan SDA dan  Bangunan : . .
10 | Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah Untuk

Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Air Baku

11

Pengelolaan SDA dan  Bangunan

Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai | Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku

Lintas Daerah Kabupaten/Kota

jdih.kemenkeu.go/id



-64 -

No.

Uraian Kegiatan

Uraian Subkegiatan

12

Pengelolaan SDA dan  Bangunan
Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai
Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku

13

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem
Irigasi Primer dan Sekunder pada
Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-
3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas
Daerah Kabupaten/Kota

Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen
Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan
Rawa

14

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem
Irigasi Primer dan Sekunder pada
Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-
3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas
Daerah Kabupaten/Kota

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan

15

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem
Irigasi Primer dan Sekunder pada
Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-
3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas
Daerah Kabupaten/Kota

Rehabilitasi Bendung Irigasi

16

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem
Irigasi Primer dan Sekunder pada
Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-
3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas
Daerah Kabupaten/Kota

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa

17

Pengembangan dan Pengelclaan Sistem
Irigasi Primer dan Sekunder pada
Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-
3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas
Daerah Kabupaten/Kota

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak

18

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem
Irigasi Primer dan Sekunder pada
Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-
3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas
Daerah Kabupaten/Kota

Rehabilitasi Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah

19

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem
Irigasi Primer dan Sekunder pada
Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-
3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas
Daerah Kabupaten/Kota

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah

20

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem
Irigasi Primer dan Sekunder pada
Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-
3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas
Daerah Kabupaten/Kota

Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Permukaan

21

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem
Irigasi Primer dan Sekunder pada
Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-
3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas
Daerah Kabupaten/Kota

Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi

22

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem
[rigasi Primer dan Sekunder pada
Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-
3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas
Daerah Kabupaten/Kota

Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa

23

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem
Irigasi Primer dan Sekunder pada
Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-
3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas
Daerah Kabupaten/Kota

Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak

24

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem
Irigasi Primer dan Sekunder pada
Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-
3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas
Daerah Kabupaten/Kota

Operasi dan Pemeliharaan Sumur Jaringan Irigasi
Air Tanah
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No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem
Irigasi Primer dan Sekunder pada . . . C s
25 | Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha- gge;im dan Pemelitharaan Jaringan Irigasi Air
3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas |
Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem s .
26 | Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas ?“’Ey‘{‘s‘s‘?ﬁ& Rencana, Kebijakan, Strategi dan
Kabupaten/Kota eRnis
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem | Supervisi
27 | Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas | Pembangunan/Peningkatan /Perluasan/Perbaikan
Kabupaten/Kota SPAM
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem . . N
28 | Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas E@n;barég%nantS1sth:<thenyed1aan Air Minum (SPAM)
Kabupaten/Kota intas Kabupaten/Kota
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem . . , , .
29 | Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas E?ntmg]f{afn S;sterr;( F;eny ediaan Air Minum (SPAM)
Kabupaten/Kota intas Kabupaten/Kota
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem
30 | Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas | Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan
Kabupaten/Kota
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem
31 | Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas | Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan
Kabupaten/Kota
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem ! Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem
32 | Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas | Penyediaan Air Minum {(SPAM) Lintas
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Pengelqlaan d{:m Pt.engembangan S1§ tem Peningkatan  Kapasitas Kelembagaan  Sistem
33 | Penyediaan Air Minum (SPAMj} Lintas - o
Penyediaan Air Minum (SPAM)
Kabupaten/Kota
Pengelqlaan dg.m Pr?ngembangan 81.Stem Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas
34 | Penyediaan Air Minum ({SPAM] Lintas Kabupaten /Kota
Kabupaten /Kota P
Pengelqlaan dgm Pf:ngembangan Sl? tem Survei dan Investigasi untuk Pengembangan SPAM
35 | Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas | .
Lintas Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem .
36 | Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas |} cyediaan Lahan untuk Pengembangan SPAM
Lintas Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem o .
37 | Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Pembentukan Organisasi Pengeloia SPAM Lintas
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
38 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan
Air Limbah Domestik Regional Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
39 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem | Pemicuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
Air Limbah Domestik Regional dan Pembinaan Penyediaan Prasarana Cubluk
40 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah
Air Limbah Domestik Regional Domestik (SPALD) Terpusat
41 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem | Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem
Air Limbah Domestik Regional Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional
. Supervisi
42 i?;lifrlg‘g)ainDdﬁezfirllg;??;?aglan Sistem Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan /Perluasan
an o g Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat
. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam
Pengeiolaan dan Pengembangan Sistem . . .
43 Air Limbah Domestik Regional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah
&l Domestik (SPALD)
44 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem | Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan
Air Limbah Domestik Regional Air Limbah Domestik
45 Pengelolaan dan Pengembangan Sistemn | Fasilitasi Kerja Penyelenggaraan Pengelolaan Air

Air Limbah Domestik Regional

Domestik {SPALD} Kabupaten/Kota
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No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan
46 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air
Air Limbah Domestik Regional Limbah Domestik (SPALD)
2. Rincian Kegiatan dan Subkegiatan Pendukung vang Didanai dari DAU
Bidang Pekerjaan Umum untuk Provinsi
No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen
Pengelelaan SDA dan  Bangunan | _: . . .
1 | Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai gmg‘lfunlgzlri Hldgp pntuk LlﬁconstmkaIkP:ngengah
Lintas Daerah Kabupaten/Kota anir, ar, ramase ama rerkotaan dan
Pengarnan Pantai
Pengelolaan SDA dan  Bangunan
2 | Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai ‘l;%ly;sunan Polapdar} Rrancana Pengelolaan SDA
Lintas Daerah Kabupaten/Kota ewenangan frovinst
Pengelolaan SDA dan  Bangunan
3 | Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai | Pembangunan Bendungan
Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan SDA dan Bangunan
4 | Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai | Pembangunan Tanggul Sungai
Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan SDA  dan Bangunan
5 | Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai | Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing
Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan =~ SDA ~ dan  Bangunan | p, .\ 00unan Pintu  Air/Bendung Pengendali
6 | Pengaman Pantal pada Wilayah Sungai Baniir
Lintas Daerah Kabupaten /Kota J
Pengelolaan SDA  dan Bangunan
7 | Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai | Pembangunan Kanal Banjir
Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan SDA dan Bangunan
8 | Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai | Pembangunan Stasiun Pompa Banjir
Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan SDA dan  Bangunan
9 | Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai | Pembangunan Polder/Kolam Retensi
Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan SDA  dan  Bangunan
10 | Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai | Pembangunan Bangunan Sabo
Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan SDA  dan Bangunan
11 | Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai | Pembangunan Check Dam
Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan SDA  dan Bangunan
12 | Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai | Pembangunan Breakwater
Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan S[.)A dan_ Bangunar{ Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman
13 | Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Pantai Lainnya
Lintas Daerah Kabupaten /Kota a Y
Pengelolaan SDA dan_ Bangunan_ Pembangunan Flood Forecasting And Warning
14 | Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai System (FFWS)
Lintas Daerah Kabupaten/Kota ¥
Pengelolaan SDA dan  Bangunan
153 | Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai | Rehabilitasi Bendungan
Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan SDA dan  Bangunan
16 | Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai | Rehabilitasi Tanggul Sungai
Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Pengeleolaan SDA dan Bangunan
17 | Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai | Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing

Lintas Daerah Kabupaten/Kota
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Uraian Kegiatan

Uraian Subkegiatan

18

Pengelolaan SDA dan Bangunan
Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai
Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir

19

Pengelolaan SDA dan Bangunan
Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai
Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Rehabilitasi Kanal Banjir

20

Pengelolaan SDA dan  Bangunan
Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai
Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir

21

Pengelolaan SDA dan Bangunan
Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai
Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Rehabilitasi Polder /Kolam Retensi

22

Pengelolaan SDA dan Bangunan
Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai
Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Rehabilitasi Bangunan Sabo

23

Pengelolaan SDA dan Bangunan
Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai
Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Rehabilitasi Check Dam

24

Pengelolaan SDA dan  Bangunan
Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai
Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Rehabilitasi Breakwater

25

Pengelolaan SDA dan Bangunan
Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai
Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman
Pantai Lainnya

26

Pengelolaan SDA dan  Bangunan
Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai
Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Peningkatan Tanggul Sungai

27

Pengelolaan SDA dan  Bangunan
Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai
Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing

28

Pengelolaan SDA dan Bangunan
Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai
Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir

29

Pengelolaan SDA dan Bangunan
Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai
Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Peningkatan Kanal Banjir

30

Pengelolaan SDA dan  Bangunan
Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai
Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Peningkatan Stasiun Pompa Banjir

31

Pengelolaan SDA  dan  Bangunan
Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai
Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Peningkatan Polder/Kolam Retensi

32

Pengelolaan SDA dan Bangunan
Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai
Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Peningkatan Bangunan Sabo

33

Pengelolaan SDA dan Bangunan
Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai
Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Peningkatan Check Dam

34

Pengelolaan SDA dan  Bangunan
Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai
Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Peningkatan Breakwater

35

Pengelolaan SDA  dan  Bangunan
Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai
Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Peningkatan Seawall dan Bangunan Pengaman
Pantai Lainnya

36

Pengelolaan SDA dan  Bangunan
Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai
Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Peningkatan Flood Forecasting And Warning
System (FFWS3)
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No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan
Pengelolaan SDA dan  Bangunan
37 | Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai | Revitalisasi Danau
Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan SDA dan  Bangunan
38 | Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai | Normalisasi/Restorasi Sungai
Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan SDA  dan  Bangunan . .
39 | Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai EﬂentlbaAr_lgunan Insfrastruktur untuk Melindungi
Lintas Daerah Kabupaten/Kota ata alr
Pengelolaan SDA dan  Bangunan
40 | Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai | Operasi dan Pemeliharaan Bendungan
Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan SDA  dan Bangunan . . .
41 | Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai ggﬁrz? dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing
Lintas Daerah Kabupaten/Kota &
Pengelolaan SDA dan  Bangunan
42 | Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai | Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir
Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Pengelotaan SDA dan  Bangunan
43 | Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai | Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir
Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan SDA dan Bangunan
44 | Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai | Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi
Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan SDA  dan Bangunan
45 | Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai | Operasi dan Pemeliharaan Bangunan Sabo
Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan SDA dan Bangunan
46 | Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai | Operasi dan Pemeliharaan Check Dam
Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan S].DA dan‘ Bangu nan Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall
47 | Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai dan Baneunan Peneaman Pantai Lainnya
Lintas Daerah Kabupaten/Kota gl & Y
Pengelolaan — SDA  dan  Bangunan | g, ooi0000n  Hidrologi dan Kualitas Air WS
48 | Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Kewenanegan Provimsi
Lintas Daerah Kabupaten/Kota g
Pengelolaan Sl.)A dan_ Bangunar} Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan
49 | Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi
Lintas Daerah Kabupaten/Kota & g
Pengelolaan S[.)A dan. Bangunar{ Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek)
50 | Pengaman Pantai pada Wilayah Sunga Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi
Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan SDA dan  Bangunan | Koordinasi dan  Sinkronisasi  Peningkatan
51 | Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai | Kapasitas Kelembagaan  Pengelolaan SDA
Lintas Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Provinsi
Pengelolaan SDA dan  Bangunan
52 [ Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai | Operasi dan Pemeliharaan Danau
Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan SDA dan Bangunan
53 | Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai | Operasi dan Pemeliharaan Sungai
Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan SI?A dan. Bangunan Operasi dan Pemeliharaan Insfrastruktur untuk
54 | Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Melindunei Mata Air
Lintas Daerah Kabupaten/Kota S
Pengelolaan 8SDA  dan  Bangunan
55 | Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai | Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi

Lintas Daerah Kabupaten/Kota
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No.

Uraian Kegiatan

Uraian Subkegiatan

56

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem
Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah
Irigasi yang Luasnya 100C Ha-3000 Ha
dan Daerah Irigasi Lintas Daerah
Kabupaten /Kota

Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan

57

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem
Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah
Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha
dan Daerah Irigasi Lintas Daerah
Kabupaten/Kota

Pembangunan Bendung Irigasi

58

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem
Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah
Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha
dan Daerah Irigasi Lintas Daerah
Kabupaten/Kota

Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa

59

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem
Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah
Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha
dan Daerah Irigasi Lintas Daerah
Kabupaten/Kota

‘Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak

60

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem
Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah
Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha
dan Daerah Irigasi Lintas Daerah
Kabupaten/Kota

Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah

61

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem
Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah
Irigasi yvang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha
dan Daerah Irigasi Lintas Daerah
Kabupaten /Kota

Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah

62

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem
Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah
Irigast yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha
dan Daerah Irigasi Lintas Daerah
Kabupaten /Kota

Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan

63

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem
Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah
Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha
dan Daerah Irigasi Lintas Daerah
Kabupaten/Kota

Peningkatan Bendung Irigasi

64

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem
Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah
Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha
dan Daerah Irigasi Lintas Daerah
Kabupaten /Kota

Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa

65

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem
Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah
Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha
dan Daerah Irigasi Lintas Daerah
Kabupaten /Kota

Peningkatan Jaringan Irigasi Tambak

66

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem
Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah
Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha
dan Daerah Irigasi Lintas Daerah
Kabupaten /Kota

Peningkatan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah

67

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem
Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah
Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha
dan Daerah Irigasi Lintas Daerah
Kabupaten /Kota

Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah

68

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem
Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah
Irigasi vang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha

Koordinasi, Sinkronisasi dan

Konservasi Kawasan Rawa
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No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan
dan Daerah Irigasi Lintas Daerah
Kabupaten/Kota
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem
Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah
69 | Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha | Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi
dan Daerah Irigasi Lintas Daerah
Kabupaten/Kota
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem
Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah
70 |lIrigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha | Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi
dan Daerah Irigasi Lintas Daerah
Kabupaten/Kota
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem
Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah L . L
71 |Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha gg&ﬁi}?:f;an I?;?yfg;‘fg:;a dan  Pelaksanaan
dan Daerah Irigasi Lintas Daerah
Kabupaten/Kota
79 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan PenyI:l stnan Rencana, Kebijakan, Strategi dan
Persampahan Regional Teknis  Sistem  Pengelolaan . I?ersampahan
TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi
' . Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/
73 i:?g;gﬁ;ﬁfﬁ%ezzfg dan Pengelolaan Penipgkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan
Provinsi
74 ggff;f;;ﬁfﬁ%;ifﬁ dan Pengelolaan | 5o 0 ounan TPA/TPST/SPA
75 E?sg;r?s:;agsl;zez:fg dan Pengelolaan | oy bilitasi TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi
76 ll;'engembangan S%stem dan Pengelolaan Peningkatan TPA/TPST/SPA
ersampahan Regional
77 gengemb"‘mgan Sistem dan Pengelolaan | pe\vogiaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA
ersampahan Regional
78 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan | Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem
Persampahan Regional Pengelolaan Persampahan Lintas Kabupaten/Kota
79 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan | Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam
Persampahan Regional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem
Drainase yang T erhu}:?ung Langsung Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan
80 | dengan Sungai Lintas Daerah Teknis Sistem Drainase Perkotaan
Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis
Provinsi
Pengelclaan dan Pengembangan Sistem
Drainase yang Terhubung Langsung | Supervisi
81 | dengan Sungai Lintas Daerah | Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem
Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis | Drainase Perkotaan
Provinsi
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem
Drainase yang Terhubung Langsung
82 | dengan Sungai Lintas Daerah | Pembinaan Teknik Sistem Drainase Perkotaan
Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis
Provinsi
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem
Drainase yang Terhubung Langsung
83 | dengan Sungai Lintas Daerah | Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan
Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis
Provinsi
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem
84 (?gglg?:lse y;SEgaiTerhli?stzi Laggaselll_zlgl Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase

Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis
Provinsi

Perkotaan
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No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem
Drainase yang Terhubung Langsung
85 | dengan Sungai Lintas Daerah | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase
Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis
Provinsi
Penyelenggaraan  Infrastruktur pada Pemban TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS  di
86 | Permukiman di Kawasan Strategis Daerah K gunan - / . ./ / / !
Provinsi awasan Strategis Provinsi
Penyelenggaraan  Infrastruktur pada { Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur
87 | Permukiman di Kawasan Strategis Daerah | Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis
Provinsi Daerah Provinsi
Penyelenggaraan  Infrastruktur pada | Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur
88 | Permukiman di Kawasan Strategis Daerah | Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis
Provinsi Daerah Provinsi
Penyelenggaraan  Infrastruktur pada | Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur
89 | Permukiman di Kawasan Strategis Daerah | Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis
Provinsi Daerah Provinsi
Penetapan dan Penyelenggaraan | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan
90 | Bangunan Gedung untuk Kepentingan | Pembongkaran Bangunan  Gedung untuk
Strategis Daerah Provinsi Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
91 lgenetapan dan Penye]enggz_araan Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk
angunan Gedung untuk Kepentingan K . : .
Stratesis Daerah Provinsi epentingan Strategis Daerah Provinsi
Bl
Penetapan dan Penyelenggaraan | Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan
92 | Bangunan Gedung untuk Kepentingan | Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan
Strategis Daerah Provinsi Strategis Daerah Provinsi
Penctapan dan Penyelenggsrlraan Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung
93 | Bangunan Gedung untuk Kepentingan Negara untuk Kepentinean Stratesis Provinsi
Strategis Daerah Provinsi g ux Bep g ategls Frovins
Penetapan dan Penyelenggaraan Identifikasi, Penetapan, Pen)éelenggaraan
94 | Bangunan Gedung untuk Kepentingan [B)glngunfall{n Gedlling ngar Bu aya yang
Strategis Daerah Provinsi ilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah
Provinsi
Penetapan dan Penyelenggaraan | Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik
95 | Bangunan Gedung untuk Kepentingan | Bangunan Gedung Cagar Budaya vang Ditetapkan
Strategis Daerah Provinsi Tingkat Provinsi
Penetapan dan Penyelenggaraan | Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif
96 | Bangunan Gedung untuk Kepentingan | kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola
Strategis Daerah Provinsi Bangunan Gedung Cagar Budaya
Penetapan dan Penyelenggaraan | Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung
97 | Bangunan Gedung untuk Kepentingan | kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan
Strategis Daerah Provinsi Masyarakat
Penetapan dan Penyelengggraan Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo)
98 | Bangunan Gedung untuk Kepentingan Bangunan Gedung Negara
Strategis Daerah Provinsi
Penetapan dan Penyelenggaraan
99 | Bangunan Gedung untuk Kepentingan | Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara
Strategis Daerah Provinsi
100 | BB o e | penyetenggaraan Penerbitan dan Perpanangan
. L Lisensi Arsitek
Strategis Daerah Provinsi
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan
101 Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah | Teknis Sistem Penataan Bangunan dan
Provinsi dan Lintas Daerah | Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi
Kabupaten/Kota dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan
102 Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah | Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan
Provinsi dan Lintas Daerah | Lingkungan
Kabupaten/Kota
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No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan
Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah .
103 Pro%insi dan Lintas & Daerah Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan
Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah . .
104 Provinsi dan Lintas Daerah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan
Kabupaten /Kota
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan
105 Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan
Provinsi dan Lintas Daerah | Bangunan dan Lingkungan
Kabupaten /Kota
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan
106 Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah ;| Pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan
Provinsi dan Lintas Daerah | kepada Pemerintah Kab/Kota
Kabupaten /Kota
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan
Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah | Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan
107 . . )
Provinsi dan Lintas Daerah | dan Lingkungan
Kabupaten/Kota
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi
108 | Penyelenggaraan Jalan Provinsi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan
Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
109 | Penyelenggaraan Jalan Provinsi Pembebasan Lahan/Tanah untuk
Penyelenggaraan Jalan
110 | Penyelenggaraan Jalan Provinsi Pengelolaan Leger Jalan
111 | Penyelenggaraan Jalan Provinsi Survey Kondisi Jalan/Jembatan
112 | Penyelenggaraan Jalan Provinsi Pembangunan Jalan
113 | Penyelenggaraan Jalan Provinsi Pelebaran Jalan Menuju Standar
114 | Penyelenggaraan Jalan Provinsi Pelebaran Jalan Menambah Lajur
115  Penyelenggaraan Jalan Provinsi Rekenstruksi Jalan
116 | Penyelenggaraan Jalan Provinsi Rehabilitasi Jalan
117 | Penyelenggaraan Jalan Provinsi Pemeliharaan Berkala Jalan
118 | Penyelenggaraan Jalan Provinsi Pemeliharaan Rutin Jalan
119 | Penyelenggaraan Jalan Provinsi Pembangunan Jembatan
120 | Penyelenggaraan Jalan Provinsi Pembangunan Flyover
121 | Penyelenggaraan Jalan Provinsi Pembangunan Underpass
122 ;| Penyelenggaraan Jalan Provinsi Pembangunan Terowongan/Tunnel
123 ; Penyelenggaraan Jalan Provinsi Penggantian Jembatan
124 | Penyelenggaraan Jalan Provinsi Pelebaran Jembatan
125 | Penyelenggaraan Jalan Provinsi Rehabilitasi Jembatan
126 | Penyelenggaraan Jalan Provinsi Pemeliharaan Rutin Jembatan
127 | Penyelenggaraan Jalan Provinsi Pemeliharaan Berkala Jembatan
128 | Penyelenggaraan Jalan Provinsi Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat
.. Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan
129 | Penyelenggaraan Jalan Provinsi Jalan /Jembatan
130 | Penyelenggaraan Jalan Provinsi Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan

Provinsi
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3. Rincian Kegiatan dan Subkegiatan Prioritas yang Didanai dari DAU Bidang
Pekerjaan Umum untuk Kabupaten/Kota

No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan

. gzggzlr(r)f:r?nPantsa ]i)Apa dadawnilaya?lansgl:l;lgaari E.enyusunan ‘Rencana Teknis dap Dokumen
(WS) dalam 1 (Satu) Daerah | 1 gkungan Hidup untuk Konstruksi B(‘endu‘ngan,

Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
Kabupaten/Kota
Pengelolaan SDA dan Bangunan .

o Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Eg?y}?liisnaa;l Hiif.lncallllr?tug ell(cms ¢ din_ EOlfrumeE
(WS) dalam 1 (Satu) Daerah daf AL gaku p onstrukst Awr lana
Kabupaten/Kota
Pengelolaan SDA dan Bangunan

3 Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Pembang‘unan Embung dan Penampung Air
(WS} dalam 1 (Satu} Daerah | Lainnya
Kabupaten/Kota
Pengelolaan SDA dan Bangunan

4 R;Ié)gamagalgﬁlntal f ada (S\z 1t£.1a1Jyah g:;,ga? Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku
Kabupaten/Kota
Pengelolaan SDA dan  Bangunan
Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai ol as

5 (WS? dalam f [Satu)y Daergah Pembangunan Unit Air Baku
Kabupaten/Kota
Pengelolaan ShA dan Bangunan

6 Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai | Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air
(WS} dalam 1 {Satu} Daerah | Lainnya
Kabupaten/Kota
Pengelolaan SDA dan Bangunan

7 E;gigamac?alz?x?tal {Jada ( S\Zﬁ}yah S;:riahl Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku
Kabupaten/Kota
Pengelolaan SDA dan Bangunan
Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai e o

8 (WS)g dalam F (Satu]y Daergah Rehabilitasi Unit Air Baku
Kabupaten/Kota
Pengelolaan SDA dan Bangunan

9 Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai | Operasi dan Pemeliharaan Embung dan
(WS) dalam 1 (Satu) Daerah | Penampung Air Lainnya
Kabupaten/Kota
Pengelolaan SDA dan Bangunan

10 Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai | Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah
(WS} dalam 1 (Satu) Daerah | untuk Air Baku
Kabupaten/Kota
Pengelolaan SDA dan Bangunan

11 ﬁzlé?mag alzf'nntal f ada [S‘g t{j‘f{ ah DS:;ga&ﬁ Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku
Kabupaten/Kota
Pengelolaan SDA dan Bangunan

12 g;g?amagalzilntal f ada {gl ltilf ah S;;_g;ﬁ Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku
Kabupaten /Kota
Pt?nge’mbgngan dan Pengelolaan Sistem Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen

13 Ir}gas% Primer dan Sekup der pada Daerah Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan
Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha Rawa
dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem

14 gig::i ?zgrrfgeig:gn?zk:il?cégwi%di g:)aoeral; Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
dalam 1 {Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem

15 Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Rehabilitasi Bendung Irigasi

Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha
dalam 1 [Satu) Daerah Kabupaten/Kota
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No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem
Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah e, . N
16 Irigasi yang Luasnya di Baw[;h 1000 Ha Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa
dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Pengembangan dan Pengelolaan Sistemn
Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah e . Lo
17 Irigasi yang Luasnya di Bawih 1000 Ha Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak
dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten,/Kota
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem
18 gigzzi l;zggiizls]nfr;kgin%fwgidai (];)Oa; r;l; Rehabilitasi Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah
dalam 1 (Satu)} Daerah Kabupaten/Kota
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem
19 gigz:i ?Zr’f‘geiﬂzgni;k‘é‘in‘gwﬁdﬁ {%%ergz Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah
dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem
20 Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha | Permukaan
dalam 1 {Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem
21 iﬁggzi igielﬁzgnigkgf%jwzidﬁ (l}joa(f rgl; Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi
dalam I (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem
22 :;igg:i igieiﬂzgnizkgfcé?wiidi [?O%er;k; Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa
dalam 1 (Satu) Daerah Kabupatenn/Kota
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem
03 Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
[rigasi vang Luasnya di Bawah 1000 Ha | Tambak
dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem
24 Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah | Operasi dan Pemeliharaan Sumur Jaringan Irigasi
Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha | Air Tanah
dalam 1 {Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem
95 Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air
Irigasi vang Luasnya di Bawah 1000 Ha | Tanah
datam 1 (Satu} Daerah Kabupaten/Kota
o | bonsellean don, Pengembangen Sitet | penyusunan Rencana, Kebiakan, Stateg dan
Kabupaten / Kota Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem .. .
27 | Penyediaan Air Minum (SPAM, di Dacrah oupervisi _ Pembangunan/Peningkatan/
Kabupaten /Kota erluasan/Perbaikan SPAM
p
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem . . . .
28 | Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah ng;ﬁ“ﬁ“’?an Sllf’tenf‘ Penyediaan Air Minum
Kabupaten/Kota ( ) Jaringan Perpipaan
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum
29 | Penyediaan Air Minum (SPAM]) di Daerah (SPAM) il:ringan Perpipaan
Kabupaten/Kota
30 izgﬁzg{:ai? A?f&igﬁﬁigﬁzﬁ%acﬁ DS;Set:ai ieningk_:atan _ Ka_pasitas Kelembagaan Sistem
enyediaan Air Minum (SPAM)
Kabupaten/Kota
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem
31 | Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah P 4 | P &
envediaan Air Minum (SPAM)
Kabupaten /Kota
39 izg}g{::;l;:;: A?flgdlgfllfigl}’ﬁlﬁ%a; g;set:a? ﬁerluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan
erkotaan
Kabupaten/Kota
33 EEEEZEE;H Acilfrl\lﬂiizrfe(rgg:&?a; [?;Setfaﬁ Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan

Kabupaten/Kota

Perdesaan
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No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem . o A

34 | Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Pgmblnaan dan Pengawasan Terhadap Tarif Air

Minum
Kabupaten /Kota
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap

35 | Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah | Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Untuk
Kabupaten/Kota Kebutuhan Sendiri :

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem | Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam

36 | Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem
Kabupaten/Kota Penyediaan Air Minum (SPAM)

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem | Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem

37 | Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah | Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem .

38 | Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah g‘?’?bmgan ;engeﬁlaﬁ? da“SP :&“ggmbangan
Kabupaten/Kota istem Penyediaan Air Minum { ) Desa
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem : N . . .

39 | Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah OperaSI dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air

Minum {SPAM)
Kabupaten/Kota
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Overasi dan Pemeliharaan Sistem P di Aj
40 | Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah b meltaraa stem renyediaan air
Minum (SPAM)
Kabupaten/Kota
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem ; Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan

41 | Air Limbah Domestik dalam Daerah | Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
Kabupaten/Kota (SPALD)

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem | o ricaoi Sistem Pengelolaan Air Limbah

42 | Air Limbah Domestik dalam Daerah .

Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan
Kabupaten/Kota
P@ngelplaan dan Pen_gembangan Sistem Pembangunan Sistemn Pengelolaan Air Limbah
43 | Air Limbah Domestik dalam Daerah . .
Domestik [SPALD) Terpusat Skala Permukiman
Kabupaten/Kota
Pgngelplaan dan Pengembangan Sistem Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah
44 | Air Limbah Domestik dalam Daerah )
Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan
Kabupaten/Kota
Pf:ngel.olaan dan Pengembangan Sistem Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah
45 | Air Limbah Domestik dalam Daerah ) .
Domestik {SPALD} Terpusat Skala Permukiman
Kabupaten/Kota
Pengelolaan dan Pengembangan Sistemn . .

46 | Air Limbah Domestik dalam Daerah 52§2?2$ Sasl'é{:;n};dlaan Sub Sistem
Kabupaten/Kota g p
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem | Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam

47 | Air Limbah Domestik dalam Daerah | Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah
Kabupaten/Kota Domestik (SPALD)

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem | Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam

48 | Air Limbah Domestik dalam Daerah | Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah
Kabupaten/Kota Domestik (SPALD)

Pt?ngel?]aan dan Pengembaugan Sistem Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem

49 | Alr Limbah Domestik dalam Daerah o .

Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
Kabupaten/Kota
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem . . . .
50 | Air  Limbah Domestik dalam Daerah Qperas1 dan Perpehharaan SBistem Pengelolaan Air
Limbah Domestik (SPALD}
Kabupaten/Kota
Pt::ngelplaan dan Pengembangan Sistem Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah
51 | Air Limbah Domestik dalam Daerah : .
Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman
Kabupaten/Kota
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan
52 | Air Limbah Domestik dalam Daerah | ioalg ¥ . g
Air Limbah Terpusat Skala Permukiman
Kabupaten /Kota
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem

53 | Air Limbah Domestik dalam Daerah | Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja
Kabupaten/Kota
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pembangunan /Penyediaan Sarana dan Prasarana

54 | Air Limbah Domestik dalam Daerah g Y

Kabupaten/Kota

IPLT
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No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem
55 | Air Limbah Domestik dalam Daerah | Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja
Kabupaten/Kota
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem | Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/
56 | Air Limbah Domestik dalam Daerah | Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana
Kabupaten /Kota IPLT
4, Rincian Kegiatan dan Subkegiatan Pendukung yang Didanai dari DAU
Bidang Pekerjaan Umum untuk Kabupaten/Kota
No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan
1 | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Pembebasan Lahan/Tanah untuk
Penyelenggaraan Jalan
2 | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Pengelolaan Leger Jalan
3 | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Survey Kondisi Jalan/Jembatan
4 | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Pembangunan Jalan
5 | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Pelebaran Jalan Menuju Standar
6 | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Pelebaran Jalan Menambah Lajur
7 | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Rekonstruksi Jalan
8 | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Rehabilitasi Jalan
9 | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Pemeliharaan Berkala Jalan
10 | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Pemeliharaan Rutin Jalan
11 | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Pembangunan Jembatan
12 | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Pembangunan Flyover
13 | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Pembangunan Underpass
14 | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Pembangunan Terowongan/Tunnel
15 | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Penggantian Jembatan
16 | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Pelebaran Jembatan
17 | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Rehabilitasi Jembatan
18 | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Pemeliharaan Rutin Jembatan
Pengelelaan SDA dan Bangunan | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen
19 Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai | Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali
(WS) dalam 1 (Satu) Daerah | Banjir, Lahar, Drainase Utamea Perkotaan dan
Kabupaten/Kota Pengaman Pantai
Pengelolaan SDA dan Bangunan
20 Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai | Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA
(WS} dalam 1 {Satu) Daerah | W3 Kewenangan Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Pengelolaan SDA dan Bangunan
Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai
21 (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Pembangunan Bendungan
Kabupaten /Kota
Pengelolaan SDA dan Bangunan
Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai .
22 (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Pembangunan Tanggul Sungai
Kabupaten /Kota
Pengelolaan SDA dan Bangunan
Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai .
23 (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing
Kabupaten/Kota
Pengelolaan SDA dan Bangunan
04 Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai | Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali
(WS) dalam 1 (Satu) Daerah | Banjir
Kabupaten/Kota
5 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pembangunan Kanal Banjir

Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai
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No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan
(WS) dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Pengelolaan SDA dan Bangunan
P i i i . .

26 (‘;xgama(r; alzfnntal F ada (S\,g ]tlgiy ah S;;*gai Pembangunan Stasiun Pompa Banjir
Kabupaten/Kota
Pengelolaan SDA dan Bangunan

27 E;ré?amag algfnntal f ada (5‘;?; i‘?}y ah IS)Z;‘g;ﬁ Pembangunan Polder/Kolam Retensi
Kabupaten /Kota
Pengelolaan sDA dan Bangunan
Pengaman Pantai pada Wilavah Sungai

28 (WS)g Jalam f (Satu)y Daergem Pembangunan Bangunan Sabo
Kabupaten/Kota
Pengelolaan SDA dan Bangunan
Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai

29 (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Pembangunan Check Dam
Kabupaten/Kota
Pengelolaan SDA dan Bangunan
Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai

30 (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Pembangunan Breakwater
Kabupaten/Kota
Pengelolaan SDA dan Bangunan

3] Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai | Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman
WS dalam 1 Satu Daerah | Pantai Lainnya
( y
Kabupaten /Kota
Pengelolaan SDA dan Bangunan

32 Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai | Pembangunan Flood Forecasting And Warning
(WS) dalam 1 (Satu) Daerah | System (FFWS3)
Kabupaten /Kota
Pengelolaan SDA dan Bangunan
Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai e

33 (WS] dalam 1 (Satu) Daerah Rehabilitasi Bendungan
Kabupaten/Kota
Pengelolaan SDA dan Bangunan

34 g;g?amagalzrta‘ pada [S‘g ’if‘)yah SUnEAL | Rehabilitasi Tanggul Sungai
Kabupaten/Kota
Pengelolaan SDA dan Bangunan

35 g;g?amagal;’?nntal F ada [S\Z t:jlf ah [S)zgrg;u] Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing
Kabupaten/Kota
Pengelolaan SDA dan Bangunan

36 f;;,g%ma;‘alg antal pada {S‘,’; ‘tljf’ah SUngal | Renhabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir
Kabupaten /Kota
Pengelolaan SDA dan Bangunan

37 g;ré%magalzamma‘ pada (g’; ‘tf]y ah Sungal| Rehabilitasi Kanal Banjir
Kabupaten/Kota
Pengelolaan SDA dan Bangunan

38 R%‘éti%amagalzi’ltal fada (S\Eila]yah g;:rga?: Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir
Kabupaten/Kota
Pengelolaan SDA dan Bangunan

39 R;g?magalzfta‘ }:’ada (s\z ‘tllj‘]y ah g::rgai Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi
Kabupaten/Kota
Pengelolaan SDA  dan Bangunan

40 Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Rehabilitasi Bangunan Sabo

(WS) dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten /Kota

£
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No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan
Pengelolaan SDA dan Bangunan
Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai e
41 (WS] dalam 1 (Satu) Daerah Rehabilitasi Check Dam
Kabupaten /Kota
Pengelolaan SDA dan Bangunan
Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai e
42 (WS] dalam 1 (Satu) Daerah Rehabilitasi Breakwater
Kahupaten/Kota
Pengelolaan SDA dan Bangunan
43 Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai | Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman
(WS) dalam 1 (Satu) Daerah | Pantai Lainnya
Kabupaten /Kota
Pengelolaan SDA dan Bangunan
Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai . .
44 (WS) dalam 1 (Satu] Daerah Peningkatan Tanggul Sungat
Kabupaten/Kota
Pengelolaan SDA dan Bangunan
Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai . .
45 (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
Kabupaten/Kota
Pengelolaan SDA dan Bangunan
46 Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai | Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali
(WS3) dalam 1 (Satu) Daerah | Banjir
Kabupaten/Kota
Pengelolaan SDA dan Bangunan
Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai . "
47 (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Peningkatan Kanal Banjir
Kabupaten/Kota
Pengelolaan SDA dan Bangunan
Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai . . .
48 (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Peningkatan Stasiun Pompa Banjir
Kabupaten/Kota
Pengelolaan SDA dan Bangunan
Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai . .
49 (WS) dalam 1 (Satu] Daerah Peningkatan Polder/Kolam Retensi
Kabupaten/Kota
Pengelolaan SDA dan Bangunan
Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai .
50 (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Peningkatan Bangunan Sabo
Kabupaten/Kota
Pengelolaan SDA dan Bangunan
Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai .
51 (WS) dalam i (Satu] Daerah Peningkatan Check Dam
Kabupaten/Kota
Pengelolaan SDhA dan Bangunan
Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai .
52 (WS] dalam 1 (Satu) Daerah Peningkatan Breakwater
Kabupaten /Kota
Pengelolaan SDA dan Bangunan
53 Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai | Peningkatan Seawall dan Bangunan Pengaman
(WS) dalam 1 (Satu) Daerah | Pantai Lainnya
Kabupaten/Kota
Pengelolaan SDA dan Bangunan
54 Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai | Peningkatan Flood Forecasting And Warning
(WS) dalam 1 (Satu) Daerah | System (FFWS)
Kabupaten/Kota
Pengelolaan SDA dan Bangunan
Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai T
55 (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Revitalisasi Danau
Kabupaten/Kota
Pengelolaan SDA dan Bangunan
56 Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Normalisasi/Restorasi Sungai

(WS) dalam 1 (Satu) Daerah
Kahupaten/Kota
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No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan
Pengelelaan SDA dan Bangunan
57 Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai | Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi
(WS) dalam 1 (Satu) Daerah | Mata Air
Kabupaten/Kota
Pengelolaan SDA dan Bangunan
Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai . .
58 (WS dalam 1 (Satu) Daerah Operasi dan Pemeliharaan Bendungan
Kabupaten/Kota
Pengelolaan SDhA dan Bangunan
59 Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai | Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing
(WS) dalam 1 {Satu) Daerah | Sungai
Kabupaten/Kota
Pengelolaan SDA dan Bangunan
Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai . . y
60 (WS) dalam 1 (Satu) Dacrah Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir
Kabupaten/Kota
Pengelolaan SDA dan Bangunan
Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai . . . .
61 (WS] dalam ] (Satu) Daerah Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir
Kabupaten /Kota
Pengelolaan SDhA dan Bangunan
Pengaman Pantal pada Wilayah Sungai , . .
62 (WS] dalam 1 (Satu) Daerah Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi
Kabupaten/Kota
Pengelolaan SDA dan Bangunan
Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai . .
63 (WS) dalam 1 (Satu) Dacrah Operasi dan Pemeliharaan Bangunan Sabo
Kabupaten/Kota
Pengelolaan SDA dan Bangunan
Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai , .
64 (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Operasi dan Pemeliharaan Check Dam
Kabupaten/Kota
Pengelolaan SDA dan Bangunan
65 Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai | Operasi dan Pemeliharaan Brealwater/Seawall
(WS) dalam 1 {Satu} Daerah | dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
Kabupaten/Kota
Pengelolaan SDA  dan Bangunan
66 Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai | Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS
(WS} dalam 1 (Satu) Daerah | Kewenangan Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Pengelolaan SDA dan Bangunan
67 Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai | Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan
(WS) dalam 1 (Satu) Daerah | Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Pengelolaan S[.)A dan' Bangunar} Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek)
Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai
68 (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Pemanfaatan SDA WS Kewenangan
Kabupaten,/Kota Kabupaten/Kota
Pengelolaan Sl:.)A dan‘ Bangunar% Koordinasi dan  Sinkronisasi Peningkatan
Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai .
69 Kapasitas Kelembagaan  Pengelolaan SDA
(WS) dalam 1 (Satu) Dacrah Kewenangan Kabupaten /Kot
Kabupaten/Kota g pate a
Pengelolaan SDA  dan Bangunan
Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai . . _
70 (WS} dalam 1 (Satu) Daerah Operasi dan Pemeliharaan Danau
Kabupaten/Kota
Pengelolaan SDA dan Bangunan
Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai . . .
71 (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Operasi dan Pemelitharaan Sungai
Kabupaten /Kota
Pengelolaan SDA dan Bangunan
70 Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai [ Operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur untuk
(WS) dalam 1 (Satu) Daerah | Melindungi Mata Air '
Kabupaten /Kota
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Uraian Subkegiatan

73

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem
Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah
Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha
dalam 1 (Satu} Daerah Kabupaten/Kota

Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan

74

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem
Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah
Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha
dalam 1 {Satu) Daerah Kabupaten,/Kota

‘Pembangunan Bendung Irigasi

75

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem
Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah
Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha
dalam 1 {Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa

76

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem
Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah
Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha
dalam 1 {Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak

77

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem
Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah
Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha
dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah

78

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem
Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah
Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha
dalam 1 (8atu) Daerah Kahupaten/Kota

Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah

79

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem
Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah
Irigasi vang Luasnya di Bawah 1000 Ha
dalam 1 (Satu} Daerah Kabupaten/Kota

Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan

80

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem
Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah
Irigasi vang Luasnya di Bawah 1000 Ha
dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Peningkatan Bendung Irigasi

81

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem
Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah
Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha
dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa

82

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem
Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah
Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha
dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Peningkatan Jaringan Irigasi Tambak

83

Pengembangan dan Pengelelaan Sistem
Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah
Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha
dalam 1 (Satu] Daerah Kabupaten/Kota

Peningkatan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah

84

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem
Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah
Irigasi yvang Luasnya di Bawah 1000 Ha
dalam 1 (Satu] Daerah Kabupaten/Kota

Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah

85

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem
Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah
Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha
dalam 1 (Satu} Daerah Kabupaten/Kota

Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan

Konservasi Kawasan Rawa

86

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem
Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah
Irigasi yvang Luasnya di Bawah 1000 Ha
dalam ] (S8atu} Daerah Kabupaten/Kota

Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi

87

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem
Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah
Irigasi yang Luasnya di Bawzah 1000 Ha
dalam 1 {Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi

88

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem
Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah
Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha
dalam 1 {Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan

Pemeliharaan Kawasan Rawa
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No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem .

89 | Penyediaan Air Minum (SPAM] di Daerah Pg‘mbmaan Pfengelollaar‘l dan Pengembangan
Kabupaten/Kota Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem . . . .

90 Pen%ediaan Air Minm (SPAM% di Daerah | Lcmbangunan Sistem Penyediaan Air Minum
Kabupaten/Kota (SPAM) Jaringan Perpipaan
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Perb Sist P di Air  Mi

91 | Penyediaan Air Minum (SPAM]} di Daerah embangunan  sistem - fenyediaan Alr Minum
Kabupaten /Kota (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem . . ) . .

92 Pen?ediaan Air Minum [SPAM? di Daerah | Lemuingkatan Sistem Penyediaan Air Minum
Kabupaten/Kota (SPAM]} Jaringan Perpipaan
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem . — . . . .

93 Penfediaan Air Minom {SPAM? di Daerah | OPtimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum
Kabupaten /Kota (SPAM) jaringan Perpipaan

94 gzggiﬁ[:;;l A?rarﬁdigzlfilgszﬁﬁa; DS;it:a? Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air

Y Minum (SPAM})
Kabupaten/Kota

95 Pengembangan Sistern dan Pengelolaan | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan
Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota | Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan
Pengembangan Sistern dan Pengelolaan . .

96 | por fampahagn % Dt Kabupatei IKota | OPtimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS 3R/TPS
Pengembangan Sistemm dan Pengelolaan

o7 Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
Pengembangan Sistemn dan Pengelclaan e

98 Perfmpahagn 4 Doerat Kabupatei IKota | Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
Pengembangan Sistem dan Pengelolaan .

99 Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS

100 Pengembangan Sistemm dan Pengelolaan | Penyediaan Sarana Pendukung
Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota | TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS

101 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan | Pembinaan Pengembangan Sistern Pengelolaan
Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota | Persampahan Desa

102 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan | Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam
Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota | Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem

103 | Air Limbah Domestik dalam BPaerah | Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja
Kabupaten/Kota
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem

104 Drainase yang Terhubung Langsung | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan
dengan Sungai dalam Daerah | Teknis Sistem Drainase Perkotaan
Kabupaten/Kota
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem

105 Drainase vyang Terhubung Langsung | Penyusunan Outline Plan pada Kawasan
dengan Sungai dalam Daerah | Genangan
Kabupaten/Kota
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem

106 dD;?g;?_lse yg;lfgai’rerh%z?;ﬁ Lag%i‘;:% Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan
Kabupaten/Kota
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem

107 ggzg:lse y;&ggai'rerhl;g?;rﬁ La%gaselizﬁ Pembinaan Teknik Sistem Drainase Perkotaan
Kabupaten/Kota
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem
Drainase yang Terhubung Langsung . .

108 dengan Sungai dalam Daerah Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
Kabupaten/Kota
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem
Drainase vang Terhubung Langsung . .

109 dengan Sungai dalam Daerah Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan
Kabupaten/Kota
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No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem
110 chl:-::g;?ase YSS ggaiTerhlilzl;n% Lagg;;:ii% Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan
Kabupaten/Kota
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem
111 dDé‘::lgI::.}SC y§3 EgaiTerhléz?;ri Laggaselizg Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan
Kabupaten/Kota
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem
112 ggﬁ;ﬁse yéi:llggai’rerhlét;?;rgl Laggaseliglﬁ Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase
Kabupaten/Kota
Pengelolaan dan Pengembangan BSistem
113 g;ﬁlgzise ysalf:ﬁgai'rermé?il;g Lagga?;zﬁ Optimalisasai Sistem Drainase Lingkungan
Kabupaten/Kota
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem
114 | Drewase yang Terhubung  Langsung | pempinaan Teknik Sistem Drainase Lingkungan
engan Sungai dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem
115 é)é‘gigl';ise ygSEgaiTethg:il;li Lagga‘iﬁgg Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
Kabupaten/Kota
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem
116 dDgzlgI;ise ysaﬁr%gai’rerhl:i?i?n% Lagg;;;lﬁ Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan
Kabupaten/Kota
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem
Drainase vyang Terhubung Langsung | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase
117 . .
dengan Sungai dalam Daerah | Lingkungan
Kabupaten/Kota
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem
118 (l.;)ramase yang l’I‘erhubung Langsung Penyediaan Sarana Sistem Drainase Lingkungan
engan Sungai dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem
119 Drainase yang Terhubung Langsung | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan
dengan Sungai dalam Daerah | Teknis Sistem Drainase Lingkungan
Kabupaten /Kota
Penyelenggaraan  Infrastruktur _ pada | p o boinan  TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS  di
120 | Permukiman di Kawasan Strategis Daerah .
Kawasan Strategis Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan  Infrastruktur  pada | p i oyotan  TPA/TPST/SPA/TPS 3R/TPS di
121 | Permukiman di Kawasan Strategis Daerah .
Kawasan Strategis Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan  Infrastruktur  pada | o o0 jicaci TPA/TPST/SPA/TPS 3R/TPS di
122 | Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kawasan Strategis Kabupaten /Kota
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan  Infrastruktur  pada | Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur
123 | Permukiman di Kawasan Strategis Daerah | Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis
Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota
Penyeienggaraan Penerbitan Persetujuan
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di | Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi
Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, | (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan
124 | Pemberian Izin Mendirikan Bangunan | Gedung {SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran
(IMB} dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan | Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA),
Gedung Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan
Bangunan Gedung melalui SIMBG
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di
Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan
125 | Pemberian Izin Mendirikan Bangunan | Pembongkaran  Bangunan  Gedung untuk

(IMB} dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan
Gedung

Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten /Kota
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No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di
Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, . .
126 | Pemberian Izin Mendirikan Bangunan genyusunag gebuakan terkait Penyelenggaraan
(IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan anguhan Liedung
Gedung
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di
Wilayah Daerah Kabupaten/Koeta, | Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan
127 | Pemberian Izin Mendirikan Bangunan | Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis
{IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan | Kabupaten/Kota
Gedung
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di
Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, .
. ) - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
128 | Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Baneunan Gedun
(IMB} dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan gu g
Gedung
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di N
Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, glentlflkam, Penetapan, Penyelenggaraan
. . . angunan Gedung Cagar Budaya yang
129 | Pemberian Izin Mendirikan Bangunan ; ) . .
e . . Diiestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah
(IMB} dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan
Kabupaten/Kota
Gedung
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di
Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, | Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik
130 | Pemberian Izin Mendirikan Bangunan | Bangunan Gedung Cagar Budaya yang
(IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan | Ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota
Gedung
Pe.nyelenggaraan Bangunan Gedung di Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif
Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, -
. . . kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola
131 | Pemberian Izin Mendirikan Bangunan
. . . Bangunan Gedung Cagar Budaya Daerah
{IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan
Kabupaten/Kota
Gedung
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di
Wllayah‘ Dfaerah .I_(abup aten/Kota, Penilikan Terhadap Penyelenggaraan Bangunan
132 | Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Gedung oleh Penilik Bansunan
(IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan g gl
Gedung
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di
Wllayah. D:aerah .I.{abupaten/ Kota, Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo)
133 | Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Bangunan Gedung Negara
(IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan gu g Neg
Gedung
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di
Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, | Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan
134 | Pemberian Izin Mendirikan Bangunan | Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan
(IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan | Strategis Daerah Kabupaten/Kota
Gedung
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di
Wllayah. D.aerah .Ifiabupaten/ Kota, Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk
135 | Pemberian [zin Mendirikan Bangunan Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
(IMB} dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan
Gedung
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di
Wilay ah Dgerah _I_(abupaten/ Kota, Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung
136 | Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Daerah Kabupaten/Kota
(IMB} dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan p
Gedung
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan
137 | Lingkungannya di Daerah | Teknis Sistem Penataan Bangunan dan
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